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ABSTRACT

Capital market is an economic instrument that will play a very
considerable role to progress the future economic growth. One of the efforts
ahead is to build a capital market based on fair and orderly market
principles. It is significant, considering the community reliance towards the
capital market is the prerequisite to attract capitals and investment,
Therefore all market systems and mechanisms should constantly hold
distinct rule of game, where the rule of game reflected to the law
enactment should be able to arrange the mavements and steps of the
actors in performing activities at the Capital Market,

This research intended to know wheter the penal instrument
formulated in Law No. 8/1995 already use to cope with the capital market
crime occurences, The background of that question is the void of the capital
market encroachment and crime cases reaching either at the investigation
stage or summoning o court.

The research result indicates that BAPEPAM (the Capital Market
Supervisary Board}, as an institution of capital market supervisor to employ
administrative sanctions againts the capital market criminals. It is not to use
the penal instrument for the penal instrument for the capital market crimes,
based on 3 {three) items. First, the formulation policy concerning criminal
stipulation itself in Law No. 8/1995 has some improprieties, either according
to its formulation or its criminaf system policy and penalty as well.

Second, the Capital Market Supervisory Board’s policy itself much
more plays role as corrective body, minimizing the existence of measure or
punihmenst againts the lawbreakers. The administrative sanction just
applied, after all corrective steps executed by the Capital Market Supervisory
Board considered couldn't solve the problems. Consequently the Capital
Market Investment Supervisory Board’s PPNS has never been used
efficiently to handle the capital market crimes, that the criminal stipulation
of Law No. 8/1995, natularly, not to be used.

Third, for the application phase there found the perception
differences and points of view among law enforcement apparatus. Those
differences amerge in terms of older of their handling procedure as well as
the comprehension of the capital market offences themselves. That cause
the crimes processed through the criminal justice mechanism to become
abscure and its solution imperfectly completed.
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A.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya perkembangan peradaban manusia pada akhir abad
XX ini ditandai oleh adanya pergeseran nilai-nilai dalam tatanan
kehidupan, baik dalam lingkup nasicnal maupun dalam pergaulan antar
bangsa secara global. Kondisi itu antara fain dipicu oleh perkembangan
iimu pengetahuan dan teknologi, yang didukung dengan lahirnya
berbagai peralatan canggih dengan kemampuan yang mengagumkan.

Dalam tataran eksternal, kemajuan di Bidang teknologi
informasi dan komunikasi misainya, menjadikan dunia seakan menyatu
dalam “sebuah desa besar” (the big village), dimana hubungan antar
manusia tidak lagi terbatas pada ruang dan tempat. Teknologi
komunikasi telah meletakkan fondasi bagi suatu sistem jalan raya
informasi internasional, sekaligus telah menjadikan dunia bergerak pada
suatu jaringan informasi tunggal secara global.! Penyelenggaraan

telekomunikasi memungkinkan berbagai percakapan, gambar dan

'Kemajuan teknologi telah mampu mengkomunikasiken spapun kepada siapa saja, di mana saje,
dengan bentuk apa saja ~-suara, data, teks atau citra (fmage)— dengan kecepatan cahaya Lihat John
Naisbitt & Patricia Aburdene, Megotrends 2000, Alih Bahase Drs. F.X Budijanto, Binarupa
Aksara, Jakarta, 1990, hal. 13 L

}\s]r; i e’ie v ?‘? “{i}'
{ L‘;_‘.'I"'is. u.I"a i l\ LJE.\;
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dokumen dapat melintasi luasnya samudera dan menembus antar
benua, seperti hainya hubungan yang terjadi di seberang meja saja.’

Revalusi di bidang telekomunikasi telah menciptakan
globalisasi dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang ekonomi,
budaya, politik, maupun berbagai aktivitas manusia lainnya. Demikian
pula dengan dampak yang ditimbulkannya, tidak hanya terbatas pada
satu aspek atau negara tertentu saja melainkan juga terhadap berbagai
aspek kehidupan secara global. Dengan kata lain, pergeseran
fundamental tersebut memiliki berbagai implikasi kuat terhadap seluruh
tatanan kehidupan.

Hal itu dikarenakan, telekomunikasi secara teknologis tidak
mengenal batas-batas geogerafis suatu negara (relecommunfcaﬁbn sans
frotier)®, sehingga terjadilah dunia tanpa batas (the borderless world).

Dalam pergaulan dunia yang tidak jelas lagi batas-batas otonomi suatu

Memunut John Naishitt, internet yang terdesentralisasikan sampai orang per-orangan telah
menyedot lahih dari 50 futa orang ambil bagian di dalanmiya Rahkan diperkirakan, pada taban Lulu
ini tclah menecspdi jumbah 1 miliar. Hal it menunjukitan bahwa telekomunikasi akan terus
mendorong perubahan, sarna halnya seperti yang dilakukan oleh pembikinan (marag@chering) selamna
periode industri. John Naisbitt, Megatrends Asia, Alih Bahasa Danan Priyatmoko dan Wandi 8.
Brata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal, 6

*Dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Dimyatt Hartono mengungkapkan bahwa perkembman
teknologi komunikasi yang menakjubkan telah terjadi, ketika manusia mampu meluncurkan satelit
telekomunikasi dan menempatkan pada orbitnya. Keuntungan utama teknologi telekomunikasi
satelit adalah: jangkauannya yang sangat luas; penemnpatan lokasi antena stasiun buminya lebih
fleksibel; pembangunannya relatif lebih cepat; dan biaya telekomunikasi tidak tergantung deri jarak.
Selanjutnys baca Soekotjo Hardiwinoto (Penghimpun), Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar

Falultas Hukurn Universitas Diponegoro Semarang, Badan Penerbit Undip, Semarang, tanpa tahum,
hal, 215-216.
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negara, maka semakin sulit untuk melihat dimana kepentingan nasional
yang tradisional terletak.*

Berkaitan dengan itu Roland Robertson dalam
* Globalization, Socral Theory and Global Cufture™ (1992), mengartikan
globalisasi sebagai karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang
melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam
proses tersebut, dunia telah dimanpatkan (compressed) serta terjadi
intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan yang
utuh’

Kecenderungan akan menyatunya dunia semakin nampak,
dengan tercapainya beberapa kesepakatan regional dan multilateral
seperti GATT (General Agreement Trade and Tarif), APEC (Asia Pasific
Economi Cooperation) dan AFTA (Adsean free Trade Area), sehingga
liberalisasi ekonomi tidak mungkin dihindari. Dengan berbagai
kesepakatan itu, akan memberi kesempatan yang luas pada aliran-aliran
barang dan jasa untuk melewati batas-batas negara, karena hilangnya
hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif.

Meningkatnya pengelompokan pasar bersama di berbagai

kawasan, secara tidak langsung telah mengikis kedaulatan ekonomi

*Sementara ekonomi yang tanpa batas dan saling mengait berkembang, kepentingan tingkat wilayah
dan kota menjadi semakin berperan. Kenichi Ohmae, The Borderless Werld, Power and Stretegy in
the Interlinked Economy, Alih Bahasa F.X. Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1991, hal. 14,

*Khadzaifeh Dimystl dan Kelik Wardiono (Editor), Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi
Hukum, Ekonomi dan Agems, Muhammadiyah Universuty Press, Surakarta, 2000, Cetaken Pertama,

hal. 3.
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setiap negara. Terlebih lagi dengan semakin dominannya lembaga-
lembaga internasional, seperti IMF (Ifernational Manotary Fund) dan
Wold Bank, menjadikan kebijakan ekonomi suatu negara harus tunduk
pada kesepakatan internasional seperti dalam hal kebijakan tarif.
Menufut A. Tony Prasetiantono, terintegrasinya dunia telah
menimbulkan isu yang menyanakut alohalisasi-liberalisasi, yang didicu
untuk mempertinggi efisiensi. Lebih lanjut dikemukakannya: °
Dunia yang terintegrasi, yang seolah tanpa batas-batas fisik itu,
memaksa semua pihak untuk siap bersaing dan mencapai efisiensi.
Konsekuensinya, hanya pelaku-pelaku ekonomi yang paling efisien
yang akan bertahan dan berkembang. Kompetitor yang tidak efisien
akan segera meninggalkan pasar.
Oleh karena itu persaingan yang dihadapi pada abad XXI merupakan
persaingan yang serba global, dalam arti aktivitas ekonomi domestik
menjadi bagian dari aktivitas ekonomi secara global.
Kompetisi global mempunyai arti bahwa tantangan efisiensi
dan daya saing akan semakin beragam dan rumit. Seorang pakar

manajemen dan praktisi ekonomi Tanri Abeng dalam tulisannya

*Membangun Indonesia yang Berdaya Saing”, setidaknya melihat adanya

®Dalam tulisannya mengenai *Isu-Isu Mendasar dalsm Penyusunan Format Kebijakan Ekonomi
Indonesia Menuju Pasar Bebas”, Tony Prasentiantono juga menyatakan adanya implikasi lain dari
pergaulan perekonomian menjelang abad ke-2] yang semakin kompetitif itu. Implikasi itu adalah,
tidak dapat lagi suatu negara sekedar mengandalken romantisme nasionalisme untuk melindungi
mdustri domestik. Artinys bahwa nasionalisrne ekonomi tidek harus identik dengan penggunaan
produk dalem negeri secara aff ouf atan af aif cost, Lihat H. Kumala Hadi (Editor), Liberalisasi
Ekonomi dan Politik di Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, Cetakan Pertarna, hal, 273.



dua hal penting dalam rangka menciptakan efisiensi dan daya saing
bangsa.’

Pertama, memberantas sumber-sumber biaya ekonomi tinggi
{hight cost economic), Dalam hal ini, pemerintah dan pelaku ekonomi
sudah seharushya mengeliminir egoisme sektoral, monopoli serta segala
sesuatu yang bertalian dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme}.

Kedua, perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan
organisasi. Paradigma manajemen baru menyatakan bahwa /ward
oriented dan outward oriented saja tidak cukup, tetapi harus ditambah
dengan forward oriented kemampuan antisipasi dan adaptasi yang
tinggi, dan wisioning. Paradigma manajemen baru telah mengubah
organisasi yang didasari unsur ilmiah, menjadi manajemeﬁ yang lebih
humanistik.

Pendekatan baru itu mensyaratkan bahwa organisasi bisnis
tidak lagi profitable secara komersial, melainkan profesionalisme dan
pertanggungjawaban sosial. Manusia tidak lagi sebagai faktor produksi,
tetapi sebagai pgnentu bahwa moral obligations dari setiap organisasi
terhadap lingkungannya dijamin. Di samping itu struktur manajemen
bisnis yang selama ini dibangun untuk dikonfrol dari atas (bos),

dinikmati dan dikuras dari dalam, serta didistorsi dari luar (penguasa),

*Frans M. Parrera dsn T, Jakeh Koekerist (Penyunting), Demsskrutisasi dim Otonarni; Mence
Disintegrasi Bangsa, Penerbit Kompas dan Gramedia Liteary Agents, Jakarta, 1999, Cetekan
Pertama, hal. 4-5.
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sudah saatnya direstrukturisasi menjadi organisasi yang lebih
demokratis, terbuka, distributif, partisipatif dan nef worked.

Oleh karena itu frend milenium tidak hanya dipandang sebagai
pergantian dari industrial age (abad XX) ke mformation age (abad XXI),
tetapi juga ftelah membentuk tatanan dunia dengan berbagai
pendekatan dan cara-cara baru (n7ew ways). Setiap orang ditgntut untuk
bersifat lebih terbuka, lebih demockratis, menafsirkaﬁ keadilan secara
distributif (distributive justice), serta bukan hanya berorientasi pada
masa lalu tetapi pada masa kini dan masa datang.?

Trend mienium  juga telah ‘mengantarkan dunia pada
persimpangan jalan: tatanan dunia lama mulai runtuh, sementara
tatanan dunia baru belum muncul. Bagi sehagian oréng, dunia yang
akan datang tampaknya menjanjikan kemungkinan yang luar biasa.
Perang dingin telah berakhir, demokrasi mulai mekar, dan derap
kekuatan-kekuatan pasar akan membawa kemakmuran bagi semua
orang. Sementara sebagian orang lainnya, merasakan semakin kuatnya

tekanan sebagai akibat dari munculnya sebuah dunia baru.®

80leh karena itu sebagaimena dikemukskan Muladl, yang berubah tidak hanya struktur den
substansi, tetapi juga kultur, Lihat dalam Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan
Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal, 208,

*Dunia baru dianggapnya sebagai pengulangan, dari yang pemsh terjadi dan dirasakan sebelumnya:
dari pericde kolonialisme; penolakan pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara atas sumber
alarrmys; semakin besarnya kekuasaan dan kepentingan yang bersifat egoistik; penerimaan cara
hidup terhadap kenyetaan adanya kemskmuran yang sedemikian besar bagi segelintir orang,
sementara mayoritas penduduk  semakin menderita. Martin Khor Kok Peng, The Fubure of North-
South Relstions, Conflict or Cooperation?, Alilh Bahase: Suwendi S, Brate, Gramedia Pustsks
Utamna, Jakarta, 1993, hal. 1.2.
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Kekhawatiran sementara orang terhadap perpaduan antara
kekerasan, kekayaan, dan pengetahuan yang diterapkan oleh elit guna
memperfahankan kontrol, bukanlah tanpa alasan. Tumbuhnya negara-
bangsa (nation-state) industri telah mendorong timbuinya monopoli
sistematik atas kekerasan, sublimasi kekerasan menjadi hukum, serta
tumbuhnya ketergantungan populasi kepada uang. Untuk mengenakan
kehendaknya atas sejarah, ketiga perubahan itu memungkinkan elit
masyarakat industri semakin memanfaatkan kekayaan dibandingkan
dengan penggunaan kekerasan secara terbuka.

Kecenderungan untuk memadukan antara kekuasaan, modal

dan pengetahuan bukan hanya merupakan monopoli dari negara industri

maju, tefapi juga menggejals i berbagai negara id

-

industry countriesy. Hal itu terlihat dari berlombanya berbagai cara untuk
menarik modal, investasi dan teknologi dari manca negara, melalui
seperangkat kebijakan ekonomi.l! Akibat adanya kebutuhan yang sama,

para pembuat kebijakan -khususnya di negara-negara berkembang--

1%)sakna sesungguhnya dari perubshan luar biasa dalam penerapan kekuatan bukan sekedar transfer
kekuasaan dari seseorang atau kelompok orang ke orang atau kelompok orang lainnya, melainkan
perpaduan penggunaen antara kekerasan, kekayaen ekonomi, dan pengetahuan. Lihat delamn Alvin
Toffler, Powershift, Alih Bahasa Hermawan Sulistyo, Pantja Simpati, Jakarta, 1992, Cetakan Kedua,
hal. 4849,

Hfemmrut Hamish McRae motor pertumbuhan lama --tanah, modal, sumber daya alam-- tidak lagi
penting, kerena melalvi industrialisasi dapat memproduksi makanen jauh lebih banyak daripada
hasil pertanian. Semua aset kuantitatif ini telah digantiken oleh rengkaian sifat kualitatif yang
mencakup kualitas, organisasi, motivasi dan disiplin pribadi dari rakyatnya, sehingga tingkat

keahlian (profesionalisme) menjadi sangat penting. Hamish McRsae, The World in 2020, Alih

Bahasa: Anton Adiwiyoto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995, hal, 15,
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merasakan semakin meningkatnya intensitas persaingan untuk
mendapatkan modal dan teknologi.

Tekanan terhadap Indenesia untuk bersaing dengan yurisdiksi-
yurisdiksi lain dalam menarik mobile investors, tampak jelas sejak awal
pemerintahan Orde Baru.'? Salah satu cara untuk menekan persaingan
dalam menarik arus modal, investasi dan teknologi da_ri luar negeri,
adalah dengan mengintegrasikan diri dalam -tatanan ekonomi
internasional.

Dari garﬁbaran eksternal seperti yang diuraikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa globalisasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi, setidaknya telah berdampak pada dua
dimensi. Pertama, dalam dunia politik. Transnasionalisasi yaitu
meningkatnya saling kepentingan dan pengaruh antara negara-bangsa,
mendorong proses transparansi internasional: satu bagian dunia harus
terbuka di mata bagian dunia yang lain.

Kedua, dalam tataran ekonomi. Indonesia dalam membiayai
dan mengoperasionatisasikan pembangunannya sangat tergantung pada

|13

kekuatan kapitalisme internasional.™ Kedua hal inilah, yang menjadikan

2Upaya-upaya untuk memikat para investor agar datang ke Indonesia serta keuntungan-keuntungan
urtuk berinvestasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, merupakan salsh satu
pertimbangan penting dalem menentukan suatis kebijakan perekonomian. Jeffrey A. Winters, Power
In Motion: Capitat Mobility and The Indonesian State, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 52.

“Eep Saefulloh Fatah, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
1998, Cetakan Pertama, hal, xxxiv-aooey.
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Indonesia tidak dapat menghindar dari desakan reformasi masyarakat
internasional.
Sementara itu dalam tataran internal, kebutuhan akan medal
- dan teknologi menuntut adanya jaminan keamanan dari pemerintah
terhadap iklim berusaha dan berinvesiasi. Uleh karena itu, berbagai
kemudahan, kelonggaran serta jaminan stabilitas bagi keamanan
investasi * telah berhasil menarik minat para pemilk modal dan
tekonologi untuk menanamkan modalnhya di Indonesia. Besarnya arus
modal yang masuk merupakan penyelamat cadangan devisa, di tengah
defisit transaksi berjalan yang demikian besar,
Bertolak dari keberhasilan itu, maka sejak Repelita I {Pertama)
Rezim Orde Baru {Orba)™® secara tegas menempatkan stabilitas nasional
dalam trilogi pembangunannya, di samping fogos pertumbuhan dan
pemerataan. Ditempatkannya stabilitas nasional di awal Rezim Orba,
didasarkan pada keadaan saat itu yang dihadapkan pada berbagai
pemberontakan fisikk. Mengingat penggunaan kekuatan senjata

merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya disintegrasi

“Upaya unhuk memberikan rasa aman kepada para investor tersebut dilakukan Rezim Suharto,
dengen jalan mendepolitisasi dan memobilisasi masyarskat unumn. Dengan memberiken jaminan
keamenan bagi investor, menjadikan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baca
dalam Jeffrey A. Winters, Dosa-Dosa Politik Orde Baru, Djambatan, Jakarta, 1999, Cetakan
Kem’xpat, hal. 1-2.

*Menurut Stephen D. Krasner, pengertian rezim lebih diksitkan dengan prinsip -prinsip, norma-
norma, aluran-aturen dan prosedur pengambilan kepufusan yang dianut oleh pengussa sebush
negara. Sedangkan dalam pengertian populernya, rezim seringkali diartikan sebagai orang atsu
sekelompok oreng yang menguasai negers. Selenjutrya lihat dalam Ardel Budirmsn, Teori Nega_xg

Negara, Kekuasaan dan Ideclogi, Gramedia, Jakarta, 1997, hal, 8587, .




10

bangsa, maka penempatan stabilitas dapat diterima secara empiris dan
juga mendapat dukingan rakyat karena memang dibutuhkan.

Dalam perkembangannya, Rezim Orba telah menggunakan
logos stabilitas bukan hanya untuk kepentingan kesatuan bangsa dan
pembangunan ekonomi semata, tetapi menjadikannya sebagai alat
efektif untuk mempertahankan kekuasaannya.® Hal itu terlihat dari tetap
dipergunakannya paradigma kekuasaan dan kekuatan senjata, meskipun
tidak ada lagi ancaman fisik maupun senjata.!”

Begitu pula ketika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat
dan kondisinya telah berubah, pendekatan keamanan (security
approach) masih tetap merupakan primadona Rezim Orba sampai di
akhir masa keruntuhannya. Rezim Orba bukan hanya tidak menyadari
bahwa stabilitas itu bersifat dinamis, bahkan dalam prakteknya security
approach telah diikuti oleh penggunaan perangkat hukum (pidana).

Dipertahankannva paradigma kekuasaan, didasarkan pada
peitimbaingan bahwa stabilitas bukan hanya terbukti cukup ampuh untuk

menghantam lawan-lawan politik Orde Baru dalam beberapa periode.

16K etika membicarakan tipe hukum represif, Nonet & Selmick mengatakan: “4 represive regime is
ore that puts all mlerests in jeopardy, and especially those not protected by an existing system of
privelege and power..” . Philippe Nonet & Philip Selzick, Law and Society In Transition: Toward
Responsive Law, Harper & Row Publishers, New York, First Edition, 1978, page 30.

’Padahal pengalaman sejarsh telah menunjukkan bshwa: (1) stabilitas nasional bukanlah keadaan
yang datang dengan sendirinya, tetapi perlu diupayakan melalui cara dan pendekatan tertentw; (2
stabilitas nasional bukan saja penting, tetapi merupakan presyarat untuk tegaknya suatu negera dan
penyelenggaraan pemerintsh, termasuk mewujudkan pemerintahan yang baik;, dan (3) stebilitas
nasional ity bukanlah sesuathy yang statis, tetepi sesuatu yang dinarnig. Dia mempunysi makna sesuei
dengan perkembangan dan dinemika tuntutan masyarakat. M. Dimysti Hartono, Lima L_g&h
Membangun Pemerintahan yang Baik, Ind. Hill Co, Jakarta, 1997, hal. 23,
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Tentu saja keadaan seperti itu bukan saja- telah menjerumuskan
pemerintahan negara pada praktek-praktek otoriter,®® melainkan juga
memunculkan berbagai bentuk  perlawanan dari rakyat terhadap
pemerintahannya. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa suksesi
kepemimpinan nasional, merupakan suatu upaya untuk mengurangi
personalisasi kekuasaan pada tangan Presiden Suharto. Berdasarkan itu,
maka reformasi politik merupakan salah satu pilihan  untuk
mengembalikan kedaulatan rakyat.

Berubahnya reformasi politik menjadi radikalisasi massa
disehabkan tidak diakomaodirnya aspirasi arus bawah, dan dipicu oleh
kesenjangan sosial ekonomi serta ketidakpuasan terhadap berbagai
bentuk penyelewengan. Di samping itu, krisis ekonomi yang akhirnya
bermuara pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, semakin
mempermudah robohnya Rezim Suharto.

Berbagai fenomema tersebut telah memberikan pelajaran
yang sangat berharga, bahwa supremasi hukum merupakan kebutuhan
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kehidupan yang tidak disandarkan

18

pada nilainilai moral dan hukum,” dengan sendirinya akan

®K epribadian otoriter memandang pemimpin negara dengan kesetizan dan rasa hormat, sedangkan
kepribadian demokratis lebih menguternaken kelormpok daripada pemimpin Tiga cita-cita dari
Revolusi Perancis yaitu “kebebasan, persamaan, dan persaudarasn” mengungkapkan sikap yang lahir
dari kepribadian yang demockratis terhadap otoritas. Williamn Ebensteln & Edwin Fogelman,
Today’s Isms, Alih Bahasa: Alex Jernadu, Erlangge, Jakarta, 1994, Cetakan Ketiga, hal. 202
Secara obyektif, moral adalsh pengaturan perbustan manusia sebegai manusia ditinjau dari segi
baik buruknys, dipandang dari hubungannya dengan tujuan ekhir hidup manusia berdasarkan hukum
kodrati. Selanjuftiya bace A. Gunawan Setiardja, Dialektika Fukum dan Moral dalem
Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Cetakan Pertama, hal, 113-115.
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mengantarkan suatu masyarakat ke ambang kehancuran. Pengalaman
empiris menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang tidak difandaskan
oleh nilai-nilai moral dan hukum, pada akhirnya berantakan dalam waktu
sekejap.

Dengan demikian dapat disimpulkan akan adanya dua
perkembangan besar di dunia yang berpengaruh besar terhadap
kehidupan manusia, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta
hukum. Apabila ditarik benang merahnya, maka sebenarnya kedua
perkembangan tersebut menuntut pada moralitas yang menjunjung
tinggi  prinsip-prinsip  persamaan, keselarasan, keseimbangan,
keterbukaan dan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut hemat penulis, kedua perkembangan itu berkaitan
erat dengan premis tentang hubungan antara hukum dan keadilan.
Pertama, bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
memerlukan adanya korespondensi resipokrai antara hukum dan
keadilan. Mengacu pada konsep Rousseau tentang perjanjian sosial,
maka kewajiban setiap warga negara untuk menundukan diri kepada
otoritas hukum {negara) haruslah berkorespondensi dengan kewajiban
hukum (negara) untuk mewujudkan keadilan.

Kedua, hubungan timbal balk antara tertib hukum dan
keadilan sosial harus dipandaﬁg sebagai suatu proses yang bersifat

dinamis, dalam makna keseimbangan {equa/brium). Dengan kata lain,
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“kesepakatan” antara warga negara dengan hukum (negara) harus
senantiasa dapat diperbaharui melalul proses “renegoisasi” sesuai
dengan perubahan dan funtutan jaman.

Oleh karena itu, obsesi pembangunan ekonomi yang
memanfaatkan kemajuan iptek di masa datang harus berorientasi pada
hukum dan keadilan. Demikian pula halnya dengan berbagai aktivitas
ekonomi lainnya, harus tetap memperhatikan rambu-rambu hukum yang
bukan saja sebagai dasar, patokan dan pengamanan berbisnis,
melainkan juga sebagai pelindung dari berbagai bentuk kecurangan dan
manipulasi.

Namun dalam realitasnya, masih banyak orientasi bisnis yang
semata-mata tertuju pada upaya untuk mencari keuntungan yéng
sebesar-besarnya, tanpa mengindahkan etika moral dan hukum. Di sisi
lain, kebijakan penegakan hukum yang dilakukan dalam bidang tertentu
seolah-oclah mendukung aktivitas dan orientasi bishis yang demikian itu.
baiwan sarana penal yang diformulasikan dalam sebuah undang-
undang, seringkali tidak dipergunakan terhadap berbagai pelanggaran
maupun kejahatan dalam aktivitas bisnis.

Fenomena tersebut diantaranya terlihat dari berbagai aktivitas
dan transaksi bisnis di Pasar Modal, dimana sarana penal seringkali tidak
digunakan terhadapwi‘}entuk-benmk pelanggaran dan kejahatan yang

terjadi. Salah satu indikatornya, adalah hampir tidak ada kasus
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pelanggaran maupun kejahatan di Pasar Modal yang sampai pada tahap
penuntutan maupun disidangkan di Pengadilan.®® Berbagai bentuk
pelanggaran dan kejahatan tersebut hanya sampai tahap penyidikan,
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bahkan terhadap kasus-kasus yang
berskala besar, kerapkali pihak PPNS Bapepam lebih memilih untuk
menggunakan sanksi administratif, daripada menggunakan ketentuan
pidana ataupun melanjutkannya dalam proses peradilan pidana.
Kerapkali tidak digunakannya sarana penal penal terhadap
pelanggaran dan kejahatan tersebut, menjadikan tidak efektifnya
ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal. Di samping itu, menunjukkan bahﬁa sarana
penal yang ada dalam Bab XV UU Pasar Modal tersebut menjadi kontra
produktif terhadap berbagai bentuk investasi, yang dianggap hanya akan
menghambat dinamika perkembangan di Pasar Modal. Asumsi ini
menjadi kontradiktif, bukan hanya karena tetap diformulasikannya -
sarana penal oleh pembuat undang-undang, melainkan juga oleh
ancaman sanksi yang demikian “berat” terhadép mereka vang

melakukan pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal.

P Tidak adanya keputusan pengadilan dalam bidang pasar modal di Indonesia, merupakan saleh satu
faktor yang memperlambat proses pematangsn hukum pasar modal dan sekaligus mengindikagikan
batrwa iaw ergforcement di bidang pasar modal masih sengat lemeh Mumir Fusdy, Pesar Modsl
Modem (Tinjauan Hukum): Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 24,. .
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B. Perumusan Masalah

Salah satu fenomena kebijakan legislatif dalam Undang-
Undang Nomor & Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah
ditetapkannya ketentuan pidana terhadap pelanggaran maupun
kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal. Dalam
prakteknya, ancaman sanksi pidana sebagaimana yang dimuat dalam
Bab X¥ UU No. 8/1995 tersebut, seringkali tidak digunakan.

Berbagai bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang
dilakukan ofeh para pelaku Pasar Modal lebih banyak dikenakan sanksi
administratif, vang diatur dalam Bab XIV UU Ne. 8/1995. Tidak
digunakannya ketentuan pidana tersebut didasarkan pada kekhawatiran
akan menurunnya kepercayaan masyarakat, baik terhadap para investor
maupun terhadap lembaga pasar modal itu sendiri, yang berakibat pada
volume aktivitas investasi.

Terlebih lagi dengan adanya asumsi di antara para peiaku
pasar modal sendiri, bahwa sanksi pidana dapat menutup kesempatan
untuk dapat beraktivitas di lembaga yang mengedepankan aspek
kepercayaan itu. Fenomena tersebut bukan saja menunjukkan adanya
logika yang kontradiktif antara kepentingan ekonomi dengan tegaknya
hukum (pidana), mefainkan juga menggambarkan ketidakefektifan

diformulasikannya sarana penal dalam Ut No. 8/1995.
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Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan-
permasalahan yang akan diteliti (research problem) terpusat pada:

1. Bagaimana ketentuan pidana diformulasikan sebagai salah satu
sarana dalam penanggulangan tindak pidana pasar modal?

2. Bagaimana penggunaan sarana penal terhadap tindak pidana pasar
modal, serta mengapa sarana penal tidak pernah digunai(an terhadap
peiaku tindak pidana pasar modal selama ini?

3. Bagaimana seharusnya kebijakan penal itu diformulasikan dan
diorientasikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, agar dapat

dioperasionalkan terhadap pelaku tindak pidana pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka memahami berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan penggunaan sarana penal terhadap tindak pidana
pasar modal, maka perlu mengadakan suatu penelitian yang mendalam
dan komprehensif dengan tujuan untuk:

1) Mengetahui proses perumusan ketentuan pidana sebagai salah satu
sarana dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana pasar modal,
sebagai bagian dari kebijakan legisiatif.

2) Mengetahui penggunaan sarana penal daléfn penanggulangan tindak
pidana pasar modal dan penyebab tidak digunakannya sarana penal

terhadap pelaku, sebagai bagian dari kebijakan apiikatit
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3} Mengetahui formulasi sarana penal dalam Undang-Undang Pasar
Modal, serta memberikan pemahaman bagaimana seharusnya

ketentuan pidana tersebut diorientasikan agar dapat dioperasional-

kan, sebagai bagian dari kebijakan evaluatit.

D. Kontribusi Penelitian
1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi ilmu pengetahuan hukum, diharapkan hasil penelitian ini
"dapat memperluas wacana pemikiran mengenali penggunaan
sarana penal terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di

Pasar Modal, sebagai bagian dari politik kriminal.
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan
penelitian dan perbandingan mengenai kebijakan penal,

khususnya terhadap studi pembaharuan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis
a. Melalui peneliian ini diharapkan dapat memperdalam kajian
mengenai - penggunaan sarana penal, terutama dalam
penanggulangan pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal.
b. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan bahan masukan
lebih kongkret bagi para pengambil kebijakan, terutama dalam

memformulasikan dan mengoperasionalkan ketentuan pidana.
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E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan untuk tidak menerapkan hukum pidana dalam
berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal, tidak dapat
secara serta merta dikatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan
hukum. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa hukum yang dibuat dan
diformulasikan  dalam peréturan perundangan, pada dasarnya
dimaksudkan untuk difaksanakan atau diterapkan,

Demikian pula halnya dengan pemahaman bahwa, tidak
semua perbuatan anti sosial harus dijadikan sebagai tindak pidana.
Dalam hal ini, H. Mannheim memberikan sedikitnya 3 (tiga) alasan
untuk tidak menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Ketiga
batasan itu adalah:? |

1. Bahwa efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana
banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas,
sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakukan yang
bersangkutan itit ada sikap yang sama dalam masyarakat.

2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah
tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang
penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab
apabila ini terjadi, skan menimbulkan manipulasi dalam
pelaksanaannya.

3. Perlu diingat juga apakah tingkah faku tersebut merupakan
sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan obyek hukum pidana,
artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuiri
kehidupan pribadi dari individu.

21 ihat dalam LS. Susanto, Diktat Kriminologi, Fekultas Hukum Undip, Semarang, 1 991, hal. 2.
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Dalam memahami kebijakan untuk tidak menerapkan hukum
(the policy of non enforcernenty harus dilihat dalam konteks sosialnya,
yang terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Dengan
kata lain, kehidupan hukum dalam suatu masyarakat merupakan hasil
konfigurasi hukum dengan sub sistem politik, ekonomi, budaya, dan sub
sistem {ainnya yang terikat dalam suatu sistem sosial.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa digunakan atau
tidaknya sarana penal dalam setiap bentuk pelanggaran maupun
kejahatan, pada dasarnya bertitik tolak pada pendekatan kebijakan.
Pendekatan tersebut mengandung arti, adanya keterpaduan {#fegritas):
(a) antara politk kriminal dan politik sosial; dan (b) antara upaya
penanggulangan ke jahataﬁ dengan “penal” dan “non penal”.?

Demikian halnya dengan penggunaan sarana penal terhadap
tindak pidana pasar modal, harus pula dilakukan dengan pendekatan
yang berorientasi pada kebijakan {policy oriented approach). Ini berarti

bahwa digunakan/tidaknya sarana penal terhadap tindak pidana pasar

modal, tidak terlepas dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.

EMemerut Ronny Hanitijo Soernitro, policy of non enforcement dilskukan dalam situasi: (1} apabila
tukum tidak akrab dengan realitas sosial, tidek dekat dengan rusa keadilan masyarakat, bahasa
hukumnya sulit dimengerti oleh rakyat kebanyakan kerena yang mengerti jumishnya terbatas dari
golongan penguasa sehingga dianggap sebagai suatu kesombongan kekuasaan (arrogance of power),
dan (2) apabila peraturan pelaksanaan merupaken susesuatu yang mutlak harus ada produk hukum,
schingga secara operasional produk hukum itu tidek depat dilaksanakan sebagai akibat tidak adanya
peraturan pelaksanaan. Selanjutnya lihat dalam Ronny Hanitifo Soemitro, Perspektif Sosial dalam
Pemaharmen Masalah-Masaiah Hulim, Agung Press, Semarang, 1989, hal. 49-50.

“Barda Nawawi Arfef, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, hal. 4.




20

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu, maka digunakan atau
tidaknya sarana penal harus disepadankan dengan kebutuhan untuk
melindungi kepentingan sosial dan tujuan pembangunan secara umum.
Oleh karenanya Sudarte berpendapat, bahwa dalam menggunakan
hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional,
vaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material
spiritual

Di samping itu, dalam penggunaan sarana hukum pidana
harus memperhatikan dan mempertimbangkan macam faktor. Dalam hal
ini, Sudarto antara lain mengingatkan bahwa penggunaan hukum pidana
harus: (1} memperhitungkan prinsip biaya dan hasil {(cost and benefit
priniciple); serta (2) memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya
kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada
kelampauan tugas (overbelasting).”

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal terhadap
pelanggaran dan kejahatan pasar modal, sesungguhnya dapat dilihat
sebagai upaya represif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Biasanya tindakan represif itu digunakan sebagai pemberantasan setelah

#Berkaitan dengan itu, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan
dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan
E’Ibengayomm masyarakat. Sudarto, Hukum dari Fukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal, 44.

id. : .
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kejahatan terjadi, dan berbeda dengan upaya preventif yang dilakukan
sebelum kejahatan terjadi.®

Dilihat dari sudut pasar modal sendiri, likuiditas pasar modai
tidak saja ditentukan oleh teknologi yang digunakan, melainkan lebih
banyak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat (investor}
terhadap pasar modal. Dengan kata lain, meskipun likuiditas pasar
modal telah memenuhi syarat teknis tetapi apabila investor tidak dapat
mengambil keputusan investasi berdasarkan fandasan legalitas yang
memadai, maka akan muncul likuiditas yang semu.

Mencermati kondisi pasar modal yang demikian itu, maka

landasan legalitas menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan sifat

aktivitas pasar modat yang memiliki unsur spekulatif dan rawan terhadap —

tindakan manipulasi, penipuan dan perbuatan curang lainnya, yang
dapaf merugikan masyarakat.

Dalam hal ini, fungsionalisasi hukum pidana sebagai bagian
dari kebijakan hukum pidana, menempati kedudukan dan peranan
strategis dalam menunjang aktivitas di Pasar Modal. Hal ini juga

mengandung arti bahwa perlindungan terhadap aktivitas para pelaku

®penurut Sudarto, tindakan represif sebenamya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam
pengertian lues, Demikian pula dengan tindakan kuratif, yang pada halckstnys jugs rmerupsken
upaye preventif dalam arti seluas-luasoya, ialub- dalan ussha penanggulangan kejshatan.
Menurutnya, tindakan kuratif ini merupakan gegi lain dari tindaksn represif dan lebih dititikberatkan
terhadap orang yang melakukan kejahaten. Selanjutnya baca dalem Sudarto, Kapita Selekta Hukumn

Pidana, Alurrni, Bandung, 1986, Cetukan Kedua, hal, 118-121.
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pasar modal maupun kegiatan pembangunan ekonomi pada umumnya,
banyak ditentukan oleh efektivitas fungsionalisasi hukum pidana.

Dalam perkembangan global, persoalan fungsionalisasi hukum
(pidana) sebagai bagian penting dalam kegiatan pembangunan, seakan
telah menjadi kesepakatan internasional. Melalui kongres-kongres
Perserikatan Bangsa-Bangsa ~{PBB), diakui dan ditegaskan bahwa
kejahatan ekonomi (termasuk kejahatan pasar modal) mempunyai
pengaruh dan dampak yang berbahaya terhadap program-program
pembangunan nasicnal, Oleh karena ifu, upaya penanggulangan dengan
menggunakan sarana hukum {pidana) harus terus dikembangkan, antara
lain dengan jalan melakukan review terhadap kebijakan hukum pidana
yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi.”

Meskipun demikian, fungsionalisasi hukum pidana terhadap
pelanggaran dan kejahatan pasar madal harus tetap dilakukan secara
selektif dan limitatif. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan sarana penal
tidak menimbulkan kontra-produktif dan efek terbalik, seperti:
overcriminalization, victinogen, kriminogen maupun kelampauan tugas

(orerbelasting) dari badan-badan penegak hukum ({pidana).

F'Meskipun diakui bahwa kejahatan ekonomi seringkali tidak dapat dijangkau oleh hukum (offersces
and offeriders beyond the reach of the lew), namun upays-upaya untuk memperbaiki dan
memperbsharui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidena hendaknya terus diupayakan. Selanjutnya
lihat dalam Grading Principles dalem “Seventh UN Congress on The Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders™, Report, 1985, hal. 8.
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F. Metode Penelitian
1. Ruang Lingkup
Mengingat objek penelitian ini adalah penggunaan sarana
penal terhadap pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal sebagai
bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pendekatan yang digunakan
tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
{policy orfented approach). Dalam hal ini, permasalahan pokok yang
akan diteliti menyangkut:
o Kebijakan formulasi tentang ketentuan hukum pidana di bidang pasar
modal;
o Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi tindak pidana pasar
modal; serta

o Orientasi kehijakan penal yang sesuai dengan kebutuhan praktis.

2. Metode Pendekatan

Bertolak dari dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal
vaitu: (1) apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan (2) sanksi
apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar,
maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normatif. Dengan pendekatan tersebut maka akan
diteliti mengenai jenis-jenis perbuatan yang dijadikan sebagai tindak

pidana pasar modal dan sanksi (pidana) yang dikenakan kepada pelaku
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tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pasar modal. Untuk
melengkapi penelitian ini, maka akan ditunjang pula dengan pendekatan

yuridis-empiris, pendekatan historis dan pendekatan yuridis-komparatif.

3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi data
primer dan data skunder. Meskipun lebih dititikberatkan pada
data skunder,”® namun digunakan pula data primer sebagai

penunjang.

b. Sumber data
Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber skunder.
Berkaitan dengan data skunder, sumber primer yang digunakan
terutama berasal dari peraturan-perundangan pasar modal.
Sedangkan  sumber data skunder yang menjadi rujukan
menyangkut dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep
rancangan undang-undang pasar modal, pendapat para pakar,

hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

®Data skunder dapet digolongkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Behan hukum primer, yaitu
bahan-behan hukum yang mengikat, (2) Bahan hukum skunder, yang memberiken penjelasan
mengenal bahan hukum primer; dan (3) Bshan hukum tertier, yakni behan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahen hikum primer dan skunder, Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, Sushu Tinjauan Singk at,Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 14-15,
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Untuk melengkapi penelitian ini, maka digunakan pula data primer
yang diperoleh dari penelitian empiris di Bursa Efek Jakarta (BEJ)
dan Bapepam. Sarana utama yang digunakan untuk mendapatkan
data primer ini, adalah dengan melakukan serangkaian

wawancara.””

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat pusat perhatian penelitian ini pada data skunder,
maka langkah pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengadakan telaah pustaka dan studi dokumen. Bahan kepustakaan
dan dokumen yang diteiiti beikaitan dengan permasalahan, baik dalam
kaitannya dengan kegiatan di Pasar Modal maupun aktivitas bisnis pada
umumnya, serta yang berkaitan dengan penggunaan sarana penal
terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di Pasar Modal.

Di samping itu, dilakukan pula studi lapangan melalui serang-
kaian wawancara™ di Bapepam dan Kejaksaan Agung. Wawancara di-
lakukan setelah melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih
kongkrit, yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu untuk selanjutnya

dijabarkan dalam bentuk wawancara awal sebagai penjajagan.

® plasannya digunakan teknik ini, karena peneliti tidak menyembunyikan identitas sesungguhnya
dan berusaha untuk mengembangkan rapport yang bakk dengan para responden. Lihat J.
Vredenberg, Metode dan Teknik Penelitian Masyaraket, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 79.

¥pada prinsinya, metode wawancara sama halnya dengan metode angket. Dalem wawancara, alat
pengumpul datanya disebut pedoman wawancara dan pertanyaan yang diajukan secars lisan

Sanaflah Faissh, Format-Format Penelitien Sosial, Dasar-Dasar dan__Aplikasi, Ra_}aGmﬁndo
Persada, Jakarta, 1995, Cetakan Ketiga, hal. 52.
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Pada tahap ini, kegiatan peneliti ditujukan untuk mempercleh
data sebanyak-banyaknya mengenai sumber maupun bahan informasi,*
yang refevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan
selanjutnya adalah melakukan pengumpulan pendapat melalui
wawancara terhadap praktisi hukum, khususnya mengenai penanganan

terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di Pasar Modal.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan secara kualitatif*
dengan penguraian secara deskriptif dan preskiptif. Hal ini bertolak dari
maksud penelitian yang tidak hanya uniuk menggambarkan data an
sich, tetapi juga berusaha mengungkapkan realitas mengenai
fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana pasar modal.

Sebagai suatu analisis, maka ada 3 (tiga} alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dapat diartikan

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

A Sumber-sumber informasi itu adalah: (1) dokumen atau catatan resmi dari instansi; (2) daftar hasil
sensus; (3) keterangan pejabat dan pimpinen masyarakat setempat. Lihat dalarn Ronny Hanitijo
Soemitro, Mgtodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakaria, 1994, Cetakan
Kelima, hal. 45.

¥\ fenurut Miles & Huberman, dalam analisis kualitatif maka data yang muncul bukan merupakan
rangkaian angke-angka, tetapi berwujud kafa-kata. Data itu mungkin teleh dikumpulkan datam aneka
macem cara, seperii observasi, wawencars, intisari dokumen maupun pita rekaman, seaia bissuya
diproses melalui berbagai kegiatan, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingen, etaupun alih tulis.
Matthew B. Miles & A, Michael Hubermsn, Qualitative Data Anelvsis, Terjemahan Tjetjep
Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1992, Cetakan Pertamna, hal. 15-16. -
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pengabstrakan, dan transformasi data “*kasar” yang muncul dari catatan-
catatan fertulis di fapangan.

Agar data yang didapatkan di lapangan dapat dibaca dengan
baik, maka hasil reduksi data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk,
seperti: bagan maupun dalam bentuk teks naratif. Dari rangkaian
kegiatan seperti itu, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang juga
sekaligus diverifikasi, baik se-la-.zma penelitian berlangsung maupun
setelah penelitian itu dilaksanakan.

Analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskiptif ini,
merupakan suatu kegiatan analisa yang bertumpu dari analisis yuridis-
normatif dan selanjutnya secara sistematis dihubungkan dengan data
empiris. > Untuk lebih memperdalam pengkajian terhadap permasalahan
pokok, maka dilengkapi pula dengan analisis historis dan komparatif.

Penggunaan analisis yuridis normatif ditujukan untuk mengkaji
berbagai peraturan perundanggan di bidang Pasar Modal, sehingga
diharapkan dapat diketahui kebijakan hukum pidana yang diformulasikan
dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya melalui analisa yuridis-
empiris, diharapkan dapat mengungkap realitas fungsionalisasi hukum

pidana terhadap berbagai tindak pidana di Pasar Modal.

FMetode kualitatif berkait secara khas dengan induksi analitik, yang merurut Brsnnen kebanyakan
dari penelitian kualitatif bersifat sangat deskriptif. Selah satu ciri dari induksi analitik int adalah
induks{ yang ditarik tidak ditarik atas dasar perhitungan, seabagaimana induksi enumeratif dalam
penelitien kuantitatif. Mengenai perbedaan antera induksi enelitik dengen induksi enumeretif, dapat
dibaca dalem Julia Brammen, Mixing Methods: Qualitative and Queantitatif Research, Alih Bahasa
Nukteh Arfawie dkk,, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cetakan Kedus, hal 12- 16.
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Sementara itu analisis historis digunakan untuk mengetahui
latar belakang, alasan-alasan, dan tujuan fungsionalisasi hukum pidana.
Upaya ke arah itu akan menjadi jelas melalui analisis komparatif, yaitu
dengan jalan melakukan peninjauan dan membandingkan dengan

peraturan perundang-undangan pasar modal di negara lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi ke dalam 4
(empat) bab, dimana pada Bab Kedua yang merupakan Tinjauan
Pustaka akan divraikan mengenai: Penoartian Pasar Modal, Sejarah
dan Perkembangan Pasar Modal, Institusi Pasar Modal, Tindak Pidana
Pasar Modal, sérta Penanggulangan Pelanggaran dan Kejahatan melaiui
Sarana Penal.

Sebagai bagian inti dari tesis ini, maka dalam Bab Ketiga
merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai: Kebijakan
Formulasi tentang Ketentuan Pidana di Bidang Pasar Modal, Kebijakan
Aplikasi dari Sarana Penal dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Reorientasi
dan Reformulasi Ketentuan Pidana Sistem Ancaman Pidana Terhadap
Tindak Pidana Pasar Modal. Sedangkan bagian terakhir dari tesis ini
adalah Bab Keempat, yang merupakan Bab Penutup berisi Kesimpulan

dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu instrumen yang seringkafi
digunakan sebagai alternatif untuk menghimpun dana dari masyarakat,
baik untuk pembiayaan pembangunan pada umumnya maupun
pengembangan bidang usaha tertentu. Sebagai bagian dari pengerahan
dana masyarakat, kegiatan pasar modal tumbuh dan berkembang
setelah kegiatan di bidang usaha menunjukkan tingkat kematangan.

. Pada dasarnya pasar modal sama halnya dengan jenis pasar
lainnya, yaitu merupakan tempat bertemunya antara penjual dengan
pembeli. Satu hal yang membedakannya dengan jenis pasar lain, yaitu
dalam hal komeditas yang diperdagangkan.®

Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha dan pemba-
ngunan, maka sumber dana yang diperoleh melalui perorangan maupun
lembaga perbankan dirasakan sudah tidak memadai lagi. Dorongan
untuk mencari dana dari masyarakat melalui pasar modal merupakan

salah satu pitihan, agar kegiatan usaha dan roda pembangunan dapat

MK omoditas yang diperdagangkan di Pasar Modal menyengkut surat berharga, yang meliputi sahern,
obligasi, sekuritas kredit, sekuritas penyertaan, kiaim waran dan option, Termasuk juga di dalamnyea
adalah suret-surat berharge yang diterbitkan oleh pemerintah pusat (freeswry bills) eteu daersh
(nmunicpal bonds). Sawidii Widoatmodjo, Cera Sehat Investasi di Pasar Modal: Pengetahuan Dasar,
PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996, Cetaken Kedua, hal. 41. ‘
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berjalan lebih optimal. Sebagai bagian penting dalam pencapaian target
pembangunan yang telah ditetapkan, maka kebijaksanaan untuk mem-
buat efisiensi pasar modal menjadi faktor yang harus diperfimbangkan.

Dalam banyak hal, pasar modal seringkali dikatakan sebagai
pasar abstrak. Ini dikarenakan yang diperjual-belikan di Pasar Modal
adalah dana-dana jangka panjang, yéitu dana yang keterikatannya
dalam investasi lebih dari setahun. Di samping itu, yang bertemu di
Pasar Modal adalah para pialang, yang menjadi perantara antara
penabting dengan peﬁgusaha atau investor yang membutuhkan modal.
Hal lain yang menyebabkannya sebagai pasar abstrak, karena informasi
tentang saham perusahaan yang akan dibeli hanya dapat diketahui dari
prospektus perusahaan.®

Berbeda halnya dengan pasar uang,*® seringkali pada pasar
modal dikaitkan dengan sumber dana jangka panjang. Hal ini
dikarenakan, dana yang diperoleh suatu perusahaan dari pasar uang
biasanya digunakan sebagai sumber dana jangka pendek. Sedangkan
melalui pasar modal, suatu perusahaan dapat mengadakan emisi surat
berharga {saham atau obligasi} unfuk memenuhi kebutuhan dana yang

dihadapi secara jangka panjang.

* pmwar Nasutfon, Tinjauan Fkonomi atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem
Keuangan Indonesia, PAU-Ekonomi-U1 dan PT. Gramedia Jakarta, 1990, hal. 103.

*Pasar uang adalah suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya
berkualitas tinggi dijual-belikan. Dahlan Stama, M&na;emen Lembg_@ Keuangan, Intermedla,
Jakarta, 1995, hal. 400. ,
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Dalam prakteknya, pasar modal tidak hanya berfungsi untuk
menghimpun dana dari masyarakat melainkan juga dapat dijadikan
arena investasi bagi para pemilik modal. Oleh karenanya, terdapat dua
bagian yang terkait erat dengan lembaga pasar modal, yaitu:¥

(1} Pasar perdana (primary markef}, dimana perusahaan
menawarkan surat berharga untuk pertama kalinya kepada
masyarakat.

(2) Pasar kedua (secondary markef), dimana surat berharga
yang telah ditawarkan itu dapat diperjual-belikan di antara
para penanam modal.

Mengenai pengertian pasar modal {capfta/ market) itu sendiri,
dalam perkembangannya seringkali disamakan dengan pengertian bursa
efek. Hal tersebut antara lain, dapat dilihat dari berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal.

Di dalam UU No. 8/1995, pengertian antara Bursa Efek dengan
Pasar Modat dipisahkan dan dibedakan, yaitu pada Pasal 1 angka 4 dan
Pasal 1 angka 13 UU No. 8/1995. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU
No. 8/1995:

Bursa efek adalah prihak yang menyelenggarakan dan menvediakan
sistern gan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan
3 beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek df

antara mereka.

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Ul No. 8/1995 menyebutkan:

Pasar modal adalahh kegiatann yang bersangkutan dengan
penawaran umurm dan perdagangan efek, perusahaan publik yang

37Smnnntoro, Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pagar Modal, Ghaha Indonesia, Jakarta, 1988,
Cetakan Pertama, hal. 27.
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berkaftan dengan efek yang diterbitkannya, serfa -/embaga darn
profesi yang berkaitan dengan efek.

Demikian pula halnya dengan Keppres No. 52/1976 tentang
Pasar Modal, memisahkan antara pengertian pasar modal dengan bursa
efek. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Keppres No. 52/1976 mendefinisikan
pasar modal, "adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-
Undang No. 15/1952 (Lembaran Negara 1952 No. 67)". Sedangkan Pasai
1 angka 2 Keppres No. 52/1976, disebutkan bahwa “bursa adalah
gedung atau ruangan yang ditefapkan sebagai kantor dan tempat
kegiatan perdagangan efek”.

Sementara itu menurut Pasal 1 Keppres No. 60/1988, “pasar
modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan
penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek,
sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 19527,
Dalam hal ini, Pasal 1 Undang-Undang No. 15/1952 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat tentang Bursa {LN 1951 No. 79) sebagai
undang-undang, menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan bursa
dalam undang-undang ini ialah bursa-bursa perdagangan di Indonesia,
yang didirikan oleh perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua

pelelangan efek-efek”. ®

*Pasal 1 angka 5 UU No. 8/1995 menyebutkan bahwa efek adalsh surat berharga, yaitu surat

pengekuan hitang, suret berharga komersiel, seham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyetonm
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setaap derivetif atas efek. o
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Selanjutnya di dalam Keppres No. 53/1990 tentang Pasar
Modal, tidak memberikan batasan pengertian tentang pasar modal
melainkan hanya memberikan definisi tentang bursa. Di dalam Pasal 1
angka 2 Keppres No. 53/1990 menyebutkan bahwa:

bursa efek adalah ftempat perfemuan fermasuk suatu sistem
elektronik tanpa tempat perfemuan yang diorganisasikan dan
digunskan wrfuk meneyelengaarakan perlemuan penswaren jual
beli atati perdagangan efek”,

Batasan pengertian tersebut dimuat kembali dalam Keputusan Menteri
Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal.

Sementara itu, Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam
*Stock and Bond Issues and Capital Market in Less Developed Countries”
memberikan batasén pasar modal dalam tiga pengertian, yaitu:®

Arti lnas:

“Pasar Modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir,
termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang
keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang
tidak langsung”.

Arti menengah:

Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-
lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya
berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman
berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka®.

Arti sempit:

"Pasar modal adalah tempat pasar uang terorganisir yang
memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa
makelar dan underwriter”.

® Abdulbasith Anwar, “Pasar Modal”, artikel borus pada Mana]emen dan Usshawan Inones:a,
Nomor 9 Tahun XIX, September 1990, hal. 12,



35

Dari batasan tersebut, nampak bahwa pasar uang termasuk ke dalam
pasar modal dalam arti sempit.

Di Indonesia, dikenal adanya institusi yang berkedudukan
sebagai penyelenggara dan penyedia sarana jual beli efek, yang
biasanya disebut Bursa Efek. Nama sebuah bursa efek biasanya diambil
dari nama negara atau kota_yang menjadi tempat institusi itu berada,
seperti Bursa Efek Jakarta (EEJ}, Bursa Efek Surabaya (BES), New York
Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1995 memberikan batasan
mengenai bursa efek, yaitu:

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain
dengan tujuan memperdagangkan efek df antara mereka.

Dari berbegai ketentuan perundang-undangan tersebut,
nampak bahwa terminologi pasar modal mempunyai pemahaman yang
sama dengan terminologi bursa efek. Hanya saja, pasar modal diartikan
sebagai tempat (sarana) yang mempertemukan penawaran atau
penjuaian dana janga panjang, sedangkan bursa efek merupakan
institusi yang menjadi tempat (sarana} dan mediator penawaran atau
penjualan dana jangka panjang dilaksanakan. Dengan demikian, bursa

efek merupakan suatu terminologi formal yang menggambarkan tentang



36

suatu wahana, baik fisik maupun elektronk, yang memperdagangkan

efek, baik saham, obligasi maupun derivatifnya.”

B. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal

Adanya pemahaman yang sama antara pasar modal dengan
bursa efek,* terkait dengan sejarah kelahiran bursa dan berbagai
aktivitas serta institusinya. Istilah bursa berasal dari kata brugge
(Belgia), vaitu rumah keluarga Pafricia van den Buerse yang pada abad
XV dijadikan sebagai tempat transaksi para pedagang wesel dan valuta
asing dari Italia. Pada saat itu, bursa efek disebut juga sebagai pasar-
modal karena di bursa ini pula perusahaan-perusahaan vang telah go-
public menjual efeknya, bagi pengembangan usahanya.

Untuk febih memahami mengenai institusi pasar modal, maka
dalam tesis ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai sejarah pasar
modal. Dalam hal ini, akan ditinjau sejarah pasar modal secara umum di
dunia, dan kemudian secara khusus mengenai sejarah pasar modal di

Indonesia.

“Produk derivatif adalah instrumen yang merupakan turunan dari saham atau obligasi, seperti
warant. Lihat Indra Safitrl, Transparangi Independensi dan Pengawagan Kejahatan Pagar Modal, Go
Global Book, Jakarta, 1998, hal. 176.

“'Datemn pengertian leksikal, bursa efek (stock exchenge) mempunyai dus arti, yaitu: (1) sebuzh
tempat di m.ma.pembeli dan penjual bedkumpul, untuk memperdagangkan efek-efek; dan (2} sebush
organisasi yang menyediakan tempat di mana anggota-anggotanya memperjualbelikan efek-efek.
Juga dinamakan seaurdy excharge, Lihet Winardl, Kamrms Ekonormi (lnggns—lndon_gg;g} Mandar
Maju, Bandung, 1992, Cetakan Keduabelas, hal, 453,
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1. Sejarah Hukum Pasar Modal di Dunia

Keberadaan institusi pasar modal di sebuah negara,
senantiasa menuntut akan tersedianya perangkat hukum yang
memadai sebagai pedoman bagi terselenggaranya aktivitas pasar.
Tuntutan seperti itu, menjadi suatu kecenderungan yang hampir
terjadi pada setiap pembentukan dan perkembangan pasér modal di
berbagai belahan dunia. Hal itu menunjukkan bahwa tinjauan
mengenai sejarah dan perkembangan pasar medal, tidak terlepas
dari pembicaraan mengenai perangkat hukum yang mengaturnya.

Kecenderungan itu terlihat dalam sejarah pasar modal di
Inggris misalhya, dimana para pialang saham diharuskan mempunyai
jjin sebelum memulai aktivitashya. {atentuan yang berasal dari Raja
Edward I (1285) itu, memberikan otorisasi pada 7he Couwrf of
Aldermen untuk mengeluarkan ijin kepada para pialang saham di
kota London.

Di London sendiri, kegiatan jual beli efek sudah berlangsung
sejak tahun 1773. Sedangkan gedung bursanya baru didirikan pada
tahun 1802, yang terdiri dari 550 angota dan 100 klerk. Pendirian
gedung bursa tersebut, secara tidak langsung teiah mendorong
bermunculannya bursa lokal di Inggris, yang pada abad -ke-19

tercatat sekitar 30 bursa lokal.
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Kemudian pada tahun 1890, mereka membentuk Counci of
Associates Stock Exchanges, dan pada tahun 1967 di-regroup
menjadi 6 bursa regional. Pada tahun 1973 dibentuk 7he Sfock
Fxchange of Great Britain and Ireland dengan bursa di London,
'Birmingham, Manchester, Livervool, Glasgow dan Dublin.

Bursa di London (London Stock Exchange-LSE) ini, telah
mempunyai 2.054 perusahaan go-public dengan market capitalization
771.206 juta dollar AS, atau lebih besar dari Gross Domestic Product
(GDP}-nya. Sampai Maret 1997, jumiah emitennya tercatat sebanyak
2,972 {dua diantaranya dari Indonesia, yaitu PT Timah dan PT
Telkom), dengan kapitalisasi pasar sekitar 1.732.414,4 dollar AS.
Sedangkan total dana yahg dikelola LSE tersebut, sekitar 18% dari
Jepang, 3% dari Asia Pasifik, 34% dari Eropa, dan sisanya dari
Amerka Utara.

Dalam sejarah pasar modal Inggris tercatat pula bahwa, sejak
abad ke-17 telah diberlakukan undang-undang yang mengatur
praktek-praktek droker dan stock jobbers. Melalui undang-undang
yang dikeluarkan pada tahun 1697, antara lain mengatur tentang:
larangan bagi wnficensed trading, mewajibkan adanya pencatatan
(recording) bagi setiap transaksi, dan melarang penarikan komisi

dalam jual beli saham melebihi 1,5%.
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Kemudian pada tahun 1825 diundangkan Bubble Act”
sebagai suatu sarana untuk melindungi masyarakat dari praktek-
praktek manipulasi vang dilakukan oleh berbagai perusahaan.
Selanjutnya tercatat berbagai peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, yang diantaranya:
1Y The Company Act (1844}, yang pertama kaii memperkenaiian

persyaratan prospekius dalam bentuk modern, dan keharusan
disclosure melalui registrasi suatu prospektus. 7he Company Act
(1844) ini diperbaiki dengan The Comparies Act pada tahun 1867
dan 1990.

2} Directors Liability Act (1890), yang antara lain mempunyai tujuan
untuk mengkodifikasi ketentuan tentang penipuan {decesf} versi
common law, yang sedang beriaku saat itu.

3} The Prevention of Fraud {Investment) Act Tahun 1939, yang
mengatur aspek-aspek pasar modal. Pada tahun 1958 undang-
undang ini diganti, yang antara lain memuat registrasi terhadap
Securities Dealer.

Sementara itu sejarah pasar modal di Amerika telah tercatat
sejak tahun 1700, yaitu dengan adanya kegiatan jual beli saham.

Kegiatan tersebut dilakukan secara informal, berlokasi di tepi jalan

“2Diundangkannya Bubble Act dilatarbelakangi oleh adanya gejala bubble maniz, yaitu suatu
keadaan atau upaya yang sengaja dilakukan untuk mernbesar-besarkan perusshsan melebihi dari
kenyataan sebenernya, sehingga harga ssham dapat naik secara cepat. Lihat Munir Fuady, Pasar
Modal Modern (Tinjauen Hukum), Citra Aditya Bakti, Bendung, 1996, Cetakan Pertama, hal. 14-15.
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yang mempunyai dinding tinggi, sehingga dikenal dengan nama Wa//

Street,

Kemudian pada tahun 1792, secara resmi dibentuk lembaga
bursa di New York oleh 24 pialang, yang selanjutnya menjadi cikal
bakal New York Stock Exchange (NYSE). Asosiasi pialang tersebut
atas prakarsanya sendiri, pada tahun 1817 menyiapkan pembentukan
New York Stock and Fxchange Board, dan bertahan kurang lebih
selama satu abad. Namun karena terjadinya crash pada tahun 1929,
maka badan ini menjadi Securities And Exchange Commision (SEC)
yang berada di bawah pemerintah, dan bertanggungjawab atas
regulasi secara menyeluruh terhadap bursa di Amerika.

Selain NYSE, terdapat pula beberapa bursa efek lainnya yang
ada di Amerika, seperti:

1} American Stock Echange (Amex), yang secara resmi didirikan
tahun 1953. Cikal bakal Amex ini, dimulai tahun 1921 ketika
tergabung beberapa perusahaan sekuritas yang tidak bisa masuk
NYSE.

2) National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Systern (NASDAQ}, yang merupakan bursa ketiga di dunia setelah
Tokyo NYSE, dalam hal omzet perputran nilai saham.

3) National Stock Exchange (NSE), yang didirikan pada tahun 1962

khusus untuk perusahaan skala kecil.
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4) Midwest Stock Exchange {MSE), yang merupakan merger dari
Chicago Stock Fxchange (1882) dan bursa di St. Louis, Cleveland,
Minneapolis, St. Paul dan New Orleans.

Bursa lain vang ada di AS, terdapat di Boston (Bosfon Stock

Fxchange-BSE), Cincinati {(Cincinati  Stock Fxchange-CSE), San

Fransisco (Pasific Stock Exchange-PSE), Iniremountain dan Spokane,

serta Philadelpia Stock Fxchange.

Sejarah pengaturan mengenai pasar modal di Amerika Serikat

(AS) yvang pertama t:rcatat di negara bagian Kansas, melalui

Undang-Undang Tahun 1911, Undang-undang ini dapat dikatakan

sebagai perintis terhadap pengaturan mengenai Licencing System,

yang antara lain mensyaratkan adanya registrasi terhadap securities
dan securities salesmarn. Adapun pelanggaran terhadap kewajiban
registrasi tersebut, dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal,*
Dalam perkembangan selanjutnya, di AS tercatat beberapa
undang-undang nasional mengenai kegiatan di Pasar Modal, seperti:
1) Securities Act (1933}, yang antara lain berisi larangan terhadap

setiap misrepreserntass, penipuan, atau setiap bentuk dan praktek

yang tidak layak lainnya dalam penjualan sekuritas.

“3ejak sast ity mulai populer istilah blue sky lew (undang-undang langit biru), yaitu sustu istileh
terhadsp Undang-Undang Pasar Modal yang dikeiuarkan oleh negara bagian AS, dengan tujuan
untuk melindungi investor dari ssham-ssham perusshean yang tidek benar. Lihat Munir Fusdy,
bid, hal. 16 L



2)

3)

4)

5)

6)
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Securities Exchange Act (1934), yang antara fain mengenai
sanksi-sanksi terhadap si pelanggar (sanksi perdata, pidana dan
sanksi administratif), larangan mengenai msider frading,
pengawasan pasar (market surveidlance) dan sebagainya. Di
dalam SEA 1934 ini, diatur juga mengenai Securifies Fxchange
Commissionn (SEC) yaitu suatu badan nasional yang mengurus
pasar modal, dan kemudian dibentuk oleh Kongres Federal AS
pada tanggal 2 Juli 1934.
Public Utiity Holding Act (1935), yang mengatur mengenai
holding company terhadap perusahaan yang bergerak di bidang
public utility, seperti perusahaan gas dan listrik.
Trust Indenture Act (1934}, antara lain mengatur perlindungan
hak dan kepentingan pihak pembeli dari suatu hutang berupa
bonids, debentirz, notes, dan hal lain yang uiiawarkan kepada
publik.
Investment Company Act (1940), berisi tentang perifindungan
terhadap hak dan kepentingan investor dari tindakan perusahaan
investasi, seperti: larangan ftransaksi dengan orang dalam,
mengubah nafure bisnisnya tanpa persefujuan pemegang saham,
dan disclosure terhadap kondisi finansial invesément company.
Investment Advisor Act (1940}, yang antara lain berisi larangan

serta sanksi pidana dan administrasi terhadap para broker dan



dealer yang melakukan #ing of falkse report fraudulent

misconduct, atau perubahan deceptive atau manjpulative lainnya.

Meskipun di Eropa sudah ada perdagangan efek sejak awal
abad XVI, namun secara historis tercatat bahwa cikal bakal bursa
paling awal yang dikenal manusia adalah Bursa Amsterdam. Hal ini
dikarenakan perdagangan efek yang bertempat di Dam Square
(1611), sudah melembaga dalam suatu institusi bursa. Adapun
saham yang dijual untuk pertama kalinya di Bursa Amsterdam,
adalah saham-saham VGC.

Sedangkan sejarah bursa di Jepang, sebagai salah satu negara
Asia yang mempuyai bursa terbesar, pertama kali dibuka pada tahun
1878. Tokyo Stock Exchange sendiri, baru resmi berdiri tahun 1949,

Negara Asia lainnya yang mempunyai bursa terkenal yaitu
Hongkong, yang sudah dikenal sejak tahun 1860. Akan tetapi secara
melembaga, Hongkong Fxchange (HSE) baru lahir pada tahun 1914

atau lebih muda dua tahun dari bursa Jakarta.



2. Sejarah Hukum Pasar Modal Indonesia
Pada hakekatnya, pembentukan pasar modal didasarkan pada
perkembangan ekonomi suatu negara, yang membutuhkan adanya
suatu wahana tempat penarikan dana masyarakat. Dalam hal ini,
pasar modal berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan
pembangunan maupun aktivitas ekonomi lainnya. °
Mengenai sejarah pasar modal di Indonesia, sampai saat ini
belum ada keseragaman pendapat mengenai periodesasinya. Ini
dikarenakan oleh perbedaan tinjauan, vang dijadikan dasar dalam
menentukan pembagian kurun waktu sejarah pasar modal.
Dalam menentukan periodesasi sejarah pasar modal,
setidaknya didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:*
(1) Aspek kegiatan pasar modal;
{2) Aspek poiensi ekonomisnya;
(3} Aspek proses penerbitan peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya; dan
(4) Aspek politiknya.

Mengingat tinjauannya pada perspekiif sejarah hukum, maka

pembahasan sejarah pasar modal dalam tulisan ini didasarkan pada

“Dilihat dari aspek yang mencerminkan kegiatannya, maka periodesasi pasar modal dapat dibagi
dalam: (1) saat pra-pembentukan bursa sampai sast pendirian bursa (1912); (2) saat pengembangan
dari 1926 sampai pereng dunia kedua; (3) saat menghidupkan kembali serta membenahi pasar modal
pada 1951 sampai 1957; (4) saat pasar modal menjadi lumpuh karena keadaan politik yang tidak
menunjang pada 1958 sampai 1966; (5) saat mempersiapkan pembentukan pasar modal yang baru

' (1966); dan {(6) saat pembaharuan pasar modal mulai 1976 sampai sekareng. Sedangkan dilihat dari

aspek politiknya, maka sejarsh pasar modal dibagi sesuai periodesasi kekuasaan, yaitu: (1) sebelum
kemerdekaan; (2) Orde Lama (1945-1966), dan (3) Orde Baru (1966-sekarang). Baca Sumantoro,
Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jelarta, 1990, hal, 30-42.
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aspek proses penerbitan peraturan perundang-undangan yang

mengaturnya.

a. Periode Bursa Tahun 1912

Apabila dilihat dari sejarahnya, maka tahap ini tidak lepas pula
dari keterlibatan pemerintah Belanda dalam kegiatan ekonomi atau
usaha milik Belanda. Dalam usaha mengembangkan perekenomian
tersebut, sejak awal abad ke-19 pemerintah kolonial membangun
secara besar-besaran perkebunan di Indonesia.

Untuk mendorong perekonomian dan menjaring dana yang
besar, terutama bagi pembangunan di bidang perkebunan, maka
pada tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Verreniging
Voor de Effectenhandel di Batavia. Sementara itu, dalam hal kegiatan
jual beli efek sendiri telah berfangsung sejak 1880.

Dengan dibentuknya bursa efek di Indonesia, maka sejak
tanggal 14 Desember 1912 beroperasilah Bursa Efek pertama di
Indonesia, yaitu Bursa Efek Batavia.® Di tingkat Asia, Bursa Batavia
tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay (1830),

Hongkong {1871) dan Tokyo {(1878).

“*pada awalnya terdapat 13 anggota yang merupakan mekelar, yaity: Fa Duntop & Kolf; Fa.
Gijselman & Steup; Fa. Monod & Co;, Fa Andree Witansi & Co, Fa AW, Deeleman; Fa. H Jul
Joostensz, Fa, Jeannete Walen; Fa. Wickert & Geerlings; Fa, Walbrink & Co; Wieckert & v.d.
Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa Cruyff, dan Fa. Gebroederg Dull, Lihat dalam Umaran Ma.nsyur,
Teknik Perdagangan Efek di Indonesia, Aksara Kencans, Jakarta, 1987, hal. 32. .
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Pada saat itu, sekuritas yang diperjualbelikan masik sangat
terbatas, yang meliputi:

(a) saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan
perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia;*

(b} obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, baik
pemerintah propinsi maupun kotapraja;

(c) sertifikat saham dan efek-efek perusahaan di negeri Belanda,
serta sertifikat perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor
administrasi di Negeri Belanda.

Mengingat kuatnya kedudukan pemerintah pada saat itu, baik
secara politis maupun ekonomis didukung oleh perusahaan-
perusahaan Belanda, maka perkembangan bursa mulai dirasakan.
Hal ini ditandai oleh suaftu kondisi bahwa mekanisme pasar tidak
hanya menjadi tempat peminta dan penawar modal bertemu, tetapi
sekaligus juga menjadi badan yang mengatur sendiri mekanisme
kerjanya (se/ regulating boara) bagi para pelaku pasar modal itu.

Pada saat itu telah pula terbentuik lembaga investasi
{institutiond! investor) secara terbatas di Indonesia maupun sebagai
cabang dari yang ada di negeri Belanda, sehingga aksesnya ke bursa

cukup menunjang baik di Indonesia maupun di Belanda. Efek untuk

“Menurut Marmuki Usman, bahwa pendirian bursa efek di Batavia adaleh dalam rangka memupuk
sumber pembiayaan bagi perkebunan milik Belanda, yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia.
Selanjutnya dapat dilihat delern Marzuki Usmsn dkk, ABC Pasar Modal Indonesia, Kerjasama
antara Lembages Perkembangan Perbankan Indonesia dengan ISEI Cabang Jakarta, 1990, hal. 3.
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perusahaan Belanda di Indonesia juga diperdagangkéﬁ di Belanda,
sedang masyarakat maupun lembaga investasi seperti perusahaan
asuransi jiwa di Indonesia juga membeli efek di negeri Belanda.
Tidak heran kalau harga efek di Indonesia dan di Nederland, saling
berpengaruh atau dipengaruhi oleh bursa di dua negara tersebut.

Aspek hukum pasar modal yang menjadi fokus pada tahun itu:
{(a) hukum dapat memberi sarana berlangsungnya bursa;

{b)lembaga yang mengatur sendiri {se/f regulating board) di antara
para pelaku dalam bursa itu, serta

{c) terkaitnya operasional bursa di Indonesia dan di Negeri Belanda,

Semenfara itu aspek kelembagaan yang terjun sebagai investor

dalam masyarakat, juga tampak dominasi lembaga investasi sepe‘rti

perusahaan asuransi jiwa dan sebagainya.

Perkembangan bursa di Batavia, telah mendorong pemerintah
untuk membuka bursa efek di tempat lainnya. Oleh karenanya pada
tanggal 11 Januari 1925 dibuka bursa efek di Surabaya, yang
anggotanya terdiri dari: Fa. Dunlon & Koif; Fa. Gijselman & Steup;
Fa. V. Van Velsen; Fa. Beaukkerk & Cop; P.0. Loonen; dan N. Koster,

Sementara itu pada tanggal 1 Agustus 1925, pemerintah
Hindia Belanda kembali membuka bursa efek di Semarang. Adapun

anggota bursa efek di Semarang hanya terdiri dari 5 (lima)
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perusahaan, vaitu: Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijselman & Steup; Fa.
Monod & Co; Fa. Companien & Co; dan P.H. Soeters & Co.

Pada waktu itu, perkembangan Pasar Modal di Hindia Befanda
telah  menunjukkan  peningkatan  aktivitas yang  cukup
mengembirakan. Tercatat emisi efeknya telah mencapai nilai sekitar
NIF 14 milyar,” vang berasal dari 250 macam efek, termasuk di
dalamnya saham dan obligasi luar negeri.

Perkembangan perdagangan efek di Batavia, Surabaya dan
Semarang, telah menimbulkan keinginan di kalangan perbankan
Belanda untuk turut serta menjadi makelar. Oleh karena itu, pada
tahun 1928 terdapat sedikitnya 3 (tiga) buah bank Belanda yang
mulai bergabung menjadi anggeta bursa. Adapun ketiga buah bank
tersebut, yaitu: N.H.M. (Factory); Escompto; dan N.H.B,

Namun sebagai akibat adanya gejelak yang terjadi dalam
berbagai bidang, maka aktivitas bursapun tidak dapat bertahan
sebagaimana mestinya. Sebagai akibat resesi ekonomi dunia {1929),
Perang Dunia II Tahun (1939), penjajahan Jepang, dan Perang

Kemerdekaan sampai tahun 1950, menjadikan keadaan bursa di

*"Nilai sekitar NIF 1,4 milyar tersebut jika diindeks dengen harga beras yang disubsidi pade tehun

1982, nilainya adalah + Rp. 7 trilyun. Selanjutrya lihat dalam Sejarsh Paser Modal dan ng_ggam,
bitp:ffwww.bapepam go.id/profil/sejarah/index htm. hal. 1,
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Indonesia tidak lagi dapat berfungsi. Sementara itu, Bursa Efek
Batavia sendiri secara resmi ditutup pada tanggal 10 Mei 1940.%
Dengan ditutupnya kegiatan efek secara keseluruhan, maka
dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa seluruh efek-efek
harus disimpan dalam bank, yang difunjuk oleh Pemerintah Hindia
Belanda. Penutupan ketiga bursa tersebut, sangat mengganggu
likuiditas efek dan menyulitkan para pemilik efek. Akibatnya,
terjadilah penutupan kantor-kantor dan pemutusan hubungan kerja
terhadap karyawan yang berkaiatan dengan kegiatan bursa, serta
banyak perusahaan yang tidak mau menanamkan modalhya di
Indonesia. Ini semua menandakan berakhirnya aktivitas pasar modal,

pada jaman penjajahan Belanda.

b. Periode Bursa 1952

Setahun setelah penyerahan kembali kedaulatan kepada
Republik Indonesia (1950), perdagangan sekuritas mulai giat
kembali. Akan tetapi aktivitas tersebut berlangsung tanpa terkontrol,

bahkan tanpa melalui suatu bursa efek sama sekali.

“Ditutupnya Bursa Efek Batavia, antara lain dikarenakan memuncaknya kekuasaan Hitler yang telah
membawa dampak besar bagi saham Belanda yang dimiliki musuh, khususnya crang Jerman. Unbuk
menanggulangi berpindahnya sahem tersebut ke tangan musuh, maka pada tanggal 17 Mei 1940 oleh
Pemerintah Belenda dikefuarkan aturan yang menentukan bahwa semua efek harus disimpan dalam
bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Hindiz Belanda. Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go
Public_dsn Hukum Pasar Modal di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cetakan
Pertama, hal. 135.




50

Keadaan tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untukl
meninjau kembali Bursa, dalam arti menyelamatkan Bursa. Praktek-
praktek perdagangan efek yang tidak benar mulai ditertibkan.
Kemudian pada tahun 1950 pemerintah Indonesia menerbitkan
obligasi, yang secara tidak langsung fefah mendorong aktifnya
kembali Bursa Efek di Indonesia.

Untuk maksud itu, maka pendekatan hukum yang dilakukan
cleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang
Darurat Nomor 13 Tahun 1951. Pada tanggal 1 September 1952,
undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1952, yang mengatur tentang Bursa Efek.
ifat Undarg-Unda';:g Darurat adalah untuk menanggulangi
keadaan yang sifatnya darurat, yang apabila tidak ditanggulangi akan
menimbulkan gangguan bagi keadaan sosial politik negara, Dengan
demikian, maka aspek hukum pengaturan bursa efek pada waktu itu
dirasakan sebagai sesuatu yang gawat.

Pada waktu itu, faktor-faktor gawat yang dapat diidentifikasi
diantaranya adalah:

(a) perdagangan efek telah berlangsung liar dan tidak melalui

bursa yang resmi, karena memang tidak ada institusi bursa

efek;
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(b} terdapat kekhawatiran akan merajalelanya manipulasi dalam

! perdagangar_) efek di Indonesia;

(c) suasana sc;siai politik pada waktu itu menuntut perlunya
peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai akibat dan
ekses kejadian penyerahan kedaulatan dari Pemerintah
Hindia Befanda kepada Pemerintah Indonesia; dan

{d} peraulihan hubungon  antara kedua  pemerintzhan,
diantaranya menuntut perfunya pembenahan efek-efek
perusahaan Belanda di Indonesia sesegera mungkin.

Dengan demikian, pembentukan bursa efek di sini terfokus
kepada penyelamatan keadaan darurat bursa yang telah ada
sebelumnya. Hal ity tampak apabila mengkaji pasal-pasal dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, diantaranya nampak dari
beberapa ketentuan tentang: |
(1} Kewenangan Menteri Keuangan untuk mengadakan peraturan-

peraturan dan kuasa untuk mengambil tindakan yang dipandang

perlu guna kepentingan umum dan kepentingan perdagangan
efek; dan

(2) Badan Penasehat Soal-Soal Bursa, yang pada dasarnya
merupakan self regulating board/Bursa,

Selanjutnya ada pula ketentuan pasal mengenai ancaman hukuman,

bagi pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut.
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Untuk mengakomodir berlakunya undang-undang itu, maka
diﬁyatakan berlaku surut sampai lebih dari satu tashun sebelumnya.
Pada waktu itu, pelaksanaan bursa dilakukan oleh Perserikatan
Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), yang beranggotakan 3 (tiga)
bank negara dan beberapa makelar efek lainnya, serta Bank
Indonesia selaku penasehat.

Tidak banyak efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta,
vang dibuka kembali pada tanggal 31 Juni 1952 itu, setelah terhenti
lebih kurang selama 12 (duabelas) tahun. Adapun yang
diperdagangkan di bursa hanyalah Obligasi Pemerintah Republik
Indonesia Tahun 1950, Obligasi Pemerintah Hindia Belanda, serta
Obligasi dan Efek dari perusahaan yang umumnya merupakan
perusahaan Belanda. Meskipun Bank Industri Niaga 3 (tiga) tahun
secara berturut-turut (1954, 1955 dan 1956) mengeluarkan pinjaman
obligasi, namun kebanyakan para pembeli obligasi adalah investor
Balanda, baik secara perorangan maupun badan hukum. Semua
anggota diperbolehkan melakukan transaksi arbitrase dengan luar
negeri, terutama dengan Amsterdam.

Datam perkembangan sejarah di Indonesia, ternyata usaha
penyelamatan bursa tahun 1952 tersebut menjadi lumpuh pada
tahun 1958. Hal itu disebabkan oleh keadaan politik yang tidak

kondusif, terutama dengan timbulnya konflic politik antara



53

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda (soal Irian Jaya),
serta penerbitan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan Befanda di Indonesia.

Pada tahun 1960 dikeluarkan instruksi dari Badan Nasionalisasi
Perusahaan Belanda {BANAS), yang melarang Bursa Efek Indonesia
untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang
beroperasi di Indonesia. Larangan itu, termasuk terhadap semua efek
yang bernominasi mata uang Belanda.

Pada waktu itu tingkat inflasi cukup tinggi, sehingga makin
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan
pasar uang. Demikian pula terhadap mata uang rupiah, yang
mencapai puncaknya pada tahun 1966. Akibatnya, nilai nominal dan
obligasi menjadi rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor.
Terlehih lagi dengan pembangunan ekonomi yang tidak mendukung,
menambah semakin terpuruknya bursa efek di Indonesia.

Keadaan ini ternyata berlangsung agak lama, yaitu sampai
dapat direhabilitir kembali pada tahun 1976. Namun perlu dicatat
bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah beberapa kali
menerbitkan obligasi, yaitu obligasi RI 1953/obligasi BIN untuk
membiayai pembangunan. Sedangkan emisi saham perusahaan pada
umumnya belum tampak, sehingga belum dapat dikatakan bahwa

Pasar Modal telah memasyarakat.



¢. Periode Pasar Modal 1976

Setelah Bursa tahun 1952 mandeg, nampaknya pada kurun
waktu 1958 sampai 1970-an masyarakat pada umumnya tidak
merasakan adanya kebutuhan akan pasar modal. Beberapa orang
investor yang memiliki obligasi pemerintah RI/BIN, maupun saham
perusahaan Belanda tampak apatis akan nilai efek yang dimilikinya.

Demikian pula ketika memasuki era pemerintahan Orde Baru,
masalah bursa masih belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan.
Meskipun pemerintah telah mencanangkan Repelita I (1969/1970—
1973/1974), telah ada kegiatan usaha nasional {PMDN/BRO 1934},
usaha asing {PMA dan Konsesi modal Asing), serta usaha mitik
Pemerintah, namun masyarakat. masih belum tergerak untuk
berpartisipasi dalam pemilikan saham dengan = 2'alui Pasar Modal.

Untuk itu telah diambil berbagai langkah oleh Pemerintah
Orba, sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan terhadap
nilai mata uang rupiah. Bersamaan dengan itu, pemerintah
mengadakan persiapan khusus untuk membentuk pasar modal,
dalam rangka pengerahan dana masyarakat. Upaya pemerintah itu
dimulai, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 3uli 1968 tentang
Pembentukan Tim Persiapan Pasar Uang dan Pasar Modal. Hasil

penelitian tim menyatakan, bahwa sebenarnya benih pasar madal di
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Indenesia sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952. Akan tetapi
karena sistem politik yang tidak mendukung dan masyarakat masih
awam terhadap pasar modal, maka pertumbuhan bursa efek sejak
tahun 1958 sampai dengan 1976 mengalami kemunduran.

Akan tetapi setelah keadaan kegiatan usaha mulai
berkembang serta pembangunan ekonomi mulai digalakan secara
serius, maka mulai dirasakan adanya kebutuhan terhadap alternatif
sumber dana melalui pasar modal. Kebutuhan itu semakin dirasakan,
terutama menyangkut tunfutan masyarakat akan adanya pemilikan
perusahaan dan pembatasan-pembatasan kegiatan usaha asing.

Tuntutan akan pembatasan itu, terutama terhadap dominasi
PMA Jepang yang ditandai 'dengan adanya berbagai aksi demonstrasi
anti modal asing/Jepang, sehingga meletus Peristiwa Malari {15
Januari 1974). Atas dasar itu, kemudian pemerintah menerbitkan
kebijaksanaan yang dikenal sebagai Program Indonesianisasi,*

Mengingat akan kebutuhan akan sumber pembiayaan yang
besar, maka bursa efekpun mulai digalakan lagi. Momentumnya
ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Menkeu No. Kep-
25/MK/IV/1/1972 tanggal 13 Januari 1972 tentang pembubaran Tim

Persiapan Pasar Uang dan Pasar Modal. Sebagai tindak lanjutnya,

“ Adapun inti dari program Indonesianisasi yang dikeluarkan pemerintah tersebut menyangkut 4
{empat) hal, yaitu: (1) PMA harus berbentuk usaha patungan; (2) Mayoritas peserta nagional 51 %;
(3) Tenaga kerja Indonesia harus divtarmakan; dan (4} Kredit investasi hanyas d1perg.makan bagi
golongan priburni,
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adalah dikeluarkannya Keppres Nomor 52 Tahun 1976 tentang

Pembentukan Badan Pembhina Pasar Modal (Bapepam}, serin Keporeas

Nomuor 25 Tahun 1976 tentang Pembentukan Danareksa. Keppres

yang dikeluarkan pemerintah ini cukup komprehensif, karena

mencakup:*®

(8) Ketentuan teknis daripada tata cara emisi, penyelenggaraan
bursa dan monitoring perusahaan yang menjual sahamnya
dalam pasar modal;

{b) Organisasi Bapepam;,

(c) Pemerataan pemilikan saham termasuk pembentukan Persero
(Danareksa); dan

(d) Keringanan pajak untuk mendorong pasar modal.

Di dalam Keppres Nomor 52/1976, disebutkan mengenai tugas

Bapepam, yang meliputi:

(a) Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang
akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sehat serta
baik.

(b} Menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien.

{c) Terus-menerus mengkuti perkembangan  perusahaan-

perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar

modal.

P Sumantoro, Op. Cit., hal. 42,
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Berdasarkan Keppres No. 52/1976 tersebut, maka pada tanggal 10
Agustus 1977 pasar modal diaktifkan kembali, yang ditandai dengan
go-public-nya beberapa perusahaan.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan beberapa Keputusan
Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk mengatur
operasionalisasi pasar modal secara rinci. Berbagai peraturan itu,
antara lain:

{1) SK Menkeu No. 1670/1976 tentang Penyelenggaraan Bursa;

(2) SK Menkeu No. 1672/1976 tentang Tatacara Menawarkan Efek
kepada Masyarakat melalui Bursa;

{3) SK. Menkeu No. 1673/1976 tentang Peraturan Perdagangan
Efek di Bursa; dan

{4) SK Menkeu No. 1674/1976 tentang Perantara Perdagangan

Efek.

Meskipun demikian, pada kurun wakitu antara tahun 1976
sampai dengan 1987, pasar modal tetap saja mengalami kelesuan.
Penyebabnya antara lain: prosedur emisi saham dan obligasi yang
terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham, dan lain
sebagainya.

Untuk mengatasi masalah itu, maka mulai tahun 1987

pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi yang berkaitan
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dengan Perkembangan Pasar Modal. Adapun paket deregulasi

tersebut, terdiri dari:

a)

b)

Paket Desember 1987 {Pakdes 1987), vang antara lain berisi
tentang: (1) penyederhanaan persyaratan proses emisi saham
dan obligasi; (2) dihapuskannya biaya yang sebelumnya
dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek;
(3) memberikan kesempatan bagi pemodal asing untuk
membeli efek maksimal 49% dari_ total emisi; dan {(4)
menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek , serta
meperkenalkan bursa paralel.

Paket Oktober 1988 (Pakto 1988), yang berisikan tentang
ketentuan Zegal, Lending, Linit (Batas Makmsimum Pemberian
Kredit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Meskipun
Pakto 1988 ini ditujukan pada sektor perbankan, namun
mempunyai dampak positif terhadap perkembangan pasar
modal, karena berarti pemerintah memberikan periakuan yang
sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal.

Paket Desember 1988 {Pakdes 1988), yang pada dasarnya

memberikan dorongan lebih jauh pada pasar modal, dengan

membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa.

Ketiga kebijaksaan ekonomi inilah, yang mendorong pasar modal

menjadi aktif kembali.
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S Da‘r i uraian sejarahi perkembangan pasar modal di Indonesia, =

maka setidaknya ada 2 (dua) hal yang dapat dicermati. Pertama,

bahwa dilihat dari aspek hukum mengenai pasar modal, maka ada

perbedaan yang mendasar antara Bursa 1952 dengan Pasar Modai

1976 yaitu:

(1) pembentukan Bursa tahun 1952 dibentuk melalui undang-
undang, sedangkan Pasar Modal 1976 dibentuk dengan
Keppres;

(2) pelaksana Bursa 1952 dilakukan oleh swasta {PPUE), sementara
Pasar Modal 1976 dilaksanakan oleh pemerintah (Bapepam).
Perkembangan terakhir, sebagai pelaksana Pasar Modal diserahkan
kepada pihak swasta, yaitu PT. BE] {Jakarta) dan PT. BES
{Surabaya}, sedangkan Bapepam hanya sebagai badan pengawas
saja. Ini menunjukkan, bahwa pada dasarnya bursa efek senantiasa

dikelola oleh pihak swasta.

Kedua, dalam perspektif sejarah hukum. Dalam hal ini, maka
eksistensi, maksud dan tujuan, serta perkembangan bursa/pasar
modal sangat tergantung dari aspek politis dan ekanomi suatu
bangsa, serta konteks sosial yang melingkupinya. Artinya, meskipun
pada dasmya.bursa efek dikelola oleh pihak swasta, namun misi dan
perkembangannya sangat bergantung dari ‘pofitical will’ pemerintah

yang berkuasa.
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C. Institusi di Pasar Modal

Pada dasarnya institusi di pasar modal terdiri dari dua bagian,
yaitu pemerintah di satu pihak dan di lain pihak adalah pengguna
fasilitas pasar modal itu se;ldiri. Pemerintah biasanya berperan sebagai
pihak yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pasar )
modal, sedangkan swasta adalah pihak yang akan mengguﬁékan fasilitas
pasar modal. Adapun sebagai pengguna pasar modal, diantaranya:

1) Perusahaan sebagai penawar efek kepada masyarakat;

2) Masyarakat pemodal (investor) sebagai pembeli efek;

3) Pelaksana bursa efek yang berperan dalam mempertemukan pembeli
dan penjual; serta

4) Pihak penunjang, seperti: lembaga penjamin, lembaga perwaliaﬁ,
lembaga keuangan bukan bank sebagai perantara, dan penunjang
pelengkap seperti: konsultan hukum, akuntan publik, jasa penilai dan
sebagainya.

Mengingat perbedaan fﬁngsi dan peran dari masing-masing pihak, maka

dalam tesis ini akan diuraikan institusi yang terkait dengan pasar modal

ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Pemerintah
Dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya sebagai

pengatur dan pengawas aktivitas di Pasar Modal, maka pemerintah
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mengeluarkan Keputusan Presiden {Keppres) Nomor 52 Tahun 1976
tentang Pasar Modal. Salah satu pertimbagan dikeluarkannya
Keppres No. 52/1976 adaiah perlu dibentuknya suatu badan yang
mengendalikan dan melaksanakan pasar modal, sehingga baik

kegiatan maupun tujuannya dapat efisien dan efektif.

Di dalam Keppres Na. 52/1976 tersebut, nampak bahwa peran

dan fungsi pemerintah bersifat mendua {(ambiguitas), yaitu sebagai
pembina sekaligus sebagai pelaksana pasar modal. Dengan demikian
Keppres ini bukan saja menunjukkan akan campur tangan
pemerintah yang demikian besar, tetapi juga memperlihatkan peran
ganda sebagai pemain sekaligus sebagai wasit di Pasar Modal.

Peran ganda dari pemerintah di Pasar Modal nampak- jelas,
mengingat Keppras No. 52/1976 mengatur masing-masing peran #u
di dajam bau tersendiri. Peran sebagai pembina diatur dalam Bab II
mengenai Badan Pembina Pasar Modal {Badan Pembina), sedangkan
peran sebagai pelaksana diatur dalam B8ab III tentang Badan

Pelaksana Pasar Modal (Bapepam).

a. Badan Pembina Pasar Modal, yang mempunyai tugas untuk:
memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan
dalam melaksanakan wewenangnya di bidang Pasar Modal; dan

memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri
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Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).™
Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Badan Pembina
Pasar Modal diketuai Menteri Keuangan yang merangkap sebagai
anggota. Sementara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/
Wakil Ketua Bapenas, menjabat sebagai wakil ketua merangkap
sebagai anggota. Selanjuinya sebagai anggota Badan Pembina terdiri
dari: Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet, Gubernur Bank

Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), merupakan badan
yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menkeu. Adapun tugas Bapepam, yaitu: (1) mengadakan penilaian
terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya
melalui Pasar Modal; (2} menyelenggafakan Bursa Pasar Modal yang
efektif dan efisien; dan, (3} terus menerus mengikuti perkembangan
perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui
Pasar Modal.

Mencermati hal tersebut, nampak Bapepam mempunyai tugas

ganda pula yaitu: sebagai penilai sekaligus sebagai penyelenggara.

*Wewenang Badan Pembina terhadep BUMN itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keppres
No. 52/1976, yaitu dengan didirikannya Perusshasn Perseroan yang bertugas melakukan pembelian
ssham-sahamn melalui Pasar Modal vntuk Kemudian dijual kepads masysrskat dalam benfuk
pecahan-pecahan saham. Selanjutnya lihat ketentuan Bab IV Keppres Mo, 52/1976.
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Tugas ganda tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Keppres
52/1976, yang menyatakan bahwa Badan Pelaksana Pasar Modal®
dibentuk untuk melakukan pengendalian dan melaksanakan Pasar

Modal sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah.

2. Pengguna Fasilitas Pasar Modal
Sedikitnya ada 4 (empat) kelompok yang menggunakan
fasiiitas pasar modal, vaitu: {a} perusahaan sebagai penawar e.fek
kepada masyarakat; {b) masyarakat pemodal (investor) sebagai
pembeli efek; (c) pelaksana bursa efek yang berperanan dalam
mempertemukan pembeli dan penawar; serta {d) pihak penunjang.

Adapun institusi pengguna fasilitas pasar modal, di antaranya:

a. Investor di Bursa, merupakan pelaku utama yang dapat
mempengaruhi perkembangan suatu pasar modal. Sebab tanpa
adanya investor, tidak akan ada aktivitas transaksi jual beli di
bursa yang dengan sendirinya tidak akan ada pula institusi pasar
modal.

Investor yang ada di bursa dapat merupakan individu (orang-
perorangan), namun dapat pula berbentuk lembaga/institusi.

Investor vyang berbentuk lembaga, biasanya merupakan institusi

Meskipun dinamaken sebagai badan pelaksana, namun ketentuan Pasal 8 Keppres No. 52/1976
juga memberiken wewenang kepada Bapepam untuk melakuken pengendalian di Pasar Modal,
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yang kegiatan usahanya meliputi: dana pensiun, asuransi, reksa

dana, dan sebagainya.

. Emiten, nﬁérupakan pihak penerbit yang mengeluarkan saham
atau obligasi untuk dijual kepada masyarakat. Di dalam Pasal 1
angka 6 UU No. 8/1995, emiten diartikan sebagai “pihak yang
melakukan penawaran umum®, Pengertian pihak di sini, dapat
berarti orang-perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi
atau kelompok yéng terorganisasi (vide Pasal 1 angka 23 UU Ne.
8/1995).

Namun yang dapat berperan menjadi emiten, tidaklah semua
pihak sebagaimana pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1
angka 23 UU No. 8/1995, melainkan hanya pihak yang berbadan
hukum saja yang dapat berperan sebagai emiten. Penjelasan
tersebut nampak dari ketentuan yang termuat dalam Keputusan
Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990, yang dalam Pasal 1 butir 13-
nya disebutkan: “emftenn iakh badan hukum yang melakukan
emisi atau bermaksud atau telsh melakukarr emis/’. Ketentuan ini
sejalan dengan kenyataan yang terjadi, di mana yang dapat
berparan sebagai emiten merupakan badan hukum privat dan

badan hukum pubilik.
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Pelaksana Bursa, yaitu pihak yang mengelola bursa sehingga
kegiatan jual beli efek dapat terselenggara.

Dari sejarah pasar modal sebagaimana diuraikan pada
point A dalaim tesis ini, nampak bahwa pasar modal senantiasa
dikelola oleh pihak swasta. Hal itu teriihat pada bursa yang untuk
pertama kalinya didirikan pada tahun 1912 di Batavia, Surabaya
dan Semarang yang merupakan cabang dari bursa di Amsterdam,
sepenuhnya dikelola oleh Verreniging voor den Fffectenhandel,
Demikian pula, setelah ditutup pada tahun 1941 dan dibuka
kembali pada tahun 1952, pengelolaan bursa juga berada di
tangan swasta yaitu Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek
(PPUE).

Akan tetapi ketika bursa dibuka kembali pada tahun
1977, tampaknya pihak swasta belum siap untuk mengelofa Pasar
Modal Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui Depkeu
membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal untuk mengelofa Bursa
Efek Indonesia (BEI}.

Dalam perkembangannya selama 10 tahun, BEI belum
menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Oleh karena
itu, pemerintah pada tahun 1985 berupaya mendirikan bursa efek
swasta dan meminta PPUE untuk mensponsorinya. Sebagai

langkah awal, pada tahun 1987 pemerintah mendirikan Bursa
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Paralel Indonesia (BPI), yang merupakan bursa efek swasta bagi
perusahaan kecil dan menengah serta perusahaan baru yang rugi,
yang diperkirakan mempunyai prospek pada masa depan.

BPI vang berdiri pada akhir 1988 itu, mengemban misi
untuk menjadikan pasar modal sebagai sarana mobilisassi dana
pembangunan, serta pemerataan pendapatan mefalui kepemifikan
saham. Dalam hal ini, BPI merupakan jembatan (batu loncatan)
bagi perusahaan yang sudah layak menawarkan sahamnya
kepada masyarakat, tetapi belum memenuhi persyaratan sebagai
peserta di bursa reguler. Di samping itu, perusahaan besar yang
sudah terdaftar di bursa regulerpun dapat mencatatkan sahamnya
di BPI, dengan maksud agar kepemilikan sahamnya di masyarakat
lebih menyebar.

Sebagai upaya swastanisasi bursa efek, maka pada
tanggal 16 Juni 1989 didirikan Bursa Efek Surabaya (BES),
dengan maksud dapat memberikan andil bagi desentralisasi di
bidang ekonomi sekaligus penyebaran hasil pembangunan.
Sebagaimana bursa pada umumnya, maka tugas dan fungsi BES
adalah menyelenggarakan dan menyedizkan sistem dan atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak

lain, dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
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Bertolak dari perkembangan swastanisasi bursa efek di
Surabaya, maka pada bulan Desember 1989 ditunjuk Menteri
Keuangan Nasrudin Sumintapura, sebagai ketua Tim Koordinasi
Persiapan swastanisasi bursa efek di Jakarta.>® Adapun tugas tim
tersebut, antara lain melakukan studi banding mengenai bursa di
berbagai negara.

Kemudian pada bulan April 1990, Menkeu 1.B. Sumarlin
mengeluarkan SK No. 478/KMK.013/1990, yang antara lain berisi
tentang pembentukan komite persiapan pendirian PT. Bursa Efek
Jakarta. Komite yang terdiri dari tujuh orang dan dibantu Price
Waterhouse Siddik sebagai konsuitan ahli, telah berhasil
menyusun proposal pendirian PT BE] sekaligus PT Lembaga
Kliring, Penyelesaian dan Penyimpanan Efek Indonesia.

Sebagai tindak lanjutnya, maka pada bulan Desember
1990 pemerintah mengeluarkan SK Presiden No. 53/1990 dan SK
Menkeu No. 1548/1990, yvang isinya antara lain untuk mencipta-
kan pasar modal yang efisien, terbuka, tertib dan sehat guna
melindungi kepentingan investor. Kedia SK tersebut juga berisi
tentang pemisahan fungsi ganda Bapepam, dari fungsi pelaksana

(penyelenggara) sekaligus pembina (wasit} menjadi pembina/

Fpenunjukan Ketua Tim Koordinasi Persiapan tersebut, seteleh diadakan pertemuen di Gedung
Danareksa Jakarta (November 1989) antara 100 orang direksi perusahaan dengan Ketua Bapepam
Marmuki Usman. Perternuan yang membahas persiapan pendirian bursa swasta di Jekarta itu,
berakhir tanpa menghasilkan kata sepakat dan ditunda sampai batas wakiu yang tidak ditentukan.
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pengawas saja. Setelah melalui persiapan yang panjang, akhirnya
BE] diswastakan melalui SK Menkeu No. 323/KMK.010/1992.
Setelah ituy, pada tanggal 3 Januari 1992 Menkeu
mengeluarkan surat No. $-2A/MK.010/1992, mengenai ijin dan
persetujuan calon direksi dan komisaris PT BEJ. Setelah PT BEJ
melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama, pada
tanggal 18 Maret 1992 dikeluarkan SK Menkeu No.
323/KMK.010/1992 tentang ijin usaha PT BEJ. Sebulan kemudian,
yaitu pada tanggal 16 April 1992, melalui akta notaris Titi
Poerbaningsih, Bapepam secara resmi menyerahkan pengelolaan
BE] kepada PT BEJ. Dan peresmian swasfanisasi BE], dizkukan

pada tanggal 13 Juli 1992 oleh Menkeu J.B. Sumarlin.

. Institusi Penunjang, yang terdiri dari:

1) Lembaga Penjamin Emisi {{nderwriter), yang mempunyai

tugas pokok untuk menjamin terjual habisnya emisi
saham/obligasi dalam pasar modal perdana. Fungsi underwriter
ini berkaitan dengan aspek finansial, distribusi dan aspek
manajemen.

Adapun pelaksanaan fungsi penjamin tersebut
disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta pengalaman yang

ada, terutama menyangkut tanggungjawabnya untuk membeli
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saham-saham dalam penjualan kepada masyarakat.>* Mengingat

besarnya jumlah jaminan emisi, maka underwriter dapat terdir

dari beberapa perusahaan dan salah satu diantaranya ditunjuk
sebagai pimpinan {/ead underwriter).

Sebagai institusi penjamin, maka  wrderwiter
menyelenggarakan:

{a) Bantuan berupa nasehat kepada emiten mengenai: jenis
efek yang sebaiknya dikeluarkan, penentuan harga yang
wajar untuk emisi, cara dan jangka waktu penempatan efek
(pendistribusian}, kebijakan umum perusahaan.

(b} Bantuan dalam melaksanakan pengajuan pernyataan
pendaftaran emisi efek, antara lain mengenai: pengisian
dokumen pernyataan pendaftaran efek, menyusun
prospektus dan turut menandatangani  prospektus,
merencanakan  (mendesign)  specimen efek, serta
mendampingi emiten selama proses pemeriksaan dan diskusi
dengan pihak Bapepam dan badan-badan pemerintah
lainnya sampai dikeluarkannya ijin menawarkan efek di

Bursa.

M Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, maka penjamin emisi merupakan pihak yang membuat
kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau
tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Lihet dalem Bapeparn, Informasi Pasar
Modal, Depkeu RT, Jakarta, 1996, hal. 13, _
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(¢) Mengorganisir penyelenggaraan emisi, seperti merancang
sistem secara menyeluruh mengenai pendistribusian efek
dan mempersiapkan perjanjian yang memuat segala hak dan
kewajiban masing-masing pihak serta sanksi-sanksi atas
kelalaian yang terjadi.

{d} Memberikan bantuan kepada emiten setelah
penyelenggaraan emisi, mengenai hubungan emiten dengan
Bapepain dan dengan para pemegang saham, serta teknik

pembagian deviden dan teknil akuntansi jika diminta.

2) Konsuitan_hukum, yaitu ahli hukum yang membantu emiten

y'ang akan melakukan emisi saham atau obligasi. Menurut
penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf a UU No. 8/1995, “konsuftan
hukum adalah abli hukurm yang memberikan pendapat hukum
kepadsa pthak lain dan terdaftar di Bapepam’”.

Dalam hal ini konsultan diperlukan sebagai pefaksanaan
dari asas keterbukaan, yang berfungsi meneliti dan melakukan
pemeriksaan (due diligence)™ terhadap aspek-aspek hukum

emiten. Di samping itu, konsultan hukum juga diharapkan dapat

% Due diligence atau sering diartikan sebagai penelitian mendalam, merupakan kewajiban mutiak
bagi pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan yang
berhubungan dengan sekuritas perusahaen dan merupaken standar untuk penyelidikan dan penelitian
yang merupakan bagian dari proses persispan penawaran umum. Uraian mengenai due diligence
dapat dibaca Asril Sitompul, Due Diligence dan Tanggungjawab I.embaga-T embaga Penunjeng
pada Proses Penawaran Umum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Cetakan Pertama, hal. 25.
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memberikan pendapat hukum {/ega/ opinion) sebagai salah satu
dasar yang akan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan

penilaian atas saham atau obligasi yang ditawarkan emiten.

3) Akuntan Publik, yaitu pihak yang memiliki kewenangan
memeriksa laporan keuangan emiten, guna memberikan
pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh
emiten.>® Di samping itu, akuntan publik juga senantiasa menjadi
narasumber atas kebenaran laporan keuangan emiten dalam

periode akhir tahun pembukuan.

D. Tindak Pidana Pasar Modal

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas pelanggaran dan kejahatan vyang
terdapat dalam KUHP, yaitu: (2} buku I yang memuat delik-delik yang
disebut kejahatan; dan {b) buku III yang memuat delik-delik yang
disebut pelanggaran. Meskipun demikian, di dalam KUHP sendiri tidak
dijelaskan mengenai kriteria yang membedakan kedua jenis delik

tersebut.

*Dalam hal ini akuntan publik tidak saja memeriksa secara umum atas laporan keuangan emiten,
melainkan juga memberikan pendapat apakah posisi keuangan {neraca) dan hasil ussha (perhitungan
laba-rugi) serta perubashan posisi keuangan perusahaan telsh disajikan secara wajar dan benar
ataukah penyajian tersebut hanya untuk menarik masyarakat. Selanjutnya baca dalam A. Setjadi,
Obligasi dalam Perspektif Hukvm Indonesia, PT. Citra Aditya Bekti, Bendung, 1995, Cetakan
Pertama, hal. 53. :



Di datam kepustakaan hukum pidana, terdapat dua pendapat
'mengenai kriteria untuk membedakan antara kejahatan dan
pelanggaran. Pertama, bahwa antara kedua jenis delik tersebut ada
perbedaan yang bersifat kualitatif, sehingga didapat dua jenis delik
vaitu: rechisdelicten dan wetsdeficten. Kedua, bahwa yang
membedakan kedua jenis delik tersebut berdasarkan ukuran kuantitatif,
sehingga umumnya pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut pendapat pertama ini, redhtsdelicten diartikan
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.
Delik-delik semacam ini seperti halnya pembunuhan dan pencurian,
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan
keadilan, sehingga disebut sebagai kejahatan (mala per se).

Sedangkan yang disebut wefsdefict adalah perbuatan yang
oleh umum baru dapat disadari sebagai suatu tindak pidana, karena
undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada undang-
undang yang mengancamnya dengan pidana, maka perbuatan semacam
itu disebut pelanggaran (ma/z guia prohibia).

Pendapat pertama yang membedakan antara kejahatan

dengan pelanggaran secara kualitatif,”” dalam perkembangannya tidak

STPerbedaan secara kualitatif tersebut masih tetap dipertshankan oleh Duynstee, yang didasarkan atas
pandangan bahwa tiap-tiap masyarakat manusia terdapat hukurn kodrat. Di samping itu, ada hukum
yang norma-norrnanya selalu berganti menurut keadsan dan hanya berlaku karena kekuasaan negara

yang menegakkarmya. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakaria, 1987, hal. 72.
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lagi dapat diterima mengingat ada kejahatan yang baru disadari sebagai
delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, yang sebelumnya
dianggap tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Demikian pula
sebaliknya, ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan
bertentangan dengan rasa keadilan, tetapi tidak difermuiasikan dalam
undang-undang pidana.

Oleh karena itu, perbedaan secara kualitatif dianggap tidak
memuaskan dan tidak dapat dipertabankan lagi, sehingga muncuiah
pendapat kedua yang membedakan kedua jenis delik tersebut
berdasarkan ukuran kuantitatif. Pendapat ini hanya meletakan kriterium
pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, yaitu pelanggaran itu
lebih ringan daripada kejahatan.” Hal ini dipertegas oleh K. Wamtik
Saleh, yang menyatakan bahwa:>°

a. Apa yang termasuk dalam kelompok kejahatan adalah merupakan
perbuatan-perbuatan yang “berat” dan diberi ancaman hukuman
yang tingi sedangkan vyang termasuk dalam kelompok
pelanggaran merupakan perbuatan vyang ‘ringan” dengan
ancaman hukuman yang rendah;

b. Macam perbuatan dalam kejahatan jauh lebih banyak jumiahnya
daripada apa yang termasuk dalam kelompak pelanggaran.

*Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 56-57.

Pendapat Sudarto tersebut didasarkan pada pandangan aliran kriminologi klasik, yang memandang
kejahatan dan penjahat dari sudut hukum. Artinya bahwa, kejehatan adalah perbuatan yang dilarang
oleh undang-undang pidana, sedangkan penjshat adalah orang yeng melakuken kejahatan. Lihat
dalam L.8. Susanto, Dikiat Kriminologi, Fakultas Hukum Undip, 1991, Semarang, hal. 13.

K. Wanijtik Saleh, Tindak Pidana Xoruosi dan Susp, Ghalia Indones:a, Jekarta, Cetaken Keluna,
1983, hal. 20,
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Seperti yang telah disebutkan di atas, KUHP tidak menentukan
ukuran atas pembagian antara kejahatan dan pelanggaran. Penjelasan
itu dapat dilihat di dalam Memorie van Toelitchting”

Kadang-kadang suatu perbuatan diancam dengan pidana yang sudah
bersifat melawan hukum sebelum pembuat undang-undang
mengungkapkan tentang hal itu dan yang kita anggap sebagai tidak
adil  walaupun  pembuat undang-undang  tidek  pernah
mengungkapkannya. Dalam hal ini terdapat suatu “kejahatan”.
Dalam hal lain ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum

karena undang-undang, yang kita anggap sebagai tidak adil
berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini terdapat pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan MyT tersebut, maka menurut van Hamel dan
Simons, pembagian kejahatan dan pelanggaran itu telah mendapat
pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut “delik hgkum”
{rechtsdelict) dan “delik undang-undang” ( wetsdelict).

Nampaknya pembagian antara kejahatan dan pelanggaran
menurut sistem KUHP, didasarkan pada perbedaan kualitatif. Kejahatan
pada umumnya diancam dengan pidana penjara, sedangkan pidana
kurungan untuk pelanggaran. Meskipun ada juga kejahatan yang
diancam dengan pidana kurungan atau denda, tanpa dialternatifkan
dengan pidana penjara.

Kejahatan yang hanya diancam dengan pidana kurungan saja
{perumusan tunggal) terdapat dalam pasal 334 ayat (2} dan ayat (3)

KUHP, yang masing-masing diancam pidana kurungan maksimal 9 bulan

“H.J. Smid dalam Barda Nawawi Arief, Kebjjakan egislatif datam Penangeulangan Kejahatan
dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 116, -
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dan 1 tahun. Sedangkan kejahatan vang hanya diancam dengan pidana
denda saja terdapat dalam Pasal 403 KUHP, yang maksimumnya

mencapai denda Rp. 150.000,-.%

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana terhadap

kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran, ada hal lain yang
membedakannya. Menurut Moeljatno, perbedaan antara pelanggaran
dan kejahatan tersebut adalah:®

1. pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan {kesengajaan

atau kealpaan) yang diperiukan di situ, harus dibuktikan cleh
Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan
yang dolus dan culpa.

. percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana

{pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana
{pasal 60).

. tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak

penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada
kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua
tahun,

. dalam hal perbarengan {concursus) para pemidanaan berbeda

buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng
lebih mudah daripada pidana berat {pasal 65, 66-70).

S Berda Nawswi Arief (Kebijekan...), Ibid, hal. 117-118, menyebutkan bahwa untuk kejahatan-
kejahatan yang diancam dengan pidana kurmungan atau dends (perumusan alternatif) seluruhnya
merupakan delik culpa, seperti yang terdapat dalam pasal-pasat 231 (), 232 (3), 235 jo 232 (3), 334

@O

409,412,409, 426 (2), 427 (2) dan Pasal 477 (23 KUHP.
Moeljatno, Op. Cit., hal. 74.
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Penggolongan antara kejshatan dan pelanggaran, memang
relevan dengan kompetensi pengadilan pada jaman Hindia Belanda.®
Pada masa itu, “pelanggaran” diperiksa oleh landgerecht (Pengadilan
Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri. Sedangkan terhadap
*kejahatan” diperiksa oleh Landraad (Pengadilan Negeri) atau Raad van
Justitie (Pengadilan Tinggi), dengan hukum acaranya sendiri pula.

Dalam perkembangannya, ter&apat berbagai pendapat yang
tidak menyetujui adanya pembagian antara kejahatan dan pelanggaran.
Ketidaksetujuan itu antara lain didasarkan pada kenyataan, sudah tidak
adanya pembagian kompetensi peradilan seperti di masa Hindia Belanda.
Artinya bahwa perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan tidak
menjadi ukuran fagi untuk menentukan pengadilan mana  yang
berwenang mengadilinya, karena baik pelanggaran maupun kejahatan
sama-sama diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun tetap saja ada yang
membedakan antara keduanya, seperti dalam hal acara mengadili.

Alasan lain dari ketidaksetujuan itu, didasarkan pada
pandangan mutakhir tentang “afkoop” {seperti pada pasal 82 KUHP).

Pembayaran secara. sukarela maksimum denda sebagai alasan

SBerdasarkan Reglemen op De Recttelijke Organisatie 1847 (RO), badan pengadilan pada masa
Kolonial terdini dari: Districtsgerecht, Regentschapsgerecht, Landraad, Rechtbark van Ommegang,
dan Rechfssparank fer Politeirol yang menurut yurisdiksinya hanya berkompeten mengadili
golongan rekyat pribumi. Sedangkan untuk memeriksa dan memutuskan perkara bagi golongan
Eropa adalah: Residentiegerecht, Raad van Justitie (pengedilan tingket banding), dan
Hooggeredhtshof yang bertindak sebagai pengadilan tingket kesesi termasuk bagi perkara-perkara
orang pribumi yang diadili oleh Landraad. Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hulkum Kolonisal ke
Hukum Nesional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkermnbangan Hukum di Indonesia, Rajawali Pers,
Jakarta, 1995, hal. 62-79. L




77

penghapus penuntutan tidak berlaku terbatas pada “pelanggaran” saja,
tetapi dapat berlaku untuk semua tindak. pidana walaupun dengan
pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Berbagai pandangan tersebut kemudian diakomodasikan
dalam Seminar Hukum Nasional I yang diadakan di Jakarta pada
tanggal 11-16 Maret 1963. Khususnya dalam resolusi butir VI bidang
hukum pidana pada Seminar Hukum Nasional I itu, diserukan agar
penggolongan dalam dua macam delik tersebut dihapuskan. Resolusi ini
dipertahankan kembali pada Lokakarya Buku II tahun 1985 dan dalam
konsep KUHP baru 199171992, sehingga sistematika dalam rancangan
KUHP baru tersebut hanya terdiri dari dua Buku, yaitu: Buku I memuat
*Ketentuan Umum”™;, dan Buku II memuat perumusan "Tindak Pidana”.
Dengan demikian dalam rancangan KUHP Baru 1991/1992, tidak

dibedakan lagi antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. ®

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal
Berbagai kasus pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di

Pasar Modal, setidaknya banyak dipengaruhi oleh dua hal. Pertama,

“Dalam Serninar “Penelazhan Pernbaharuan Hukum Nasional® yang diselenggarakan BPHN (14-16
Juni 1982), telah disepakati bahwa dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) pokok persoalan yang
menyangkut: perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan, dan pidana. Oleh karenanya,
dalam konsep Buku II dipisshkan antara “Tindak Pidana dan Pertangungjawaban Pidans” (Bab II)
dengan “Pidana, Tindaken den Pemidanaan” (Beb LI}, Barda Nawawil Arief, Bunga Rampai
Kehijalean Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 107, _
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pemanfaatan informasi vang tidak benar; dan kedua, tingginya
intensitas transaksi yang menyulitkan dalam hal pengawasan.

Kejahatan dalam bentuk insider trading misalnya, banyak
dilakukan oleh orang yang mempunyai akses kepada institusi pasar itu
sendiri. Kejahatan yang kerapkali memanfaatkan informasi “orang
dalam” itu, bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsip f@ir and
orderly market tetapi juga dapat merug}i(an masyarakat secara
keseluruhan.®

Fenomena tersehut menuntut adanya standar perilaku para
pefaku yang terlibat dalam pasar modal, kewajiban keterbukaan
(disclosure), dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dalam
kegiatan pasar modal (ma;;kef abuses). Landasan rasional penggunaan
hukum pidana bukan semata-mata didasarkan bahwa perbuatan
tersebut bersifat moralfy wrong, tetapi demi perlindungan masyarakat
(i1 order to protect the public).

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Madal, disebutkan beberapa pokok-pokok kejahatan yang biasanya
menjadi piar modus yang selanjuthya  dikembangkan dan
dikombinasikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Hal yang diharamkan

oleh undang-undang, di antaranya menyangkut tentang manipulasi

$>Kasus Bank Duta (1990) merupakan fenomena dari perilaku emiten yang sebelum dan sesudah IPO
(hitial Public Opering) stau go public, telah melanggar prinsip keterbukaan (fidi disclosiere) dengan
menyernbunyikan fakta-fekta meterial dari publik. Selanjutnya baca.dalam Indrs Safitxd, Op. Cit,,
hal. 17-18. v L
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pasar {market manipuiation), penipuan {#aud), dan perdagangan crang
dalam {/nsider trading)® dengan berbagai unsur yang dapat menjerat
siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Namun dalam
prakteknya, sangat sulit untuk mengungkap berbagai pelanggaran dan
kejahatan pasar modal, serta menangkap pelakunya.

Di dalam berbagai kepustakaan hukum dan ekonomi, terdapat
bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan yang kerapkali dilakukan di
Pasar Modal. Setidaknya ada 3 {tiga) bentuk pelanggaran dan kejahatan
di Pasar Modal dengan berbagai modus operands yang dilakukannya,

yaitu:

1) Insider Trading
Insider trading merupakan suatu kejahatan yang seringkali
dilakukan dalam indusiri pasar modal, sehingga peraturan pasar
modal sefalu menempatkan ketentuan hukum yang melarang
kegiatan tersebut. Perdagangan saham yang dilakukan dengan
menggunakan informasi yang sifatnya non public materizi, dapat
dilakukan oleh orang dalam (/insider} atau pihak lain yang menerima,

mendapatkan atau mendengar informasi tersebut.

SMenurut Indra Safitri, untuk tujuan dan operasi pasar tertentu biasanya ada sesuatu yang berkaitan
dengan objek pelanggaran, yeng berkaitan dengan transaksi penting emiten atau aktivitas dari
corporate raiders. Misalnya yang berhubungan dengen Merger and Acquiisition, Take Over, staupun
yanig berkeitan dengan penawaran tender (fender gffer). Lihat dalam Indra Saefitri, Catatan Hukum
Pasar Modal, Go Global Book, Jakarta, 1998, hal. 199. ,
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Pengertian #sider frading secara bebas dapat diterjemahkan
sebagai kegiatan atas efek yang dilakukan oleh pihak te“rtentu
berdasarkan wunpublished inside information. Adapun yang menjadi
kriteria adanya #iside inforrnation, yaitu apabila informasi tersebut:

a. merupakan informasi material yang belum tersedia untuk umum,;
dan

b. berkaitan dengan peristiwa, kejadian atét-J fakta tertentu yang
dapat mempengaruhi harga efek di bursa atau dapat
mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi.

Misalnya mengenai rencana konsclidasi, merger dan akuisisi,

penemuan suatu produk atau tambang minyak, pergantian

manajemen perusahaan, mendapatkan atau kehilangan -suatu

kontrak, pemecahan saham atau pembagian saham deviden {sfock

deviden).

Adapun subjek yang dapat dikategorikan sebagai pelaku
{insicer), yaitu mereka yang berada dalam fduciary position dan
tippees. Pihak yang masuk dalam kategori fiduciary position ini,
terdiri dari:*’

(1)pemegang saham, komisaris, direksi, pegawai dari
perusahaan publik, atau emiten yang bersangkutan;

7 Fiduciary position adalah mereka yang mengemban kepercayaan secara langsung atau tidak
langsung dari perusehaan publik atau emiten, yang efeknya rentan terhadap unpedblished mside
information, Sedangkan yang dimaksud dengan tippees adalah pihak yang menerima informasi
tersebut dari pihak fiducixry position tadi. Selanjuinya lihat dalam Hadlsh Herawatie, “Insider
Trading dan Beberapa Bentuk Pelanggaran Lainnya di Pasar Modal”, Makalsh, Diklat Fungsional
Kejaksaan Tingket Pertarna, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, Maret 1997, hal. 9-10.
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(2)pihak yang karena kedudukan, profesi atau hubungan
usahanya dengan perusahaan publik atau emiten, seperti
konsultan hukum, akuntan, bankir dan perusahaan efek
yang karena profesmya berhubungan dengan parusazhaan
publik atau emiten tersebut;

3} pihak yang dalam waktu & bulan terakhir tidak lagi menjadi
pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas.

Para pihak vang termasuk kategori fiduciary position ini, telah
disebutkan pula dalam Penjelasan Pasal 95 UU Na. 8/1995. Demikian
pula halnya dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat,
yang termasuk pelaku dalam pengertian fraditional insider yaitu:
Officers and Directors, Controlling Shareholders, Employee of the
Issuer, The Issuer Itself®®
Sementara itu, yang dapat merupakan objek dari kegiatan
insider trading ini meliputi:
a) Efek dari perusahaan publik atau emiten yang mempunyai
hubungan langsung dengan insider. Misalnya saja PT. X yang
baru menemukan tambang minyak dan informasi ini masih

bersifat rahasia (belum dipublikasikan), maka direksi PT. X

tersebut tidak boleh melakukan transaksi atas efek PT. X.

%subyek dari insider, yaitu: pegawai dan direktur perusahaan, pemegang saham utama, karyawan
dari emiten dan perusahaan/emiten, Uraian selanjutnya dapat dibaca dalam Donald C. Langevoort,
Insider Trading Regulation, Clark Boardman Company 1td, New York, 1989, page 72-75.
Sementara itu, penjelasan Pasal 95 UU No. 8/1995 juga telsh menyebutkan pihak- plhak yang
termasuk dalam kategori insider (orang dalarn).
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b) Efek dari perusahaan publik atau emiten lain yang terlibat dalam
suatu transaksi yang telah atau akan dilaksanakan dengan
perusahaan tersebut di atas.

Akibat dari praktek #sider trading itu, sangat merugikan orang
banyak, terutama para pemegang saham. Di samping itu,
perusahaan yang penjualan sahamnya dirggikanpun akan ikuE rugi,
karena citranya akan jatuh seiring dengan jatuhnya harga s-ah_am di

bursa,®

2) Market Manipulation

Market manijpulation merupakan modus kejahatan yang
menggunakan teknik dan mekanisme pasar, sebagai alat untuk
menciptakan  pembeniukan harga. Kegiatannya senantiasa
melibatkan serangkaian transaksi untuk menimbulkan kesan
terciptanya perdagangan efek yang aktif, sehingga menyebabkan
perubahan harga efek di bursa. Dengan demikian tujuan dari market
manjpualtion ini tidak lain untuk mempengaruhi pihak lain agar
membefi, menjual atau menahan efek.

Tindakan market manjpufation dilakukan dalam  berbagai

bentuk, yang secara teoritis terdiri dari:

% Mengingat kerugian yang diakibatkan oleh pratek-prakiek insider trading itu sangat besar, maka
Cristisnito Wibisono berpendapat behwa permainan busuk tersebut tidsk dapusl dibensrkan dan
pelakunya harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Anonim, Menjsring Laba dl Bursa
Saham, Multijasa Reka Kreativa, Jakarta, 1989, Cetakan Pertama, hal. 42. )
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1) Misinformation/false information, yang dilakukan dengan jalan

menyebarlfuaskan informasi palsu untuk mempengaruhi harga
pasar. Tindakan ini biasanya digunakan untuk mendukung upaya
market riggirg.

2) Market rigging, yaitu serangkaian kegiatan transaksi dengan
menggunakan berbagai teknik dan alat, dengan tujuan untuk
manipulasi.

Teknik atau modus operandi yang dilakukan biasanya dengan
cara;

(a) Wash Trading, di mana transaksi yang dilakukan untuk memberi
kesan bahwa ada perdagangan yang aktif untuk efek tertentu. Di
sini penjual (pembéli) pertama sama dengan 'pembeii {penjual)
terakhir.

(b) Matching Order, yaitu suatu proses transaksi yang memadukan
dua perintah investor yang serupa dan saling melengkapi untuk
jumlah dan jenis efek yang sama pada saat yang bersamaan,
seolah-olah terjadinya perdagangan aktif. Perbedaannya dengan
wash sakes terletak pada waktunya, dimana matching order
dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

(c) Rimp-c_famp Manpulation (Pooling), dilakukan dengan cara

menguasai sejumlah besar efek untuk kemudian menjualnya pada
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saat yang tepat, berdasarkan harga yang telah diciptakannya
karena penguasaan efek tersebut.

(d) Cornering, merupakan tindakan untuk menguasai sejumiah efek
sehingga terjadi keadaan "“shortage” di pasar, sehingga si pelaku
dapat mengontrol harga. Melalui cornering mengakibatkan pihak
fain tidak mampu melakukan tekanan jual, sebab dana yang
direfleksikan dalam buying powerlebih besar dari tekanan jual.

Dalam hal ini, Jasoe Winarto memberikan batasan cormer
sebagai berikut:”
Corner adalah sejenis manipulasi pasar dalam bentuk
menguasai pasokan saham sehingga pelakunya dapat
menentukan harga saham di bursa. Dengan adanya corner
ini, harga dapat direkayasa dengan cara melakukan transaksi
fiktif atau semu.

Adapun modus operandi dari cornering, biasanya dilakukan
dengan meminjamkan efeknya kepada pelaku sho.;'{se//fhg
(mereka yang menjual efek tanpa memiliki efek itu sendiri)
sebagai jaminan defivery. Akan tetapi pada saat defvery itu
sendiri, pelaku cornering tiba-tiba menarik janﬁnan itu dan

membuat pelaku shortselling harus mencarinya di pasar. Dengan

demikian permintaan terhadap efek, menjadi semakin meningkat.

M Jaso Winario (Editor), Pasar Modal Indonesia; Refrospeksi Lima tshun Swastanisasi BEJ, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1997, Cetaken Pertama, hal. 421, ,
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Namun, karena telah menghimpunnya terlebih dahulu dengan
jumiah kepemilikan yang besar, maka para pelaku cornering
berada di atas angin dalam menenfukan harga  sesuai
keinginannya. Akibat dari tidak ada pilihan lain, maka mereka
terpaksa membeli saham dengan harga yang telah ditetapkan

secara sepihak oleh pelaku cormering.

3) Misrepresentation
Biasanya ditandai dengan adanya keterangan --baik dalam
bentuk pernyataan lisan maupun dalam dokumen tertulis—, yang
secara material tidak benar atau menyesatkan. Tanggungjawab
dapat dikenakan terhadap pelaku, apabila:”*

(1)ia mengetahui atau sepatuthya mengetahui bahwa
keterangan tersebut secara material tidak benar atau
menyesatkan;

(2)ia tidak cukup hati-hati dalam menentukan kebenaran

- material dari keterangan tersebut; atau

(3} ia tidak memuat keterangan yang diketahuinya sebagai fakta
material.

Di samping bentuk-bentuk kejahatan pasar modal sebagaimana
yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya masih banyak lagi modus
operandf yang dilakukan oleh para pelaku pasar yang dapat merugikan

pihak lain. Seperti halnya transaksi dalam bentuk wash sale dan poo/

operation, yang di AS merupakan perbuatan terlarang.
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Wash sake meruapakan suatu transaksi efek yang sesungguhnya
tidak merubah pemilikan atas efek tersebut, karena transaksi itu dalam
lingkup tertentu. Misalnya saja penjualan suatu saham oleh seorang istri
terhadap suaminya, penjualan daﬁ pembelian yang dilakukan oleh satu
rekening/satu orang dalam waktu bersamaan, maupun transaksi saham
satu perusahaan oleh anak perusahaan sendiri. Sedangkan poof
operation? merupakan suatu bentuk kerjasama sementara antara dua
orang atau iebih, yang bertindak bersama-sama dalam suatu operasi
(jual-beli) surat efek yang bertujuan untuk manipulasi.

Adanya kecenderungan investor besar, deafer, broker dan
underwriter merupakan satu kelompok yang sama, maka akan semakin
memperbesar kemungkinan terjadinya wash# sale maupun poof
operations. Dengan demikian, perlu segera dipikirkan ketentuan yang
mengatur dan melarang berbagai modus op.erandf yang dapat
merugikan masyarakat serta mengurangi kredibilitas institusi pasar

modal.

"'Hadiah Herswati, Loc. Cit

R 3. Teweles & E.S Bradley dalam buku “The Stock Marke!” sebagaimana dikutip oleh Adril
Soslsemnmn dalam “Peraturan dan Perlindungan Bagi Investor”, mendefinisikan pool operation
sebagai: “a podl is a temporary association of a two or more dividusls to act jopitly in a security
operations of a manipulative character”. Sedangkan wash sale merupakan “seaurdy trurmsaction
involving no recl change of ownerships as 1 the sale of a stock by a me to his wife or a sale 51 one
accownt and the purchase in ancther af the same time”, Lihat dalem Sjahrir den Marzuki Tsman,
Pendewasasn Pagar Modal, ISET Cabang Jakarta, Jakarta, 1991, Cetakan Pertama, hal. 112,
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E. Penangqulangan Pelanggaran dan Kejahatan Melahy

Sarana Penst

Pada dasarnya upaya penanggulangan pelanggaran dan
kejahatan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan
secara represif. Penanggulangan pelanggaran dan kejahatan secara
preventif biasanya dilakukan sébelum kejahatan itu terjadi, yaitu sebagai
upaya pencegahan. Dikarenakan upaya ini berusaha untuk menjaga
kemungkinan akan terjadinya kejahatan, maka yang dipakai adalah
sarana non-penal dengan sasaran utamanya menyangkut faktor-faktor
penyebab terjadinya kejahatan.

Penanggulangan terjadinya pelanggaran dan kejahatan tanpa
menggunakan sarana penal, dapat dilakukan secara tidak fangsung.
Misalnya saja berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk
memperluas lapangan kerja, merupakan salah satu cara agar orang tidak
melakukan kejahatan. Terkadang orang yang melakukan kejahatan
dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan, sementara kebutuhan
hidupnya harus tetap terpenuhi.

Demikian pula halnya dengan upaya pemerintah untuk menata
lingkungan kumuh, karena dengan lingkungan yang semerawut dapat
menjadi pendorong terjadinya kejahatan. Dengan demikian faktor-faktor

penyebab atau yang mendorong terjadinya kejshatan itu, bukan saja
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berasal dari dalam diri pelaku melainkan bisa juga berasal dari faktor di
luar diri si pelaku.”

Sementara itu upaya represif merupakan segala tindakan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum, setelah pelanggaran atau
kejahatan itu terjadi. Tindakan represif yang biasanya menggunakan
sarana penal atau hukum pidana, termasuk tindakan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan sampai pada dijatuhkannya sanksi pidana.”™
Dalam rangka penanggulangan terhadap pelanggaran dan kejahatan
melalui upaya represif ini, maka sarana penal yang ada harus dapat
didayagunakan atau difungsionalisasikan.

Berkaitan dengan penanggulangan terhadap pelanggaran dan
kejahatan pasar modal, maka fungsionalisasi hukum pidana dapat
diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat
berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara kongkret.”

Dengan demikian, istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikan

dengan istilah operasionalisasi atau kongkretisasi hukum pidana.

B Ianh-jatth hari R. Owen dalam buku A New View Scciety: of Essay on the Formation of {hunass
Character (1816) dan The book of the Moral World (1844} menjelaskan panjang lebar bahwa,
lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Demikian pula sebaliknya.
Baca W.A, Bonger, Pengantar Teptang Kriminologi, Terjemahan A. Koesnon, Ghalia Indonesia,
Jekarta, 1977, Cetakan Keernpat, hel. 60.

MSeluruh rangkaian tindaken tersebut merupakan bagian-bagian dari politik kriminil, sehingga harus
dilihat sebagai suatu rengkaian yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam
menanggulangi kejahatan. Pengertian kegiatan di sini termasuk juga tidek melakukan kegiaten,
seperti tidak melekukan penuntutan terhadap perkara tertentu. Selanjutnya baca dalam Sudarte,
Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, Cetakan Kedua, hat, 118.

Dalam hal ini, pengertian fungsionalisasi hukum pada dasarnya sama dengan pengertian penegakan
hukum, Selanjutnya baca Muladi den Bards Nawsawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidans,
Alumni, Bandung, 1992, Cetakan Pertarna, hal. 157. s .
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Bertolak dari pengertian vang demikian itu, maka
fungsionalisasi hukum pidana senantiasa akan melibatkan 3 (tiga) faktor
yang saling terkait. Ketiga faktor itu, terdiri dari faktor perundang-
undangan, aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.
Dalam hal ini, Lawrence M. Friedman menyebut ketiga faktor tersebut
dengan istilah substance, structure, and cufture.”

Terhadap fungsionalisasi hukum pidana dengan menggunakan
sanksinya yang berupa pidana, dalam kenyataannya masih menimbulkan '
persoalan. Hal ini dikarenakan usaha pengendalian perbuatan énti sosial
dengan menggunakan peraturan pidana, sesungguhnya merupakan
suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa penggunaan sarana penal
dalam mengatasi pelanggaran dan kejahatan, termasuk persoalan
kebijakan sosial karena merupakan usaha yang rasional untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Mengingat sebagai suatu
masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana bukan merupakan
suatu keharusan. Ini dikarenakan, hakekatnya dari kebijakan meng-

hadapkan terhadap penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif.

7Dalam melihat hukum sebagai suaty sistern, Friedman menyebutkan bahwa “The Law” —meaniig
structires and ndes— is only one three kinds of phenomena, all equally end vividly real. First, there
are those social and legal forces that, i1 some way, pres in and make “the law”. Then comes “the
law” itself ~structure and rudes. Third, there is the impact of law on behavior in the outside world.
Where “the law” comes from ad what i accomplishes —the first ard third kerms—are essential to
the social sty of faw. Lawrence M. Friedman, The Legel System, A Social Sience Perspective,
Russell Sage Foundation, New York, 1575, page 2.
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Memahami bahwa tidak adanya kemutlakan dalam
penggunaan sarana penal, maka dapatlah dimengerti apabila kemudian
timbul pandangan yang setuju dan tidak setuju. rendapat yang tidak
setuju terhadap penggunaan sarana penal termasuk ke dalam kelompok
abolisionisme, sedangkan kelompok yang setuju biasa disebut

kelompok eksistensialime.

i. Abolisionisme

Setidaknya ada tiga hal, yang mendasari ketidaksetujuan
kelompok abalisionime terhadap penggunaan hukum pidana dalam
penanggulangan terhadap pelanggaran dan kejahatan. Pertama,
pengalaman sejarah masa lalu yang menggarhbarkan kekejaman dari
sanksi pidana. Pemancungan kepala dengan gelotin di Perancis,
duduk di kursi listrik, dicambuk oleh para algojo, sampai menjadikan
terpidana sebagai makanan singa, yang mewarnai eksekusi pidana
terhadap pelaku tindak pidana, merupakan sisi gelap dari
penggunaan sarana penal.

Pengalaman sejarah itu menggambarkan, bahwa penggunaan
sarana penal banyak diwarnai oleh berbagai perlakuan kejam dan di
luar batas-batas kewajaran. Berbagai bentuk perlakuan yang tidak

manusiawai dalam pelaksanaan sanksi pidana, diantaranya
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merupakan akibat dari dominannya pemikiran mengenai pidana yang
merupakan bentuk pembalasan.”’

Pengalaman sejarah yang demikian itu, menimbulkan
anggapan bahwa penggunaan sarana penal sudah selayaknya
dihindari. Dalam kaitan ini, Herbert L. Packer dalam infoduction
pada bukunya, antara lain menyatakan:”®

Some people argue that we ought never subject lawbreakers to
criminal punishment. Such punishment, the say, is a vestige of
our savege past that we ought to abandon in favor of more

benign measures of social controf, measures that do not involve
us i1 cruelty fo our feflow man....

Kedua, kejahatan dianggap sebagai manifestasi dari keadaan
jiwa seseorang yang abnormal, sehingga pelaku tidak dapat
dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.

Pemikiran ini difandasi oleh paham determinisme, yang menyatakan

""Teori pembalasan atau absohit (retributifvergeldings theorieen) menyatakan, bshwa pidana
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada oreng yang melakukan
kejahatan Stahl mengajarkan bahwa hukum itu adalsh suatu yang diciptakan Tuhan (Gedelijke
gerechttighesd), karenanya kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan Oleh
karena itu, untuk menindaknya, maka negara harus diberi kekuasaan untuk memberi penderitaan
pada pelaku. Sedangkan dalam buku Criminad Justice, John Kaplan membedakan teori retrifuiion
ini menjadi dus, yaitu: (1) Teori pembalesan (the revenge theory), vang mengandung arti hahwa
hutanig si penjahat “telgh dibayariin: kembuli™ (e crimined is paid back); dan (23 Teori ponchusan
dosa (the expiation theory), yang mengandung erti bshwa si penjahat “membayar kembali
hutangnya® (the criminal pays back), Uraien selanjutnya mengenai teori absolut sebagai dasar-dasar
pembenaran pemidanaan, antara lain dapat dibaca dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-
Teori dan Kebijgkan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Cetakan Kedua, hal. 10-15; Satechid
Kartanegars, Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Kota, Tanpa Tahun, hal. 57-
59; dan Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986,
Cetakan Kelima, hal. 21-23.

" Sementara pendapat yang lainnya menyatakan bahwa, setiap perbuatan yang dikenai hukum Tuhan
atau hukum manusia merupakan perbuatan immoral yang harus dijatuhi sanksi pidana. Packer
menganggap bahwa kedua pendspat ini tidaklah benar mengingat, ...althaugh the danger of the
moment i3 thet we wil overuse the criminal saniction, not that we will abandon i, But both errors
need to be combated”. 3elanjutnya baca dalam Herbert L. Packer, The Limnits of Crirminal
Sanctions, Stanford University Press, California, 1968, hal. 3. _
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bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di tuar
kontrolnya, baik yang berupa faktor biclogis maupun kultural.”
Artinya, manusia bukanlah mahluk yang bebas untuk berbuat
menuruti dorongan kehendak dan intelegensianya, akan tetapi
mahluk yang dibatasi atau ditentukan ofeh kulturalnya.

Mengingat manusia merupakan jenis mahluk yang memitiki
ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang
seharusnya dipergunakan. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah
tindakan perawatan { freatment) yang bertujuan untuk memperbaiki.

Hal senada dikemukakan oleh salah seorang tokoh
aholisionisme hukum pidana, yaitu L.H.C. Hulsman. Melalui
pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan rasionalistik,
Hulsman menyimpuikan bahwa pidana harus dihapuskan seluruhnya
karena secara logika, pidana tidak akan dapat merupakan sarana
yang manusiawi dan peka dalam menghadapi kejahatan.

Dalam karyanya yang berjudul Afscheid Van Het Strafrecht

Fen Pleidooi Voor Zelfreguiering, Hulsman antara lain mengatakan:®

® Aliran pemnikiran ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu: (1) determinisme biologik,
yang menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya
dipahami sebagai pencerminan umum dari warisan biologik; (2) determinisme kitural, mengenggap
bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia
kuitural yang melingkupinya. Baca dalam 1.8. Susanto (Diktat}, Op. Cit., hal. 13-14.

®pemikiran Hulstan yang secara eksplisit memiliki perspektif abolisionts, nampak dalam sebush
pidato wisudanya yang berjudul Handhaving van Recht (The Mamntenance of Justice). Dalam
pidatonya ity, Hulsman sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang dipandangnya dapat dikikis
oleh keadilan yang dicepai melalui pelaksanaan hukum pidana. LH.C, Hulsman, Selsmat Tinggal
Hukum Pidana Menuju Swa Reglasi, Sebelas Maret University Press, Solo, 1995, hal. 73, ..~
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Sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran bahwa ia
harus menimbulkan nestapa. Karena itu sama seperti sistem
militer, ia sangat membahayakan. Barangkali sistem hukum
pidana lebih berbahaya daripada sitem militer yang hanya dalam
keadaan khusus menjadi akfif. Jika demikian keadaannya tentu
saja sangat besar; hukum pidana tidak mempunyai sisi dramatis
dari aparat militer, sejak eksekusi pidana secara terbuka
dihapuskan. Kini nestapa dan kekerasan pidana terjadi di
tempat vang tersembunyi. Mungkin kekerasan hukum pidana
sasungguhnya lebih luas daripada kekerasan militer. Kualitatif,
karena kekerasan hukum pidana --yang sama sekali terlepas
dari maksud orang-orang yang menerapkannya- bersifat
memberikan stigma. Ini merendahkan martabat manusia dan
melukai dari dalam rasa harga diri. Kuantitatif, karena sistem
hukum pidana senantiasa bekerja setiap hari.

Pemikiran Hulsman tersebut menunjukkan bahwa, pidana
merupakan persoalan sosial. Menurutnya, selama ini telah terjadi
kesalahan persepsi tentang pidana dan kejahatan atau penjahat. Ini
berarti, meskipun antara konsep pidana dan kejahatan itu
mempunyai hubungan yang erat, namun tidakiah mutlak jika ada
kejahatan harus selalu ada pidana.®

Ketiga, sistem pidana sendiri dianggap mempunyai cacat
struktural yang tidak mungkin diperbaiki. Oleh karena itu, kaum
abolisionisme memandang bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP)
sudah selayaknya dihapuskan seluruhnya, karena secara logika
sistem ini dirasakan bukan merupakan sarana yang manusiawi dalam

menghadapi kejahatan.

BlRemli Atmasasmita, Sistern Peradilan Pidana, Perspektif Fksistensialisme dan Abohsiomsxm
Binacipta, Bandung, 1996, Cetaken Kedua (revisi), hal. 58-99.
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Ketidaksetujuan terhadap SPP, juga dikemukakan oleh
Hulsman yang memandang bahwa sistem peradilan pidana (crémina/
Justice sysfem) sebagai masalah sosial. Adapun alasan yang
dikemukakan oleh guru besar hukum pidana pada Universitas
Erasmus Rotterdam itu, dikarenakan:®

{1) Sistem Peradilan Pidana memberikan penderitaan;

(2} Sistem Peradilan Pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan
tujuan yang dicita-citakan;

(3) Sistem Peradilan Pidana tidak terkendalikan; dan,

{4) Pendekatan yang dipergunakannya memiliki cacat mendasar.

Bekaitan dengan ketidaksetujuan terhadap penggunaan
pidana tersebut, Hulsman mengatakan bahwa pidana bukan hanya
merampas kemerdekaan seseorang, tetapi juga menyebabkan reaksi
berantai yang menimpa narapidana itu dalam semua tingkat
kehidupan pribadinya. Penderitaan itu tidak hanya dirasakan oleh
dirinya, tetapi membawa akibat-akibat psikis negatif terhadap
kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dengan kata lain, penjara
menjadikan manusia didepersonalisasikan dan didesosialisasikan.®

Sebagaimana dipahami, bahwa penjatuhan pidana terhadap
pelaku mempunyai banyak tujuan: mulai dari tujuan memberikan

pembalasan dan melindungi masyarakat, sampai tujuan yang bersifat

rehabilitatif dan sosialisasi. Namun tujuan tersebut tidak pernah

Ibid

S Hulsman, Qp. Cit, hal. 45-47.
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dicapai secara optimal, disebabkan cleh adanya kelemahan pada
masing-masing tujuan itu.

Mengingat pelaku dan korban tidak pernah diikutsertakan
dalam mekanisme SPP, maka pelaku tidak dapat ikut menentukan
tujuan akhir dari pidana yang diterimanya. Demikian pula dengan
kepentingan korban yang diwakilkan kepada Jaksa Penuntut Umum,
bukan saja dirasakan sebagai “diambil-alihnya” kepéntingan korban
oleh negara, melainkan juga menyebabkan kerugian dan penderitaan
yang dialaminya tidak pernah mendapatkan “imbalan” yang memadai
sebagaimana yang diharapkan dan diinginkannya.

Proses peradilan pidana berlangsung melalui berbagai
tahapan, mulai dari tahap penyelidikan,’penfidikan, penuntutan,
eksekusi dan pelaksanaan pidana. Tahapan-tahapan itu dilaksanakan
oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan berbeda, sehingga
menyebabkan adanya perbedaan kebijaksanaan dalam menangani
pelaku dan perlindungan terhadap korban.

Mengingat seringnya berubah-ubah dan rentannya dalam
pengambilan keputusan, menjadikan SPP ini menjadi tidak terkendali.
Demikian pula halnya dengan kriminalisasi dalam SPP, merupakan

akibat dari ketetapan manusia yang tiap waktu dapat berubah-ubah.
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Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa undang-undang
memegang peranan penting dalam kriminalisasi,® sehingga undang-
undanglah yang "menciptakan” dan mengkonstruksikan sesuatu
perbuatan sebagai kejahatan. Padahal undang-undang itu sendiri
bukan hanya dapat berubah dari wakiu ke waktu, melainkan juga
dalam kenyataannya seringkali berat sebelah (bias). Artinya
tindakan-tindakan tertentu cenderung untuk dijaditan tindai pidana,
sedangkan tindakan yang lain langka, demikian juga orang-orang
dengan “ciri-ciri” tertentu cenderung dijadikan pelaku kejahatan.

Berbagai pandangan yang mengkritik penggunaan sarana
penal dalam menghadapi masalah-masalah sosial termasuk
pelanggaran dan kejahatan, kemudian berubah menjadi suatu
gerakan untuk menghapuskan hukum pidana. Gerakan tersebut pada
mulannya hanya ditujukan untuk menghapuskan pidana penjara,
melalui berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan internasional
yang dinah‘lakan ICOPA (International Confrence on Frison Abolism).

Konferensi ICOPA I diselenggarakan pada Mei 1983 di Toronto
(Kanada) dan konferensi kedua berlangsung pada tangal 24-27 Juni

1985 di Amsterdam (Belanda}, yang keduanya masih ditujukan untuk

B43tudi sosiologis terhadap perundang-undangan {pidana) menggambarkan bahwa undang-undang
pidana terutama ditujuken terhadap streef crimes, dan sangat langka terhadap kejehaten “keles atas™
ataupun white collarftop hat crimes. Akibatnya perhatian den energi aparat penegak hukum terutama
ditujukan untuk menangani street crimes dengan pelakunya yang berasal dari the powerless, dan
sebaliknya langka pada whife collanftop hat crimes yang pelakunya termasuk golongen the haves'the
powerfidl. LS. Susanto, Kejahatan Korporasi, BP-UNDIP, Semareng, 1995, Cetakan Pertama, hal. 3.
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menghapuskan pidana penjara. Namun tuntutan ICOPA tersebut
meningkat dalam kongres ketiga yang diselenggarakan pada tahun
1987, vang terlihat dengan digantinya *P” (Frison) abolism dengan
penal abolism, sehingga ICOPA merupakan . kependekan dari
International Confrence on Penal Abolism. Salah satu tokohnya
adalah Herman Biachi yang pernah menyatakan bahwa pidana
penjara harus dihapuskan secara keseluruhan, dan tidak sedikitpun
yang patut diambil _dari sisi gelap sejarah kemanusiaan ini.

Di Indonesia sendiri, Hazairin (1972) telah lebih dahulu
menggagas mMengenai negara tanpa penjara. Gagasan yang
dilontarkannya itu berawal dari suatu pertanyaan:®

Scal primair yang patut direnungkan ialah mestikah negara
mempunyai atribut seperti penjara itu, walaupun namanya,
peraturannya dan  pelaksanaannya akan dimodernisisr
{dimodernkan) sehingga akan menjadi taman didikan
kesempurnaan jiwa raga? Apakah tidak mungkin meniadakan
penjara itu?

Dalam tulisannya yang berjudul “*Negara Tanpa Penjara”,
pandangan Hazairin itu dilandasi oleh ajaran dan nilai-nilai agama,
khususnya ajaran agama Islam. Dari hasil telaahannya terhadap
Quran dan beberapa kitab suci lainnya, menunjukkan bahwa dalam

sistem hukum Quran tidak ada hukuman penjara atau kurungan.

Akan tetapi Hazairin sendiri mengingatkan, dengan tidak adanya

®Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1981, Cetakan Ketiga, hal. 1.
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hukuman penjara atau kurungan tidak berarti bahwa Qur‘an sendiri
tidak mengenal penjara.

Demikian pula halnya dengan negara Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana dalam hal
mengamalkan hukum agama dan kaidah-kaideh moral telah
mendapat tempat dan landasan kuat. Ini berarti bahwa implementasi
dari konsepsi negara tanpa penjara sesuai dengan kaidah agama
maupun nilai-nifai Pancasila dan UUD 1945, Tidak adanya hukuman
penjara, maka tempat-tempat tahanan hanyalah berfungsi untuk
kepentingan pemeriksaan dan bukan tempat untut menjalani
hukuman %

Menurut hemat penulis, pertanyaan dan kenyafaan yang
diajukan oleh Hazairin tersebut setidaknya mengandung dua makna.
Pertama, hanya negara ideal yang mempunyai hak untuk
menghukum warganya yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.
Dengan kata fain, kalau negara sendiri tidak dapat mewujudkan
dirinya dalam bentuk ideal --yang ditunjukkan oleh adanya good and

clean governance--maka negara melalui berbagai perangkatnya tidak

berhak untuk menjatuhkan pidana. (penjara} pada warganya.

% 3ebagai salah satu atribut kekuasaan, adanya penjara tidak serta merta dapat mengurangi kejshatan
dan memperbajki pelakunya. Bahkan dalam kenyataanya, jumish penjara dan orang-orang yang
masuk penjara bukannya semakin berkurang, akan tetapi justru semakin bertambsh saja Hazairin,
Ibid, hal. 11-12. Lihat pula dalam Satya Arinsnto, “Negara 'I‘anpa Penjare”, Catatan Hulqnn

Kompas, 18 Septernber 1995. _
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Kedua, pidana sendiri tidak serta merta dapat mencegah
terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Artinya, bahwa penanganan
pelanggaran dan kejahatan sebagai suatu permasalahan sosial, harus
juga melibatkan berbagai faktor penyebabnya. Misainya kalau
penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah sistem
politik, maka strategi penanggulangannya adalah dengan membenahi
sistem politknya, tentunya tanpa mengabaikaﬁ aspek-aspek

penegakan hukumnya.

Eksistensialime

Terhadan pandangan kelompok abolicionisme seperti yang
telah disebutkan di atas, banyak pihak yang tidak setuju dan
menentangnya. Dalam kelompok ini, fercatat antara lain: Reeslan
Saleh, Alf Fross, J.M. van Bemmelen serta berbagai sarjana
lainnya. Untuk menepis anggapan dari kelompok abolisionisme
tersebut, van Bemmelen antara lain menyarankan untuk tidak
mendekati hukum pidana dari sudut pidana {punishment) saja.
Pendekatan seperti itu hanya akan melahirkan suatu penilaian bahwa
pidana itu tidak baik, jelek dan jahat, sehingga ada kecenderungan

untuk menghapuskannya begitu saja.
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Akan tetapi dalam mendekati hukum pidana, haruslah melihat
dari aspek-aspek lain, seperti:®

a. Dilihat dari _norma_tingkah laku, yaitu norma yang mengatur

seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Dari sudut perintah
dan larangan ini akan dengan mudah dimengerti bahwa ada
perbuatan tertentu yang melanggar hukum, karena perbuatan
tersebut sama sekali tidak diperbolehkan atau merugikan
masyarakat, sehingga nampak bahwa pidana memang diperiukan.
b. Dilihat dari sudut penegakan hukumnya, terutama tentang hukum
acara yaitu cara-cara bagaimana norma-norma itu ditegakkan,
baik itu hukum pidan subsfantif maupun hukum pidana form/i.
Apabila ini tidak ada maka masyarakat akan menjadi kacau,
sehingga dengan tidak adanya KUHAP dan KUHP misalnya, belum
tentu akan menjadi baik.
Dari uraian di atas, nampaknya van Bemmelen ingin menunjukkan
bahwa hukum pidana berfungsi untuk menentukan perbuatan-
perbuatan terlarang yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam
masyarakat. Sedangkan fungsi hukum pidana lainnya, adalah sebagai
bentuk kewenangan negara terhadap warganya dalam hal terjadinya

pelanggaran hukum dan ketertiban.

| UPT-PUSTAN- Uﬂi‘*

$7IM. van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum, Terjemahan
Hasnan, Bina Cipta, Jakarta, 1987, Cetakan Kedua, hal. 22-23.
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Pandangan lain yang tetap mempertahankan perlunya hukum
pidana, dikemukakan oleh Herbert L. Packer. Dalam bukunya yang
berjudul 7he Limits of The Criminal Sanction, antara lain Packer
menyimpulkan, bahwa: %

The argument of this book has been that both the reliance and
the aftack are fargely misconceived. The criminal sanction fs i
dispensamie,; we couid hot, mow or in the foreseeable future, get
along without it. Yet we resort fo i i1 far foo indiscriminate a
way, thereby weakning some of the important bases upon which
its efficiacy rest and threatning social valies thet far transcend
the prevention of crime.
Lebih fanjut dikemukakannya:

The criminal sanction is the best avaiable device we have for
dealing with gross and immediate harms and threats of harm. It
becomnes less useful as the harms become Jless gross and
immediate.

Dari uraian tersebut, sesungguhnya ada dua hal yang igin
disimpulkan oleh Packer. Pertama, sanksi pidana akan tetap
diperlukan dalam kehidupan, baik untuk saat ini maupun pada masa
yang akan datang. Bahkan secara tegas Packer mengemukakan,
bahwa kita tidak dapat hidup tanpa pidana.

Kedua, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik
yang fersedia, terutama untuk menghadapi bahaya-béhaya besar dan

segera. Di samping itu, sanksi pidana dapat juga digunakan untuk

menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu.

8 erbert L. Packer, Op. Cit., hal, 364-365.
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Meskipun Packer mengakui bahwa pidana tetap diperlukan
dan merupakan sarana yang terbaik dalam menanggulangi
kejahatan, namun dalam penggunaannya harus didasarkan pada
pertimbangan yang matang. Hal ini dikarenakan hukum pidana dapat
berperan ganda, vyaitu sebagai pelindung sekaligus sebagai
pengancam atau menurut istilah Packer, " the ariminal sanction is at
once prime guéranfor and prime threatener of human freedom" ®

Peringatan tersebut menunjulkkan bahwa, hukum pidana
hendaknya digunakan secara hati-hati. Sebab pada satu sisi, hukum
pidana dapat menjadi penjamin yang utama, apabila digunakan
secara hemat-cermat dan manusiawi. Sebaliknya pada sisi yang ain,
hukum pidana dapat menjadi ancaman utama, apabila digunakan
secara sembarangan dan secara paksa.

Oleh  sebab itu, Jeremy Bemntham dan 31S. Mill
mengingatkan untuk tidak menggunakan sarana penal apabila
penggunaan pidana tersebut tanpa dasar, tidak ada manfaatnya,
tidak menguntungkan maupun tidak manjur. Peringatan Bentham
dan Mill itu sebagaimana ditulis Nigel Walker:*

Punishment ought nof to be inflicted If it is groundles, needless,
unprofitable  or inefficacious, said Bentham,; selfvegardiing

offences ought not to be discouragd by law or any other form of
coercion, thought Mill.

*Ibid, page 366.
®Nilgal Walker, Sentencing in a Rational Soéciety, Penguin Books, Victoria-Australia, 1972, page

50.
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Sementara itu, Nigel Walker sendiri merumuskan adanya *#re
hmiting  principles” yang semestinya  diperhatikan  dalam
menggunakan sarana penal, yaitu:™

(A} Prohibitions should not be included in the criminal law for
the sole purpose of ensuring that breaches of them are
visited with retributive punisment,

{B) The criminal law should not be used to penalized behaviour
which dose no harm.

(C} The criminal flaw should not be used to achiieve a purpose
which can be achieved as effectively at less cost in suffering.

(D} The criminal law should not be used if the harm done by the
penalty is greater than the harm done by the offence.

(£} The criminal law should not be used for the purpose of
compelling people to act in thei own best interests.

{F) The criminal law should not include prohibitions which do not
have strong public support,

(G} A prohibition should not be included in the criminal law if it is
unenforceable. ;

Dari peringatan Packer maupun batasan yang diberikan
Walker tersebut, nampak bahwa pada hakekatnya sanksi p.idana
sendiri adalah menderitakan orang lain. Dengan kata lain, meskipun
‘salah satu penggunaan hukum pidana dimaksudkan uniuk
melindungi masyarakat, namun apabila digunakan secara serta merta
justru akan menjadi kontra-produktif bagi kehidupan masyarakat itu
sendiri.

Bertolak dari pemikiran di atas, dapatiah dipahami bahwa

terhadap tindak pidana tidak dapat diatasi secara fragmentaris

dengan hanya menggunakan hukum pidana. Harus disadari, bahwa

*bid, page 44-49.
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terjadinya pelanggaran dan kejahatan dilatarbelakangi oleh berbagai
faktor yang kompleks. Faktor-faktor dan kondisi-kondisi  yang
menyebabkan terjadinya tindak pidana itulah, yang selayaknya juga
mendapatkan perhatian untuk diperbaiki,

Berkaitan dengan itu, maka kebijakan penggunaan sanksi
pidana dalam menanggulang tindak pidana pasar modal, harus
memperhatikan 2 (dua) hal.? Pertama, adanya pendekatan integral
antara kebijakan penal dengan non-penal. Hal ini mengandung arti
bahwa pengunaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pasar
modal, harus dipadukan dengan memperbaiki faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya tindak pidana pasar modal igu sendirt.
Faktor-faktor terssbut dapat berupa sistem maupun kondisi sosial,
yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap
tindak pidana.

Kedua, adanya pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai
dalam penggunaan sanksi pidana. Dengan kata lain, bahwa
penggunaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pasar modat harus
senantiasa diorientasikan pada kebijakan (poficy oriented), yang
didalamnya mengandung pertimbangan nilai baik itu nilai sosio

politik, sosio-kultural, maupun sosio-filosofik.

{Jraian rinci mengenai kedua pendekatan tersebut, dapat dilihat dalam Barda Nawawi Arief
(Bunga Rampai...), Op. Cit.. hal. 33-42.
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BAB IIT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tentang Ketentuan Pidana di

Bidang Pasar Modal

o

Di dalam menjawab persoalan pérta’mé; dalam tesis ini yang
menyangkut bagaimana ketentuan pidana tentang pasar modal itu
diformulasikan, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai proses
pembahasan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Hal ini menjadi
relevan untuk dikedepankan, paling tidak untuk 2 {dua) alasan.

Pertama, bahwa UU No. 8/1995 merupakan acuan bagi
ketentuan-ketentuan lain di bidang pasar modal. Dengan kata lain,
seluruh ketentuan di bidang pasar modal di baw;h UU, seperti Peraturan
Pemerintah, Keppres, Keputusan Menkeu bahkan Keputusan Ketua
Bapepam sekalipun, harus mengacu kepada UU Pasar Modal sebagai
aturan induknya. Kesemua peraturan organik itu, yang pada dasarnya
merupakan peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, dengan
sendirinya tidak boleh bertentangan dengan UU Pasar Modal, Hal ini
sesuai dengan adagium hukum, fex superfor derograt lex imperior.

Kedua, bahwa perumusan ketentuan pidana terhadap tindak

pidana pasar modal, tidak terlepas dari kebijakan formulatif secara
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umum. Artinya, sanksi pidana baru dapat diterapkan terhadap perbuatan
dan atau kegiatan di Pasar Modal, apabila terlebih dahulu ditetapkan

atau dirumuskan dalam UU Pasar Modal.

Sebagaimana halnya mekanisme pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU)} pada umumnya, maka pembahasan RUU
tentang Pasar Modal berawal dari usul yang diajukan oleh
pemerintah kepada DPR pada tanggal 8 Maret 1995, Dalam surat
bernomor: R-04/PU/III/1995 yang ditujukan kepada pimpinan DPR
itu, pemerintah mengajukan 3 {tiga) draft RUU sekaligus, yaitu RUU
Pasar Modal, Kepabeanan, dan RUU tentang Cukai.

Di samping sebagai upaya pembaharuan terhadap perangkat
hukum kolonial, pemerintah juga memandang bahwa ketiga RUU
dimaksud memptinyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam
pembangunan nasicnal. Menurut pemerintah, sasaran yang hendak

dicapai oleh RUU Pasar Modal adalah:®

L atarbelekang digjukannya draft RUU Pasar Modal, yaitu: pertama bshwa penyempurnaan
landasan hukum kegiatan pasar modal sejalan dengan tekad pemerintah untuk memperbesar
kemampuan membangun atas kekuatan sendiri, yang menuntut sumber dana investasi. XKedus,
bahwa landasan hukum pasar modal yang berdasarkan UU Bursa No. 15/1952 mengenai Penetapan
UU Darurat tentang Bursa dirasakan sudah tidek sesuai lagi. Hal ini karena UU No. 15/1952 pada
umumnya hanya mengahir mengenai transaksi di bursa efek, sedangkan ketentuan yang diperlukan
bagi kegiatan bursa tidak fercakup dalam UU Bursa. Ketentuan yang diperiukan bagi aktivitas suatu
bursa, seperti tentang lembaga yang mengawasi ditaatinya aturan yang berlaku dalam rangka
perlindungan terhadap pemodal publik, keterbukaan para peleku pasar modal, sera ketentuan
mengenai bursa efek Kedua hal itu diungkepkan oleh Menkeu Mar'le Muharunad dalam
memberikan penjelasannys mengenai RUU Pasar Modal, Kepabeanan den RUTY Cukai pada Rapat
Paripurna DPR-R], tanggal 29 Maret 1995,
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a. Menciptakan suatu fandasan hukum yang lebih kokoh di
bidang pasar modal;

b. Melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari adanya
praktek-praktek yang merugikan;

c. Mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang
pasar modal untuk memenuhi persyaratan transparansi;

d. Memberi kesempatan kepada usaha-usasha menengah dan
kecil dalam keterlibatannya di pasar modal,

e. Menciptakan suatu pasar modal yang efisien, wajar dan
transparan.

Dari beberapa sasaran tersebut, nampak bahwa landasan
hukum yang kokoh tentang pasar modal merupakan salah satu
prasyarat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pasar modal, sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha
dan investasi yang menarik bagi masyarakat pemodal. 5ebab hanya
dengan kokohnya landasan hukum itulah, akan dapat diciptakan
keterbukaan dan perlindungan masyarakat pemodal, pengoperasian
sistem perdagangan yang aman dan efisien, profesicnaiisme para
pelaku pasar modal, serta dapat menjamin kepastian hukum dan
menciptakan rasa aman berusaha bagi semua pihak. Dalam hal ini,
RUU Pasar Modal yang diajukan pemerintah antara lain memuat: (1)
kewajiban memenuhi persyaratan transparansi; (2} bursa efek dan
lembaga kliring dan penjaminan; (3) perusahaan efek; (4) reksa
dana; (5) pembinaan dan pengawasan; (6} sanksi; dan (7) banding.

Menanggapi draft RUU serta penjelasan pemerintah tentang

RUU Pasar Modal, selanjutnya fraksi-fraksi di DPR mengemukakan
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pandangannya. Pada pembicaraan tingkat II pada tanggal 29 Mei
1995 yang dihadiri oleh Menkeu Mar‘ie Muhammad, Fraksi Persatuan
Pembangunan (F-PP} melalui juru bicaranya Drs. H.M. Mukron As‘ad
antara lain mengingatkan agar ketentuan tentang penyidikan vang
diatur dalam RUU Pasar Modal disesuaikan dengan UU No. 8/1981
tentang Hukum Acara Pidana. Di samping itu F-PP juga
mempertanyakan, apakah selama ini ada terjadi insider trading di
Bursa Efek yang dihukum penjara atau denda, seperti hainya yang
terjadi di Amerika Serikat {(AS) dengan hukuman penjara dan denda
100 juta dollar AS hagi pelanggarnya.

Sementara ifu, Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) melalui juru
bicaranya Ir. Umbu Me.hang Kunda menekankan 4 {empat) hal, yang
pelaksanaannya harus dipenuhi dan diterapkan secara konsisten dan
konsekuen. Keempat hal tersebut, adalah:

a) Jaminan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat
pemodal dari praktek-praktek yang merugikan.

b) Pemberian kesempatan secara proporsional dan adil kepada
usaha-usaha menengah dan kecil dalam keterfibatannya di
Pasar Modal.

¢} Penerapan prinsip transparansi (keterbukaan).

d} Penerapan pengawasan dan sanksi secara tegas dan lugas
bagi setiap pelanggaran.

Dalam rapat paripurna itu, F-KP menyoroti tentang luasnya

wewenang Bapepam termasuk bertindak sebagai lembaga banding

bagi pihak vang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek atau Lembaga
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Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian (LPP). Lebih lanjut F-KP juga mempertanyakan adanya
kewajiban kepada emiten untuk menjelaskan secara terbuka, apabila
ada oerbedaan antara laporan laba-rugi komersial dengan laporan
laba-rugi fiskal. Kewajiban itu menjadi penting untuk memperkuat
posisi penerapan larangan dan ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada Pasal_ 89, Pasal 92 dan Pasal 103 RUU Pasar Modal.

Pada kesempatan yang sama, Fraksi ABRI (F-ABRI} menyoroti
kewenangan Bapepam yang seoclah-olah mengebiri wewenang Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal di dalam Pasal 127 UU No.
1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) telah mengatur bagi PT
yang melakukan kegiatan tertentu di bidang Pasar Modal berlaku
ketentuan UU PT, dimana disebutkan bahwa RUPS memiliki
wewenang tertinggi dalam PT. Adanya indikasi bahwa Bapepam
mengebiri RUPS, terlihat dari rumusan Pasal 5 huruf ¢ tentang
Wewenang Bapepam untuk menyetujui pencalonan dan
pemberhentian sementara Komisaris dan Direktur Bursa Efek, LKP
serta LPP.

Selanjutnya dalam pembicaraan tingkat II mengenai jawaban
pemerintah atas pemandangan umum para anggota DPR, Menkeu
Marie Muhammad kembali memberikan penjelasan dan jawaban atas

berbagai sorotan dari pemandangan umum masing-masing fraksi
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tersebut. Ketika menjawab pertanyaan dari F-ABRI tentang
kewenangan Bapepam yang seclah-olah mengebiri wewenang RUPS,
Menkeu mengatakan bahwa meskipun Bursa Efek, LKP dan LPP
semuanya berbentuk PT tetapi tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan semata. Lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk
| menyelenggarakan kegiatan yang mempunyai dampak terhadap
masyarakat umum, dan mempunyai kewenangan untuk menetapkan
aturan serta menerapkan aturan tersebut kepada para anggota atau
pengguna jasa lainnya. Dengan demikian sangatlah beralasan apabila
Bapepam mempunyai kewenangan untuk menolak pencalonan
komisaris atau direksi dari ketiga lembaga tersebut, dan bahkan
dapat memberhentikannya apabila mereka itu dianggap mempunyai
cacat moral atau telah melakukanvtindak pidana.

Sementara ity menjawab tentang lembaga banding
sebagaimana yang ditanyakan oleh F-KP, menurut pemerintah
bahwa lembaga banding sebagaimana dimaksudkan Pasal § huruf i
merupakan bhadgian dari twugas-tugas administaul pemerinian yang
lajimnya dikenal dengan nama dofeans/, Dengan demikian, lembaga
banding semata-mata merupakan wahana dan sarana bagi pihak-
pihak yang dikenakan saksi oleh Bursa Efek, LKP dan LPP sebagai
*self regulatory organization”, sehingga keputusan yang diambil oleh

Bapepam atas permohonan banding dari pihak-pihak yang dikenai
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sanksi oleh lembaga-lembaga tersebut tidaklah bersifat final dan
dapat dituntut penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara
{PTUN).

Mengenai kewenangan Bapepam yang dalam melakukan
pengawasan hanya bersifat pasca (posf) audit sebagaimana
ditanyakan oleh F-PP, hal itu dikarenakan adanya satuan pemeriksa
di Bursa Efek yang dapat melakukan pemeriksaan berkala atau
sewaktu-waktu terbadap anggotanya. Namun  dikarenakan
pemeriksaan itu hanya untuk kepentingan Bursa Efek sendiri, maka
terhadap masalah yang bersifat material wajib disampaikan kepada
Bapepam, dalam rangka fungsi pengawasan. Ini tidak berarti bahwa
Bapepam hanya tergantung kepada satuan pemeriksa Bursa Efek,
karena Bapepam dapat melakukan pemeriksaan ‘secara langsung
terhadap bursa atau anggota bursa, termasuk kepada seluruh pelaku
pasar modal pada umumnya.

Selanjutnya apabila ada perbedaan antara laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal sebagaimana ditanyakan oleh
F-ABRI, maka menurut Menkeu bahwa perbedaan-perbedaan
tersebut beserta implikasinya terhadap laporan rugi laba harus
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Secara teknis
penerbitan laporan keuangan lengkap tersebut, akan diatur dalam

peraturan pelaksanaan UU Pasar Modal.
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Dalam menjawab pertanyaan F-KP tentang sanksi administratif
berupa denda, akan lebih diupayakén sebagai remedy agar pihak
yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran lagi di masa yang
akan datang. Dengan demikian, sanksi administartif itu tidak harus
selalu berupa pencabutan ijin atau pembatalan, namun sesuai
dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Demikian pula mengenai pihak-pihak yang menjatuhkan
sanksi dan melakukan penyeliditan kasus-kasus di Pasar Modal,
sudah ditampung dalam Pasal 101 dan Pasal 102 RUU Pasar Modal.
Dalam pasal tersebut, maka yang berkaitan dengan sanksi
administratif akan diberikan oleh Bapepam sedangkan mengenai
sanksi pidana akan ditetapkan oleh badan peradilan yang
berwenang. Begitu pula halnya dengan penyidikan kasus-kasus di
Pasar Modal yang dilakukan oleh Bapepam, senantiasa tetap
berpedoman pada KUHAP.

Terhadap pegawai yang memanfaatkan informasi yang
diperoleh untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, dalam kaitannya
dengan tugas pemeriksaan atau penyidikan sebagaimana yang
ditanyakan oleh F-KP, maka berlaku ketentuan-ketentuan
sebagaimana halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS} lainnya yang
melakukan pelanggaran. Ketentuanketentuan dimaksud, seperti UU

No. 3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, PP No. 30/1980 tentang
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Peraturan Disiplin PNS, serta tidak tertutup kemungkinan untuk
memberlakukan ketentuan yang ada dalam KUHP.

Menurut pemerintah, prinsip-prinsip dalam Securities Act of
1933, Securities Act of 1934 dan Insider Trading Sanction of 1984
sebagaimana yang berlaku di AS, dapat dijumpai dalam RUU Pasar
Modal dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang berlaku
di Indonesia. Dalam menanggapi pertanyaan F-PP, menurut Menkeu
bahwa sampai saat ini belum ada kasus insider frading yang telah
dihukum penjara atau denda. Namun dengan adanya UU Pasar
Modal, diharapkan masalah yang berkaitan dengan insider trading
dapat dideteksi, meskipun penanganannya tidak mudah dan
sederhana. Sebagai suatu ilustrasi, dalam kurun waktu lebih dari 60
tahun sejak lahirnya SEC, baru terdapat beberapa kasus /nsider
trading di AS yang dapat dibuktikan dan diputuskan pengadilan.

Setelah mendengar jawaban pemerintah atas pemandangan
umum para anggota DPR vang disampaikan oleh Menkeu Marie
Muhammad, maka pada tanggal 8 Juni 1995 Rapat Badan
Musyawarah {Bamus} memutuskan bahwa RUU Pasar Modal akan
ditangani oleh sebuah Panitia Khusus (Pansus). Pembentukan Pansus
ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 16 Juni 1995,
dan dengan SK Nomor: 12/DPR-RI/TV/1994-1995 diputuskan bahwa

Pansus beranggotakan 58 orang, yang terdiri 40 orang anggota tetap
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dan 18 orang anggota pengganti. Kemudian berdasarkan keputusan
rapat Pansus dimaksud, maka pada tanggal 20 Juni 1995 melalui SK
Nomor: 47A/Pimp/IV/1994-1995 telah ditetapkan Pimpinan Pansus,
yang terdiri dari Ir. Abdurachman Rangkuti (F-KP) sebagai ketua, dan
4 (empat) crang wakil ketua vyaitu masing-masing Ir. Ny. Hj.
Nikentari Musdiono (F-KP}, H. Andaya lestari (F-ABRI}, H. Yudo
Paripurno, SH. (F-PP) dan Drs. H. Yahya Nasution (F-PDI}.

Setelah dibentuknya Pansus Pasar Modal, maka dilakukan
pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai pasal-pasal dalam
RUU Pasar Modal. Pembahasan antara Pansus dengan pemerintah
tersebut, merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I yang
dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni sampai 22 September 1995.

Pada Pembicaraan Tingkat IV mengenai Pengambilan
Keputusan atas RUU Pasar Modal, pada Sidang Paripurna tanggal 2
Oktober 1995 disampaikan Laporan Ketua Pansus. Dalam sidang
yang dipimpin oleh Drs. Soerjadi sebagai Wakil Ketua DPR-RI/
Korekku (Kordinator Ekonomi dan Keuangan) antara lain disampaikan
hasil pembicaraan tingkat Panitia Kerja (Panja), dimana dari 62

materi permasalahan yang dibahas telah diperoleh hasil:**

%Dalam Laporan Pansus (2 Okiober 1995), disebutkan bahwa proses pembahasan dan
permusyawarahan pada Pembicaraan Tingkat I atas RUU Paser Modal yang dihasilkan Tingkat
Panja, meliputi 698 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh fraksi dan mencakup
455 masalah Dalam 9 hari Raker dapat digelesaikan Pansus sebanyak 229 masalsh, sedangkan 62
maselah ditembah 23 butir definisi dilimpahkan Pansus untuk dibahas dan diputuskan di tingkat
Panja, dan 164 masalah yang bersifat perumusan bahasan dan redaksional serta sistematik, -
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1) Disetujui tetap sesuai RUU berjumiah 39 materi.

o __ _ ____ _2).Disetujuidengan_penyempurnaan berjumlah 3materi. ____ _ __ ____ ___ __

3) Dicabut oleh fraksi pengusul berjumlah 10 materi.
4) Diserahkan kepada Tim Perumus berjumiah 9 materi.
5) Dihapus berjumiah 1 materi
Di samping berisi Laporan Ketua Pansus, pada Pembicaraan
Tingkat IV disampaikan pu_[a Pendapat Akhir fraksi-fraksi atas RUU
Pasar Modal. Dalam pendapat akhirnya, pada prinsipnya seluruh
fraksi meyetujui RUU Pasar modal untuk disahkan menjadi undang-
undang, meskipun terdapat sejumiah catatan.
Catatan yang disampaikan F-PP melalui Ir. H.M. Saleh Khafid,
MM., antara lain mengenai tugas dan wewenang Bapepam. Nemiki=n
puia ualnyas dengan F-ABRI, yang megusuikan adanya 2 (dua)
tambahan wewenang bagi PPNS tertentu yang diberi wewenang -
khusus sebagai penyidik. Kedua wewenang itu adalah, pertama,
tentang menerima [aporan, pemberitahuan atat pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana di Pasar Modal. Kedua,
adalah kewenangan untuk dimulai dan dihentikannya penyidikan,
sesuai dengan Pasal 107 dan 109 KUHAP.%®
Sebagai kata akhir atas telah disetujuinya RUU Pasar Modal,
Menkeu Marfe Muhammad menyebutkan adanya 10 (sepuluh) hal

yang telah disempurnakan dan dipertajam serta mendapat perhatian

%3Sesuai dengan Pasal 7 huruf i KUHAP, penyidik mempunyai wewenang untuk mengadakan
penghentian penyidikar, apabila: (1) tidek terdapat cukup bukti; (Z) peristiwa tersebut termyata bukan
merupakan tindsk pidana; atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
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dewan selama berlangsungnya pembahasan RUU Pasar Modal.
Kesepuluh hal tersebut, meliputi: (1} penajamér; landasan filosofis
RUU Pasar Modal; {2) penegasan mengenai fungsi Bapepam,; (3)
keberadaan Bursa Efek, LKP dan LPP; (4} bentuk hukum reksa dana;
(5) Perusahaan Efek; (6} masalah penyelesaian transaksi bursa dan
penitipan kolektif; (7} profesi penunjang pasar modal; (8) Emiten dan
Perusahaan Publik; {(9) penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan
orang dalam; dan (10) penegasan mengenai pemeriksaan dan
penyidikan, serta penerapan sanksi.

Khusus mengenai point ke-9, kejahatan-kejahatan yang terjadi
di Pasar Modal merupakan kejahatan yang unik dan spesifik, serta

berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Oleh karena itu, F{UU

Pasar Modal menetapkan tiga bentuk kejahatan, yakni: penipuan; - -

manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

Sedangkan mengenai point ke-10, di dalam RUU Pasar Modal
telah memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk menunjuk
PPNS, dalam hal terjadinya tindak pidana. Di samping itu, Bapepam
juga mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif
atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh
ijin, persetujuan atau pendaftaran dari Baﬁepam. Sementara itu,
adanya sanksi pidana yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran

dan kejahatan yang dilakukan, dimaksudkan agar setiap pihak patuh
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terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal, dan sekaligus
menciptakan ®deferrent effect”.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, maka
akhirnya naskah RUU Pasar Modal mendapatkan persetujuan dalam
Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 2 Okfober 1995. Selanjutnya
persetujuan DPR itu ditbangkan dalam Keputusan DPR-RI No.
12/DPR-RI/1/1995-1996 tentang Persetujuan DPR-RI terhadap RUU
Pasar Modal, yang didahului Surat Pengantar DPR-RI kepada
Presiden No. RU.01/4294/DPR-RI/1995 tanggal 2 Oktober 1995.

Mengamati rangkaian proses pembahasan RUU Pasar Modal
sebagaimana diuraikan di atas, setidaknya ada 2 {dua) hal yang dapat
dicerméti. Kedua hal tersebut berkaitan dengan persoalan sentral dalam
kebijakan kriminal, dengan menngunakan sarana penal (hukum pidana).

Pertama, belum nampak adanya suatu pembahasan mendatam
tentang perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
Hal itu terlihat dari hampir tidak tersentuhnya dalam pembahasan,
khususnya mengenai substansi tentang perbuatan dan atau kegiatan
apa saja yang dijadikan pelanggaran ataupun kejahatan di Pasar Modal.

Dalam hal tindak pidana perijinan misalnya, dimana UU No.
8/1995 membedakan antara pelanggaran terhadap perijinan dengan
kejahatan perijinan. Satu hal yang membedakan antara kedua kualifikasi

tindak pidana itu, adalah menyangkut subjek hukum dari pelakunya.
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Kalau- pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap perijinan adalah
orang-perorangan (vide Pasal 32 UU No. 8/1995), sementara pelaku
tindak pidana kejahatan perijinan pada umumnya adalah korporasi { vide
Pasal 6, 13, 18, 30, 34, 43, 48, 50 dan Pasal 64 UU No. 8/1995}.

Pertanyaannya, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh
orang-perseorangan  (individu) semata-mata hanya merupakan
pelanggaran saja? Demikian pula séba}iknya, apakah tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi semata-mata merupakan kejahatan?

Persaalan ini menjadi relevan, sebab tidak semua tindak pidana
yang dilakukan oleh manusia ({individu} itu merupakan suatu
pelanggaran. Dalam kenyataannya, banyak juga tindak pidana yang di-
lakukan oleh individu berkualifikasi sebagai kejahatan. Sinyalemen ter-
sebut berlaku juga untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kedua, belum nampak adanya suatu pola yang permanen
tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam
pembahasan RUU Pasar Modal itu, tidak terdapat suatu pedoman
mengenai sanksi apa yang sebaiknya digunakan terhadap si pelanggar.

Fenomena tersebut terlihat jelas dari tidak adanya perubahan

berarti, mengenai ketentuan pidana di bidang pasar modal. Dengan kata

'Iain, perumusan ketentuan pidana sebagaimana yang diajukan oleh

pemerintah dalam RUU Pasar Modal sepenubnya disetujui oleh anggota

Dewan, tanpa ada suatu penambahan ataupun perubahan berarti.
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Hal ini menimbutkan suafu pertanyaan, apakah rumusan
ketentuan pidana yang diusulkan oleh pemerintah itu sudah sedemikian
sempurnanya, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan atau
perubahan su‘bstansiai? Ataukah para pembahas RUU Pasar Modal tidak
mempunyai pola atau pedoman untuk itu, sehingga rumusan dari
pemerintah itu sepenuhnya disetujui. Pertanyaan ini akan menjadi jelas
dalam implementasi terhadap ketentuan pidana tersebut, sebagaimana

yang akan diuraikan dalam point B pada Bab III tesis ini.

2. Kebijakan Legislatif tentang Ketentuan Pidana di Bidang
Pasar Modal
Kebijakan menetapkan ketentuan pidana, sesungguhnya dapat
dikatakan sebagai embrio diterapkannya sanksi pidana di bidang
pasar modal. Artinya bahwa kebijakan menetapka-n sanksi pidana
dalam UU Pasar Modal, pada hakekatnya juga merupakan kebijakan
untuk mengoperasionalkan sanksi pidana di bidang pasar modal.
Salah satu fenomena kebijakan legislatif dalam UU No. 8/1995
tentang Pasar Modal, adalah ditetapkannya ketentuan pidana
sebagaimana tercantum dalam Bab XV UU No. 8/1995. Ketentuan
pidana itu sendiri terdiri dari 8 (delapan) pasal, yang satu pasal
diantaranya mengatur tenfang kualifikasi dan klasifikasi tindak

pidana, sebagaimana dimuat dalam Pasal 110.
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a. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana Pasar Modal
UU No. 8/1995 membedakan kualifikasi tindak pidana
pasar modal, berupa “pelanggaran” dan “kejahatan”. Perbedaan
itu secara tegas diatur dalam Pasal 118, yang menyatakan:
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
ayat (2), Pasal 105, dan Fasal 109 adalah pelanggaran.
(2} Tindak pidana sebagafmana dimaksud dalam FPasal 103

ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 adalah
kejahatan.

Ketentuan pasal 110 UU No. 8/1995, bukan saja membedakan
tentang kualifikasi tindak pidéna pasar modal, akan tetapi juga
sebagai  klausul  yuridis yang dapat menjembatani
berlaku/tidaknya aturan umum KUHP ke dalam delik atau undang-
undang khusus. Melalui pasal ini pula dapat menjadi tegas,
perbuatan atau tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana dan perbuatan atau tindakan mana yang hanya
merupakan pelanggaran administratif.

Tentu saja pembedaan ini menjadi'penting, sebagai sélah
satu petunjuk bagi aparat penegak hukum mengenai otoritas
kewenangannya di bidang pasar modal. Dalam hal terjadinya
tindak pidana, hanya aparat penegak hukum yang mempunyai
kewenangan untuk menanganinya. Sedangkan dalam hal

terjadinya pelanggaran administratif, maka institusi administratif
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seperti halnya Bapepam, yang berwenang untuk menjatubkan
tindakan atau sanksi administratif terhadap pelanggarnya.
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Pasal
110 UU No. 8/1995 membedakan kualifikasi tindak pidana pasar
modal ké dalam kualifikasi pelanggaran dan kejahatan. Berikut ini,
akan diuraikan lebih lanjut mengenai kedua klasifikasi tindak

pidana tersebut.

1} Pelanggaran

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kategori perbuatens dan atau

pelanggaran pasar modal. Ketiga kategori pelanggaran tersebut,
sebagaimana ditunjuk oleh Pasal 110 ayat (1) UU No. 8/1995.
Pertama, melakukan perbuatan dan atau kegiatan tanpa
ijin dari Bapepam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 103 ayat
(2). Perbuatan dan atau kegiatan tersebut meliputi: melakukan
kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara
Perdagangan Efek, atau Wakil Manajer Investasi, yang hanya
dapat dilakukan oleh perseorangan {Pasal 32). Pengaturan
tentang pelanggaran terhadap perijinan tersebut mendapat paorsi
yang lebih, mengingat sebenarnya hukum pasar maodal

merupakan hukum administrasi yang mencantumkan sanksi
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pidana. Oleh karena itu, perumusan tindak pidana tersebut,
merupakan kebijakan yang mengangkat hukum administrasi
(sanksi administratif) ke dalam hukum pidana (sanksi pidana).

Di samping itu, ketentuan tersebut secara tidak langsung
telah menyiratkan, bahwa tindak pidana pelanggaran terhadap
perijinan untuk melakukan perbuatan dan atau kegiatan éebagai
Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Perdagangan Efek,
atau Wakil Manajer Investasi, hanya mungkin dilakukan oleh
manusia {individu) saja. Kecenderungan tersebut dikarenakan
pembuat undang-undang berasumsi bahwa kegiatan tersebut
hanya mungkin dilakukan oleh orang-perorangan, sehingga
terhadap tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran
perijinan fersebut, pelakunya tidak mungkin merupakan badan
hukum atau korporasi.

Kedua, menerima imbalan dari sesuatu pihak yang dapat
mempengaruhi pembelian atau penjualan efek untuk Reksa Dana,
sebagaimana ditunjuk oleh Pasal 105 UU No. 8/1995. Dalam hal
ini, pihak yang dilarang menerima imbalan tersebut adalah
Manajer Investasi atau pihak terafiliasi, yang secara langsung
maupun tidak "Iangsung dapat mempengaruhi Manajer Investasi

{Pasal 42).



123

Adapun dasar pemikiran dilarangnya Manajer Investasi
atau pihak terafiliasi menerima imbalan, karena keputusan
investasi semata-mata dilakukan untuk kepentingan pemegang
saham Reksa Dana, baik berbentuk perseroan ataupun
pemegang unit penyertaan kontral investasi kolektif. Oleh karena
itu sebagaimana disebulkan daiam penjeiasan Pasal 42 UU No.
8/1995, bukan merupakan suatu imbalan yang dikualifikasikan
sebagai tindak pidana pelanggaran, apabila:

a komisi yang dipercleh Perusahaan Efek tersebut dalam rangka
pemberian jasa sebagai perantara perdagangan efek dengan
tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 41,
dan,

o imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana
investasi sebagaimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan
investasi.

Ketiga, perbuatan dan atau kegiatan yang menghambat
Bapepam dalam melakukan pemeriksaan, melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang diperiﬁtahkan Bapepam, dan setiap
pihak yang memanfaatkan atau mengungkapkan informasi yang
diperolehnya tanpa ijin Bapepam atau diharuskan oleh undang-

undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
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Adapun yang termasuk kategari tindak pidana pelanggaran

dalam kategori kedua ini, secara rinci disebutkan dalam Pasal

100 UU No. 8/1995, yaitu:

(a)

(b)

{c)

menghambat Bapepam dalam melakukan pemeriksaan,
terhadap setiap pihak yang melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar
modal  dan peraturan  pelaksanaannya.®  Terhadap
pelanggaran ini, pelaku pada umumnya berasal dari pihak
yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga tidak
menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh pegawai
Bapepam sendiri.

tidak mematuhi perintah Bapepam-untuk melakukan atau
tidak melakukan kegiatan tertentu (Pasal 100 ayat 2 huruf b
dan d UU No. 8/1995). Dalam pal ini, pelakunya semata-mata '
adalah mereka yang melakukan pelanggaran; |
memanfaatkan untuk diri sendiri dan atau mengungkapkan
informasi yang diperoleh dari pemeriksaan kepada pihak lain,
selain yang ditentukan undang-undang (Pasal 100 ayat (4) jo
Pasal 100 ayat {2) huruf a dan ¢ UU No. 8/1895). Dalam hal

pelanggaran ini, pelakunya tertuju pada pegawai Bapepam

K etentuan ini hampir sama dengan Pasal 221 ayat (1} ke-2 KUHP, dimana terhadap pelakunya
diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda maksimal Rp. 300,-.
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atau pihak lain yang ditunjuk Bapepam untuk melakukan

pemeriksaan.

Mencermati ketiga kategori pelanggaraan pasar modal
tersebut, terlihat bahwa ada 2 (dua) bentuk perumusan delik.
Dalam hal pelanggaran bentuk pertama, termasuk dalam
rumusan delik formal. Hal ini dikarenakan peia_nggaran terhadap
perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (2) itu, tidak
mensyaratkan ataupun mengharuskan adanya akibat yang timbul
dari pelanggaran tersebut.”

Sedangkan terhadap kategori kedua dan ketiga termasuk
dalam rumusan delik materiil, karena mensyaratkan adanya suatu
akibat dari tindak pidana pelanggaran itu. Adapun akibat yang
mungkin timbul dari pelanggaran kategori kedua dan kategori
ketiga tersebut, diantaranya:

o Seorang Manajer Investasi yang membatalkan penjualan'

terhadap sesuatu efek yang sudah direncanakan sebelumnya

et PAF. Lamintang, delik formal {formeel delict) adalah delik yang dianggap telah sesuai
dengan dilakukanya findakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
Sedangken delik material (materiil delict) adalsh delik yang dianggap telah selesai dengan
ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Di dalam
KUHP sendiri, yang termasuk delik forrnal seperti Pasal 162 {penghasutan), Pasal 209 (Penyuapan),
Pasal 210 (Penyuapan pada Hakim), Pasal 242 (Sumpeh Palsu}, dan Pasal 362 (Pencurian).
Sernentara yang termasuk ke dalam delik materil, serperti: Pasal 149 (Penyuaoan pada saat Pernilu),
Pasal 187 (Menimbuikan Kebakaran, Ledakan atau Banjir), Pasal 338 (Pembinuhan) dan Pasai 372
(Penipuan). P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984,
Cetakan Pertarna, hal 202-203. SR. Sianturd, Azas-Arzss Hukum Pidana di Indonesia dan
Pencrapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985, Cetakan Kedua, hal, 237.
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karena terpengaruh ofeh imbalan yang diterimanya, sehingga
mengakibatkan pemegang saham Reksa Dana menderita
kerugian.

o Bapepam tidak dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap
dugaan terjadinya pelanggaran karena adanya pihak yang
menghalang-halangi pemeriksaan,  sehingga pelaku
pelanggaran tidak diketahui ataupun dapat terhindar dari
sanksi pidana;

o Informasi vang diperoleh dari hasil pemeriksaan diberikan
kepada pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang
saham itu melepas seluruh saham yang dimilikinya dan
terhindar dari kerugian yang besar. Padahal informasi material
itu cukup siginifikan, dan karenanya merugikan pihak lain yang

tidak mengetahui informasi itu.

2) Kejahatan

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2},
tindak pidana kejahatan pasar modal dapat diklasifikasikan ke
dalam 4 {empat) kategori. Pertama, setiap perbuatan dan atau
tindakan yang dilakukan tanpa ijin.

Di dalam Pasal 103 ayat {1} UU No. 8/1995 telah

ditegaskan, bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di
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Pasar Modal harus dengan ifin, persetujuan atau penldaftaran dari
Papeparm. Ketentuan ini identik dengan aturan pada Section 6
dalam Securities Exchange Act of 1934, yang mengharuskan
setiap pihak yang akan mendirikan bursa efek harus dengan seijin
Securities Fxchange Commision (SEC).

Adapun kegiatan yang harus mendapat ijin dari Bapepam,
meliputi: penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek
(Pasal 6); Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 13); Reksa Dana (Pasal
18); Perusahaan Efek {Pasal 30); Penasehat Investasi (Pasal 34);
Kustodian {Pasal 43); Biro Administrasi Efek {Pasal 48); Wali
Amanat (Pasal 50); dan melakukan kegiatan sebagai Profest
Penunjang Pasar Modal (Pasal 64). Dengan kata lain, untuk
melakukan usaha dan atau kegiatan seperti itu harus dengan ijin
Bapepam. Apabila suatu kegiatan dan atau usaha seperti itu tidak
didasarkan pada suatu ijin resmi, maka usaha dan atau kegiatan
tersebut menjadi ilegal dan fermasuk ke dalam tindak pidana
kejahatan pasar modal.

Kedua, setiap perusahaan publik afaupun kegiatan
penawaran umum yang dilakukan Emiten tanpa menyampaikan
pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Menurut ketentuan

sebagaimana vang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)
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UU No. 8/1995 itu, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 dan
73 termasuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan pasar
modal.

Di dalam kategori kedua ini, yang dikatakan sebagai suatu
kejahatan pasar modal, apabila kegiatan penawaran umum yang
dilakukan oleh emiten ternyata sebelumnya tidak didasarkan pada
pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepadé Bapepam.
Artinya bahwa penawaran umum itu baru dapat dilakukan oleh
emiten, setelah pernyataan pendaftaran itu berlaku efektif {Pasal
70 ayat (1) UU No. 8/1995).

Kewajiban untuk menyamﬁaikan pernyataan pendaftaran
kepada Bapepam, berlaku pula bagi setiap pérusahaan publik.
Dengan kata lain, apabila perusahaan publik tersebut tidak
menyampaikan penyataan pendaftarannya ke pada Bapepam,
maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan pasar
moda! {Pasal 73 UU No. 8/1995).

Ketiga, penipuan dan manipulasi pasar. Terhadap kedua
bentuk kejahatan pasar modal ini, setidaknya ada dua ketentuan
pasal yang dapat dicermati. Ketentuan yang perfama
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU No. 8/1995, yaitu: |

Setiap pihak yang bertujuan menpu atau merugrikan pihak
lain  atau menyesatkan Bapepam, menghiangkan,

memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, atau memalsukan catatan aari pihak yang
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memperoleh fjin, perselujuan, atau pendaftaran fermasuk
Fmiten dan Perusahaan Publk, diancam dengan pidana
penjara maksimal 3 (tiga) lzhun dan dends maksimal Rp.
5.000.000.000,00 (ima milyar rupiaf1).

Sedangkan ketentuan kedua yang mengatur tentang tindak
pidana kejahatan penipuan dan manipulasi pasar yaitu Pasal 104
UU No. 8/1995, dengan ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh)
tahun dan denda maksimal Rp. 15 milyar. Oleh Pasal 104 sendiri,
kejahatan penipuan dan manipulasi pasar ditunjuk empat pasal:

o Pasal 90, yang menetapkan tiga bentuk kejahatan penipuan
dan manipulasi pasar, yakni: (1) menipu atau mengelabui
pihak lain dengan menggunakan safana dan cara apapun; (2)
turut serta menipu atau mengelabdi pihak lain; dan (3} mem-
buat pernyataan tidak bDenar mengenai fakta material atau
mengungkapkan fakta material dengan maksud untuk meng-
untungkan atau menghindarkan kerugian atau dengan tujuan
mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

o Pasal 91, vang melarang adanya tindakan yang ditujukan
untuk menciptakan gambaran semu atau ‘menyesatkan
mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga
efek di Bursa Efek.

o Pasal 92, yang melarang adanya transaksi yang menyebabkan

harga efek di Bursa Efek tetap naik, atau turun dengan fujuan
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mempengaruhi pihak fain untuk membeli, menjual atau
menahan efek.

o Pasal 93, yang menetapkan bahwa membuat pernyataan atau
memberi keterangan yang secara material tidak benar atau
menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa
Efek. Tindak pidana tersebut dapat berbentuk: (1)
kesengajaan {de/k dolus), yaitu apabila pihak yang
bersrangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
pernyataan atau keterangan itu secara material tidak benar
atau menyesatkan; dan {2) kealpaan (delk culpa), yaitu
apabila pihak yang bersangkutan tidak cukup hati-hati dalam
menentukan kebenaran material dari pernyataan atau
keterangan tersebut.*®

Dari adanya dua ketentuan pasal yang mengatur mengenai
penipuan dan manipulasi pasar (Pasal 104 dan Pasal 107 UU No.

8/1995), setidaknya ada dua hal yang menarik untuk dicermati.

Pertama, perumusan tindak pidana pasar modal sebagaimana

diatur dalam Pasal 107 UU No. 8/1995, agak berbeda dengan

perumusan tindak pidana pada umumnya dalam KUHP.

%Di dalarn KUHP terdapat juga rumusan delik, dimana terhadap suatu unsur tertentu berlaku
bersamean entara kesengajaan atau kealpaan, dengan ancaman pidana yang sama. Dalam Pasal 480
KUHP misalnya, adanya penadzehan (heling) mensyaratkan pelaku mengetahui atau sepatutnya harus
mengetahui, bahwa benda tersebut diperoieh dari hasil kejahatan. Rumusan delik yang demikien itu
biasa disebut sebagai pro parte dohus pro parte audpa. Lihat Moeljatno, Op. Cit, hal. 185-192.
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Salah satu unsur delik dalam Pasal 107 UU No. 8/1995,
yaitu adanya unsur *bertujuan menipu”. Padahal di dalam KUHP
sendiri, penipuan merupakan suatu delik yang mempunyai unsur-
unsur sendiri. Adapun unsur-unsur penipuan sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP,. yaitu: %

Unsur obyektif:
Membujuk/menggerakan  orang  lain  dengan alat
pembujuk/penggerak:

o memakai nama palsu;
memakai keadaan palsu;
rangkaian kata-kata bohong;
tipu muslihat;

agar:

menyerahkan sesuatu barang;
membuat hutang;

menghapus piutang.

o000 ocood

Unsur subyektif:

Dengan maksud:

o menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
o dengan melawan hukum.

Sedangkan di dalam Pasal 167 UU No. 8/1995, tidak
diberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai unsur
*bertujuan untuk menipu” tersebut. Apakah rumusan “menipu” itu
sama kualitasnya dengan delik penipuan, sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Mengingat dalam penjelasan
Pasal 107 UU No. 8/1995 tidak diperinci unsur “bertujuan untuk

menipu” itu, maka pertanyaan seperti itu menjadi penting

" Moch, Anwar, Hukurg Pidans Bagian Khusus (KUHP ID), Jilid I, Alumni, Bandung, 1982,
Cetakan Ketiga, hal. 40-41, _
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sehingga tidak terjadi kesa!ahan persepsi dalam penerapan Pasal
107 UU No. 8/1995.

Kedua, bahwa istilah “bertujuan” sebagaimana dimuat
dalam rumusan Pasal 107 UU No. 8/1995, tidak dijumpai di dalam
rumusan pasal-pasal KUHP. Demikian pula halnya, dengan
penempatan istilah "bertujuan pada awal rumusan delik.

Apabila istilah “bertujuan” yang terdapat dalam Pasal 107
UU No. 8/1995 dimasukkan dalam kesengajaan {defik do!us),
maka perscalannya apakah istilah  “bertujuan”  dapat
disepadankan dengan istilah-istilah kesengajaan dalam KUHP.
Persoalah ini dikemukakan, mengingat istilsh yang digunakan
KUHP untuk menyatakan kesegajaan biasanya méiiputi:mlO

{a) Kesengajaaan, dengan sengaja, sengaja (opzefelijk),
seperti: Pasal 187 {Pembakaran), Pasal 281 {Merusak
Kesusilaan di Muka Umum}, Pasal 304 (Menyengsarakan
Orang yang Wajib Dirawatnya), Pasal 310 (Menista),
Pasal 333 (Merampas Kemerdekaan Orang}, Pasal 338
{Merampas Nyawa Orang), Pasal 354 {Menganiaya Berat)
dan Pasal 372 {Penggelapan).

{b} yang diketahuinya {wetende dat}, seperti yang terdapat
dalam Pasal 204 {Menjual Barang yang Dapat Merusak
Kesehatan), Pasal 220 {(Memberikan Laporan/Pengaduan
Palsu tentang Adanya Kejahatan}, Pasal 419 (Penyuapan
Pasif}.

(¢} sedang diketahuinya (waarvan hf wef), seperti yang
terdapat dalam Pasal 110 ayat (2) ke-3 {menyediakan
alat-alat untuk pemberntakan) Pasal 275 {(Menyimpan
Barang untuk Pemalsuan Surat}, Pasal 250 (Menyediakan
Barang untuk Memalsu Uang).

19051 anturd, Op. Cit., hal. 181-182.
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(d) sudah tahu (wist), seperti yang terdapat dalam Pasal 483
ke-2 (Kejahatan Penerbit).

(e) dapat mengetahui (kennis dragende), seperti yang
terdapat dalam Pasal 164, Pasal 464 (Kewajiban untuk
Melaporkan tentang Adanya Suatu Pemufakatan untuk
Melakukan atau Merencanakan Kejahatan).

(f) telah dikenalnya (waarvan hem bekend was), seperti
yang terdapat dalam Pasal 245, Pasal 247 (Mengeluarkan
Uang Palsu).

(q) telah diketahuinya {(waarvan hij kef), seperti yang
terdapat dalam Pasal 282 (Kejahatan Pornografi}.

(h) bertentangan dengan perbuatannya (fegen beltter
wetters), seperti yang terdapat dalam Pasal 311 (Fitnah).

(i) pengurangan hak secara curang (ferberdriege lijke
verkorting), seperti yang terdapat dalam Pasal 397
(Kejahatan dengan Kepailitan}.

(j) dengan tujuan vang nyata (mef kennelijk doel), seperti
yang terdapat dalam Pasal 310 (Menista, Pencemaran}.

(k) dengan kehendak/maksud (et het oogmerk).

Di dalam kepustakaan hukum pidana, penempatan unsur
kenegajaan yang diletakan pada awal rumusan delik, maka unsur-
unsur yang ada di belakangnya bharus diliputi oleh unsur
kes_engajaéri. Mengacu pada pendapat tersebut, maka ketentuan
Pasal 107 UU No. 8/1995 mensyaratkan pelaku harus mengetahui
dan/atau menginsyafi:

o tindakannya untuk menipu atau merugikan pihak Bapepam
atau menyesatkan Bapepam.

o Sifat melawan hukum dari "menghilangkan, menyembunyikan
atay memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh ijin
persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan

perusahaan publik.
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Akibat dari kebijakan formulasi pidana yang tidak biasanya
digunakan dalam KUHP tersebut, memungkinkan timbulnya
kesulitan dalam implementasinya. Dalam hal ini, dapat
memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran maupun
perbedaan penerapan pasal antara penyidik dengan Jaksa
Penuntut Umum (JPU). Padahal salah satu kunci keberhasilan
dalam penanganan suatu perkara pidana melalui mekanisme
Sistem Peradifan Pidana (SPP), apabila terdapat kesamaan cara
pandang dan persepsi dari masing-masing komponen di
dalamnya, termasuk kesamaan antara penyidik dengan JPU dalam
menerapkan pasal-pasalnya.

Mengenai persoalan ini, akan dibahas lebih lanjut dalam
point B, khususnya terhadap penerapan Pasal 107 UU No. 8/1995.
Dari pembahasan itu, diharapkan dapat lebih memperjelas
tentang permasalahan penggunaan sarana penal terhadap tindak
pidana di Pasar Modal, sebagaimana pokok permasalahan kedua

dalam tesis ini.

Keempat, perdagangan orang dalam (isider trading).
Dimasukkannya #sider trading dalam kategori tindak pidana
kejahatan pasar modal, dikarenakan Pasal 134 sendiri telah

menunjuk Pasal 95, 96, 97 avat {1} dan Pasal 98, sebagai
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perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sestai dengan

ketentuan Pasal 104. Padahal ketentuan Pasal 104, telah

ditetapkan oleh Pasal 110 ayat (2) sebagai tindak pidana
kejahatan.

Insider trading dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atas
efek (dengan muara akhir berupa kegiatan penjualan dan
pembelian), yang dilakukan oleh pihak tertentu berdasarkan
unpublished inside information (Pasal 95-98). Dengan asumsi
bahwa suatu pihak memiliki unpublished inside information, maka
aktivitas yang termasuk lingkup insider trading, diantaranya
meliputi:

a) kegiatan transaksi {jual-beli} atas efek yang menjadi objek
insider trading {dealing), sebagaimana diatur dalam Pasal 95
UU No. 8/1995.

b) mendapatkan {menggunakan} pihak lain, baik dengan atau
tanpa bujukan, untuk melakukan transaksi tersebut {(procuring
or censelling another person fo gealy, seperti diatur dalam
Pasal 96 huruf a UU No., 8/1995.

¢} memberikan informasi tersebut pada pihak lain yang patut
diduga dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi
(communicating the info to other persorn and that other person

is likely to use the info for dealing), seperti Pasal 96 huruf a.
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Dalam kegiatan bursa efek di berbagai negara, praktek-
praktek insider trading merupakan aktivitas yang terlarang dan
terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Sebagai bahan
perbandingan, larangan #sider frading itu terdapat dalam WTE
(Wet Toetzicht f‘ﬁecfenrerkeer atau biasa disebut Securities
Transaction Supervisionn Act), yaitu Undang-Undang' Perdagangan
Efek di Belanda. Pada artic/e 31a WTE antara lain berisi larangan
kepada mereka yang memiliki informasi orang dalam, dan dengan
informasi itu dapat memperoleh keuntungan. Sanksi yang
dikenakan berupa hukuman pidana penjara maksimal dua tahun
dan/atau denda sebesar 25.000 gulden, sedangkan apabila
ditakukan oleh badan hukum (korporasi} maka sanksi dendanya
menjadi 100.000 gulden. Apabila keuntungan yang dipereleh dari
insider trading mencapai 6.250 gulden maka maksimum dendanya
dapat meningkat menjadi 100.000 gulden, dan bila dilakukan cleh
badan hukum yang memperoleh keuntungan 25.000 gulden maka

dendanya menjadi 1.000.000 gulden.

. Kebijaksanaan Sistem Pidana dan Pemidanaan

Menurut L.H.C. Hulsman dalam * 7he Dufch Criminal
Justice Systems For a Comparative Legal Perspective”,

mengartikan sistem pemidanaan {the sentencing system) sebagai
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aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi
pidana dan pemidaﬁaan (the statutory rules relating to penal
sanctions and punishment)®™ Dalam hal ini, akan dibicarakan
beberapa persoalan yang berkaitan dengan sfrafmaat (ukuran
pemnidanaan) dan strafsoort (jenis pidana), yang merupakan

subsistem pemidanaan.

1) Strafmaat{Ukuran Pemidanaan)

Dalam menefapkan jumlah atau lamanya ancaman
pidana, pada dasarnya UU No. 8/1995 menganut sistem yang
selama ini dianut KUHP, yaitu sistem sdefinife atau sistem
maksimum.!® Mengingat adanya pembagian antara pelanggaran
dan kejahatan, maka ancaman hukuman vang dikenakan
terhadap keduanya mermpuriyai kuaiifikasi yang berbeda.

Ancaman pidana yang ditujukan terhadap tindak pidana
pelanggaran di bidang Pasar Modal relatif lebih ringan daripada
yang diancamkan terhadap tindak pidana kejahatan, yaitu pidana
kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-
banyaknya Rp. 1 milyar. Sedangkan ancaman ferhadap tindak

pidana kejahatan pasar modal, diterapkan dalam tiga bentuk

10l Bards Nawawl Arief (Bunga Rampai....), Op. Cit., hal. 129.

102 fomut Colin Howard, terdapat 3 (tiga) keuntungan dari sistem indefinite, yaitu: (a) dapat
menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana; (b) memberikan fleksibiltas dan
diskresi kepada kekuasaan pemidaen; dan (¢) melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan
menetapkan batas-batas dari kekuesaan pemidanaan. Lihat dalam Ibid., hal. 131-132.
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variasi yaitu: (1) penjara 3 tahun dan denda Rp. 5 milyar; (2}
penjara 5 tahun dan denda Rp. 5 milyar; dan (3) penjara 10
tahun dan denda Rp. 15 milyar.

Sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tindak
pidananya, UU No. 8/1995 menggunakan 2 {dua) bentuk
perumusan. Adapun pola perumusan pidananya, meliputi:

(1) Diancam dengan pidana penjara dan denda, untuk
kejahatan; dan

(2) Diancam dengan pidana kurungan dan denda, untuk
pelanggaran.

Antara lamanya pidana penjara dan besarnya denda
tidask mempunyai suatu perbandingan tertentu, dalam arti
meningkatnya waktu (lamannya) pidana penjara tidak serta merta
memperbesar pidana denda yang dikumulasikannya. Di satu sisi
ada kejahatan yang dikenai ancaman pidana maksimum penjara 3
t.ahun dan denda Rp. 5 milyar, sebagaimana yang dimuat dalam
Pasal 106 ayat {2) dan Pasal 107. Sementara di sisi lain, ada pula
kejahatan yang ancaman pidana penjaranya selama 5 tahun
sedangkan maksimal dendanya sebanyak Rp. 5 milyar,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1). Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tindak Pidana Ancaman Hukuman
Pelanggaran 1 tahun Rp. 1 milyar
Kejahatan | Bervariasi: | Rp. 5 milyar dan |
3,5, 10 tahun Rp. 16 milyar

2) Strafsoort{lenis Pidana;

Terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran di bidang
Pasar Modal, sanksi pidananya dirumuskan secara kumulasi
antara dua pidana pokok. Untuk tindak pidana kejahatan pasar
modal diancam dengan pidana pokok penjara dan denda,
sedangkan untuk tindak pidana pelanggaran pasar modal diancam
dengan pidana pokok kurungan dan denda. |

Kebijakan formulatif tersebut berbeda dengan yang
terdapat dalam KUHP selama ini, dimana terhadap satu kejahatan
atau pelanggaran hanya dijatuhkan satu hukuman pokok.™®
Kalaupun kumulasi pidana tersebut diterapkan, umumnya antara
pidana pokok dengan pidana tambahan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Wethoek van Stafrecht (WvS) 1886 yang tidak
mengenal adanya hukuman pokok kumulasi {cummufatie van

hoofdstarifer). Demikian pula halnya dengan di Indonesia,

103 ferurut R, Soesilo, undang-undang (KUHP-per:) membedakan 2 (dua) macam hukuman (pidana},
yaitu: pidana pokok dan pidena tambahan. Terhadap satu kejzhatan atau pelanggeran henya boleh
dijatuhken satu pidana pokok, yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak
diperkenankan Dalam beberapa hal, kumulasi diterspkan antara pidana pokok dengan pidana
tarmnbehan. Selanjutnya baca R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-

Komentamnya Lengkap Pasal Derni Pasal, Politeia, Bogor, Tanpa Tahun, hal. 30
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kumulasi hukuman pokok itu pada umumnya belum diterima dan
diatur dalam KUHP Indonesia, '

Pada hakekatnya perumusan kumulatif ini tidak berbeda
dengan perumusan tunggal, karena mengandung keharusan
untuk menjatuhkan pidana kurungan/penjara dan denda. Salah
satu kelemahan dari sistem perumusan itu terletak pada sifatnya
yang sangat kaku, yaitu tidak memberikan kesempatan atau
kebebasan pada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang
dianggapnya paling sesuai untuk terdakwa. Jadi kurang
memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan
individualisasi pidana yang berorientansi pada orang, khususnya
untuk menentukan jenis pidana,'®

Kelemahan lain dari perumusan tersebut menyangkut
sistem yang sangat mekanis, dalam arti apabila perbuatan
terdakwa telah memenuhi rumusan delik maka seclah-olah secara
otomatis telah tersedia jenis pidana yang pasti. Dengan hanya
menggunakan sistem perumusan kumulatif nambak bahwa UU
No. 8/1995 mengandung koniradiksi ide dengan konsepsi

permasyarakatan. Konsepsi yang bertolak dari ide rehabilitasi dan

1%4gatochid Kartanegers, Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa kots, tanpa
tahun, hal. 328-329. Baca pula dalam Sianturi, Op. Cit., hal. 454.

10°pilihat dari sudut penerspan jenis pidana, maka sistem perumusan imperatif ini merupakan
pengaruh aliran klasik, yang ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku
Pada awal timbulnya aliran ini, sama sekali tidak memberikan kebebasan pada hekim untuk
menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan. Sudarto (Hukum dan. ..}, Op. Cit., hal. 47-55.



cl

141

resosialisasi, jelas menghendaki adanya individualisasi dan
kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk

terdakwa.

Kebijakan Penerapan Pidana Terhadap Korporasi

Fenomena legislatif yang terasa janggal dari perumusan
secara kumulatif di dalam UU No. 8/1995, adalah terhadap subjek
hukum yang berbentuk korporasi. Di dalam ketentuan pidananyé,
ditunjuk beberapa perbuatan dan atau kegiatan yang merupakan
pelanggaran dan kejahatan Pasar Modal.

Sementara itu, di dalam beberapa ketentuan pasal-
pasalnya terdapat pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan
oleh: (1) orang perorangan; (2) orang perorangan dan badan
hukum; serta (3} korporasi. Artinya bahwa terdapat pelanggaran
maupun kejahatan pasar modal, yang subjek hukumnya di
samping dilakukan oleh individu dan badan hukum, ada juga yang
hanya dilakukan oleh korporasi semata. Hal tersebut antara lain
terlihat dari kejahatan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan  atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, yang hanya dapat dilakukan oleh
sebuah perseroan (Pasal 13). Demikian pula dengan kegiatan

usaha Reksa Dana (Pasal 18}, Perusahaan Efek (Pasal 30), Biro
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Administrasi Efek {Pasal 48), yang kesemuanya itu hanya
dilakukan oleh perseroan.

Terhadap hal yang demikian, tentunya menjadi
persoalan adalah mengenai penerapan pidananya. Di satu sisi, UU
No. 8/1995 hanya memformulasikan secara kumulatif antara
pidana kurungan/penjara dan pidana denda, tanpa memberikan
adanya perumusan yang alternatif. Padahal di sisi lain, korporasi
tidak mungkin dikenakan pidana penjara/ kurungan.

Persoalan tersebut semakin nampak, karena UU No.
8/1995 sendiri tidak memberikan semacam “pedoman” di dalam
aturan umumnya. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas apakah
ancaman pidana kurungan/penjara dapat dikonversikan atau
diganti dengan pidana denda.'®

Sementara itu dalam KUHP sekarang, tidak menunjuk
ke arah dapat dipidananya suatu korporasi. Meskipun ada
beberapa pasal yang seakan-akan menyinggung subjek hukum
korporasi {Pasal 59 dan Pasal 169 KUHP), tetapi yang diancam
pidana adalah orang bukan korporasi. Misalnya Pasal 59 KUHP,
yang menentukan dapat dipidana adalah orang yang melakukan

suatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Akan 'tetapi seorang

106) fermurut UTJ No. 18 Prp 1960, satu hari kurungan diekuivalenkan dengan denda setengah rupiah
atan kurang, setelah disesuaikan sebanyak 15 kali. Namun ketentuan tersebut dapat diberlakukan
apabila terdakwa yang dijatuhi hukuman denda tidak mampu membayarnya, sehingga dxgann dengan
hukurnan kurungan (Pasal 30 ayat (2) UU No, 18 Prp 1960). :
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anggota badan pengurus atau komisaris dapat membebaskan diri,
apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan
tanpa ikut campur tangannya. Sedangkan di dalam Pasal 169
KUHP, mengatur tentang keikutsertaan di dalam suatu
perkumpulan yang beriujuan melakukan kejahatén ataupun
pelanggaran. Terhadap pendiri-pendiri atau pengurusnnya,
hukumannya diperberat dengan sepertiganya (Pasal 189 ayat (3)

KUHP).

Berbagai fenomena legislatif yang ada dalam UU No. 8/1995
tersebut, bukan saja menunjukkan adanya perbedaan dalam cara
memformulasikan kebijakan hukum pidana tetapi juga menunjukkan
adanya pergeseran dari beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP.
Sesungguhnya, perbedaan dan pergeseran dari ketentuan yang ada di
dalam KUHP tersebut dimungkinkan, mengingat Pasal 103 KUHP sendiri
telah memberikan kelongaran, yaitu:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampal dengan Bab VI buku ini
Juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang okh Kelentuan

perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecual jka
oleh undang-undang ditentukan Jain.

Kelonggaran yang diberikan oleh KUHP tersebut, sesuai dengan adagium

lex spesialis derograt lex generals.

1973 foeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Cetakan
Kesernbilanbelas, hal, 40. B
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Akan tetapi pergeseran yang ada dalam UU No. 8/1995
tersebut, tidak cukup hanya dirumuskan dalam ketentuan pasalnya saja.
Seharusnya pergeseran dari ketentuan umum KUHP itu, diformulasikan
di dalam ketentuan UU No. 8/1995. Hal ini dimaksudkan agar tidak
terjadi kejanggalan dalam penerapan hukumnya, yang i satu sisi
neniggunakan ketentuaan pidana dalam UU No. 8/1995, sementara di

sisi lain tetap terikat pada ketentuan yang ada dalam KUHP.

. Kebijakan Aplikasi dari Sarana Penal dalam Tindak
Pidana Pasar Modal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, baru ada satu kasus yang penanganannya
dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana..Dalam hal ini, PPNS
Bapepam telah melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak
pidana pasar modal tersebut, dan berkas perkara hasil penyidikannya
telah diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindak fanjuti ke dalam tahap
berikutnya.

Meskipun belum sampai pada tahap persidangan di
pengadilan, namun penindakan seperti itu setidaknya menunjukkan
bahwa ketentuan pidana yang ada di UU No. 8/1995 telah digunakan
dalam penanggulangan tindak pidana di pasar modal. Penindakan

seperti yang dilakukan PPNS Bapepam itu juga sekaligus telah
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memupuskan anggapan, bahwa ketentuan pidana tidak pernah
digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana pasar modal.
Adapun tindak pidana pasar modal yang dilimpahkan kepada
Kejaksaan untuk ditindaklanjuti, adalah berkas perkara atas nama
tersangka Rudy Ramli dan Rusli Surjadi yang dituduh melanggar Pasal
107 UU No. 8/1995 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Untuk lebih memperjelas
pembahasan dalam tesis ini, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai
kasus posisi dari perkara itu dan kemudian menyangkut proses

penanganannya.

1. Kasus Posisi

Tuduhan terhada{ﬁ tersangka Rudy Ramli dan tersangka Rusli
Surjadi, bermula dari adanya perjanjian pengalihan (cessie) tagihan
antara PT Bank Bali Thk. (PT. BB) dengan PT Era Giat Prima {PT.
EGP) dan PT Persada Harum Lestari {PT. PHL). Pengalihan {cessie)
tagihan antara PT. BB dan PT EGP dituangkan dalam suatu perjanjian
yang ditandatangani oleh Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. BB
dan Rusli Surjadi yang mewakili Direksi Perseroan PT. BB. Dalam
perjanjian dengan Nomor: 802/P-EGP/I-99 tanggan 11 Januari 1999
tersebut, antara lain disebutkan bahwa PT. BB telah memberikan
kuasa pada PT. EGP untuk melakukan penagihan pada Badan

Penyehatan Perbankan Nasional {BPPN) atas piutang PT. BB
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terhadap PT. Bank Dagang Negara Indonesia {BDNI) senilai Rp.
590.091.770.000,- (lima ratus sembilan puluh milyar sembilan puluh
satu juta tujuh ratus tujuh pulub ribu rupiah) dan terhadap PT. Bank
Umum Nasional (PT. BUN} senilai Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus
milyar rupiah).

Namun setelah petjanjian pengalihan (cessre) tagihan yang
dibuat di Gedung PT. BB Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta
Selatan itu, tersangka Rudy Ramh dan Rusli Surjadi tidak segers
melaporkan kepada pihak Bapepam maupun tidak
mengumumkannya kepada masyarakat. Dalam hal i, kedua
tersangka tidak menyampaikan adanya pengalihan {cessse) tagihan
antara PT. BB dengan PT. EGP kepada Kantor Akuntan Publik
Prasetio & Co. selaku auditor PT. BB, yang mengaudit laporan
keuangan konsolidasi PT. BB per-31 Desember 1998. Padahal PT. BB
sendiri telah berstatus emiten’®, berdasarkan Surat Ijin Menteri
Keuangan No. SI-070/SHM/MK.10/1989 tertanggal 2 Desember 1989
perihal Surat Ijin Emisi Saham PT Bank Bali Tbk. Dengan demikian
pihak Bapepam menganggap bahwa, pérjanjian pengalihan (ces.s,r;é)
tagihan antara PT. BB dengan PT. EGP, merupakan peristiwa setelah

tanggal neraca dan cukup signifikan serta nilainya cukup material.

1% ermrut Ketentuan Pasal 1 point 6 UU No. 8/1995, Emiten adaleh pilak yang melakduar:
PENEWAraI IR, '
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Dari fakta-fakta seperti itu, maka pihak Bapepam melalui Biro
PKP 1 melaporkan dugaan adanya tindak pidana Kepala Bagian
Penyelesaian dan Penyidikan Keterbukaan Emiten dan Publik selaku
Penyidik. Dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor LK-
01/PM.3.3/1999 tanggal 26 Juli 1999 antara lain disebutkan, bahwa

penyidik telah menerima laporan dari Biro PKP, yang melaporkan hal-

hal sebagai berikut:*®

i. Bahwa laporan keuangan tahunan PT. Bank Bali Tbk. Tahun
1998 terungkap potensi kerugian karena kemungkinan tidak
tertagihnya piutang PT. Bank Bali Tbk. pada Bank Beku
Operasi {BBO).

2. Pada bulan April 1999 PT. Bank Bali Thk. ditetapkan Bank
Indonesia sebagai bank peserta rekapitalisasi dimana Standard
Chartered Bank bertindak sebagai investor strategis PT. Bank
Bali Tbk, yang akan memenuhi kewajiban penyertaan modal
sebesar 20% sebagaimana yang dipersyaratkan.

3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1999 Bank Indonesia menetapkan
PT. Bank Bali Thk. sebagai Bank Take Over (BTD).

Bardasarkan laporan sebagaimana tersebut pada butir 1, 2 dan butir
3 di atas, Bapepam menduga bahwa Rudy Ramli dkk. {manajemen
PT. Bank Bali Tbk.) telah melanggar Pasal 107 UU No. 8/1995
tentang Pasar Modal. Pebuatan mana dilakukan dengan cara antara
lain, tersangka telah menyembunyikan catatan dari PT. Bank Bali

Thk. di PT. Bank Bali Tbk. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta

Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam

1%hata ini diperoleh dari arsip yang ada pada Kabag P3I Biro PP Bapepam, dalam rangkaian
wawancara pribadi dengan Sutrisno, SH. di Gedung Bapepam Jakarta, pada tanggal 21 September
2000. :
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daerah hukum DKI Jakarta, pada tanggal 11 Januari 1999 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 1998 sampai
dengan bulan Oktober 1999.

Atas dasar laporan kejadian tersebut, kemudian Bapepam
mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, dengan maksud untuk
mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap dugaan terjadinya
tindak pidana di Pasar Modal. Dari hasil penyidikan tersebut, maka
dalam Berkas Perkara tertanggal 16 Desember 1999, penyidik
berkesimpulan bahwa tersangka Rudy Ramli dan Rusli Surjadi telah

melanggar Pasal 107 UU No. 8/1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

2. Penanganan Perkara

Berkas perkara atas nama tersangka Rudy Ramli dan Rusli
Surjadi dilimpahkan oleh PPNS Bapepam kepada Kejaksaan pada
tanggal 16 Desember 1999, yang ditujukan kepada lJaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum). Surat bernomor; S-
02/PM.3.3/1999 tersebut, ditandatangani oleh Monang Situmeang,
SH. selaku Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Keterbukaan
Emiten dan Perusahaan (Kabag P2KEP), sekaligus dalam
kedudukannya sebagai penyidik.

Kemudian terhadap berkas perkara yang diterima oleh

Direktur Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung RI Putu
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Sutedja, SH. itu, ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan melalui
Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjam Pidum}
Masfar Ismail, SH. dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan
Jaksa Peneliti (P-16)''° pada tanggal 22 Desember 1999. Dalam
Surat Perintah (P-16) dengan Nomor: Print-152/E.1/Epl.1/12/1999
tersebut, ditunjuk tim jaksa peneliti yang terdiri dari Suwarsono, S‘h‘.,
Roskanedy, SH., Djoke Indra, SH., dan Risma H. Ladza, SH.

Setelah melakukan penelitian terhadap berkas perkare atas
dasar laporan kejadian Nomor: LK-01/PM.3.3/1999 itu, tim jaksa
yang diketuai oleh Suwarsono, SH. berpendapat bahwa berkas
perkara befum memenuhi persyaratan formil dan materiil. Atas dasar
hasil penelitian tim jaksa tersebut, maka pihak Kejaksaan melalui
Sesjam Pidum pada tanggal 22 Desember 1999 mengembalikan
berkas perkara kepada Penyidik Bapepam. Dalam Surat dengan Nao.
B-1215/E.1/Epl.1/12/1999 yang ditujukan kepada Ketua Bapepam
melalui Kabag P2KEP, menyatakan bahwa berkas perkara atas nama

tersangka Rudy Rarali dan Rusli Surjadi belum lengkap (P-18).*

119p.16 yang berisi tentang penunjukan jaksa peneliti, dikefuarkan setelah pihak kejeksaan menerima
Surat Perinteh Dimulainya Penyidikan {(SPDP) dari penyidik. Selanjutrya lihat dalam Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Nomor: Kep-132/1.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994
tentang Perubshan Kepja Nomor: Kep-1200.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang
Administrasi Perkara Tindsk Pidana Umum, hal. 41.

H1p_18 merupakan kode surat yang dipakai dalam administrasi penanganan tindak pidana umum
oleh jeksa, yang menyatakan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik belum lengkap.
Penelitian terhadap berkas perkera oleh jaksa tersebut didasarken pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal
138 ayat (1) KUHAP. Lihat dalam Ibid, hal. 43.
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Menindaklanjuti P-18, selanjutnya jaksa peneliti mengirimkan

lagi surat kepada penyidik Bapepam vyang berisi petunjuk pada

penyidik untuk melengkapi berkas perkara (P-19).1* Dalam surat {P-

19) Nomor: B-1258/E.1/Epl.1/12/1999 tanggal 30 Desember 1999,

jaksa peneliti memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik

Bapepam, antara lain sebagai beriku

1.

<R

t.113

Dikarenakan tersangka telah didampingi oleh penasehat
hukum pada tahap penyidikan, maka agar dilampirkan Surat
Kuasa Penunjukan Penasehat Hukum di dalam berkas.

. Agar ada surat pemintaan persetujuan penyitaan dari

Bapepam kepada Ketua Pengadilan Negeri {PN} Jakarta
Selatan terhadap seluruh barang bukti yang disita.

Surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua PN Jakarta
Selatan terhadap barang bukti yang disita oleh PPNS Bapepam
tanggal 12 Oktober 1999, agar dilampirkan dalam berkas.

. Agar dibuat Berita Acara pembungkusan dan/atau penyegelan

terhadap semua barang bukti, supaya dilampirkan dalam
herkas perkara.

Agar ditampirkan dalam berkas mengenai Surat Kepufusan
Pengangkatan terhadap tersangka Rudy Ramli sebagai Dirut
PT Bank Bali Tbk. dan terhadap tersangka Rusli Surjadi
sebagai wakil Direktur Utama PT Bank Bali Tbk.

. Dari pihak PT  Persads Harum lestari yang it

menandatangani perjanjian cessie antara PT Bank Bali Tbk
dan PT Persada Harum Lestari, supaya dijadikan saksi dalam
perkara ini.

. Sdri Jovita (sekretaris Rudy Ramli yang menyerahkan

perjanjian pengalihan hutang/cessie kepada tersangka Rusli
Surjadi), agar dijadikan saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para
tersangka yang dilakukan oleh penyidik, ternyata belum

W2pyiterbitkannya P-19 merupakan satu rangkaian tindakan administrasi yang seharusnya dilakukan
oleh jaksa, setelah sebelumnya mengirimkan P-18 mengenai belum lengkapnya berkas perkara.
Melalui P-19 ini pihak penyidik akan mengetahui terhadap kekurangan-kekurangan yeng harus
dipenuhi untulk melengkapi berkas perkera. Lihet dalam Ibid, hal. 45.

“gData tersebut diperoleh dari arsip yang ada pada tim jaksa peneliti, dalam rangkaian wawancara
pribadi dengan Ketua Timn Jaksa Peneliti Suwarsono, SH. di Gedung JAM Pidum Kejeksaan Agung
RI, pada tanggal 21 September 2000.
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memenuhi unsur perbuatan yang disangkakan terhadap para

tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UU No.

8/1995. Oleh karena itu, agar dilakukan pemeriksaan

tambahan terhadap para saksi dan tersangka antara lain

sebagai berikut:

a. Saksi Irvan Gunardwi, Hartati, Joys Djayanto, Rudi
Kusworo, Eddy Kurniawan, Indriani, Budi Tjahja Halim, A.
Ganda Kusuma, Andrew Hardi Hanubrata, I Gusti Made
Mantera, Joseph Georgino Godong, Firman Soetjahja,
Hendri Hendriawan, dan saksi Widjaja Kidarsa untuk
menjelaskan:

1} Struktur organisasi PT Bank Bali Thk.

2) Job description pejabat PT Bank Bali yang tercantum
dalam AD/ART.

3) Hasil RUPS sejak PT Bank Bali didirikan sampai terakhir.

b. Saksi Poerbo Irawan, Heryadi Indra Kusuma, Widjaja
Kidarsa, Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan, I Gusti
Mantera, Budi Tjahja Halim, Rudy Koesnadi, Danilo E.
Limzon, tersangka Rudy Ramli dan tersangka Rusli Surjadi
untuk menjelaskan mengenai:

1) Pendaftaran PT Bank Bali selaku emiten secara obyektif
di Bapepam.

2) Kewajiban disclosure PT Bank Bali selaku emiten
setelah go public, disertai dasar hukumnya (selain
ditujukan pada saksi ahli}.

c. Saksi Poerbo Irawan, Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan,
Budi Tjahja Halim, tersangka Rudy Ramli dan tersangka
Rusli Surjadi untuk lebih menjelaskan mengenai pelaporan
perjanjian pengalihan/cessie tagihan tersebut.

d. Saksi Irvan Gunardwi, Firman Soetjahja, Hendra
Kurniawan, Budi Tjahja Halim, tersangka Rudy Ramli dan
tersangka Rusli Surjadi untuk lebih menjelaskan mengenai:
1) Proses terbitnya perjanjian pengalihan/cessie tagihan

tersebut.

2) Nilal nominal perjanjian pengalihan/cessie tagihan
tersebut.

3) Kewenangan membuat dan mengirimkan perjanjian
pengalihan/cessie tagihan tersebut.

e. Saksi Poerbo Irawan, Heryadi Indra Kusuma, Widjaja
Kidarsa, Budi Ungul Wibowo, Ruddy Koesnadi, Hartati, dan
saksi ahli Zulfikri Aboebakar untuk lebih menjelaskan
mengenai kerugian pihak lain sehubungan dengan
perjanjian pengalihan/cessie tagihan tersebut untuk
menyesatkan Bapepam.
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Petunjuk dari jaksa (P-19) yang begitu banyak dan rinci tersebut,
diterima oleh Hasaloan Hutajulu dari pihak Bapepam pada tanggat 7
Januari 2000.

Sebagai jawaban dan tindak lanjut dari petunjuk jaksa,
kemudian pihak penyidik Bapepam melengkapi dan memperbaiki
kembali berkas perkara itu. Setelah tindakan perbaikan tersebut
dianggapnya cukup, maka pihak Bapepam mengirimkan kembali
Berkas Perkara atas nama tersangka Rudy Ramli dan Rusli Surjadi
pada Kejaksaan, melalui surat tertanggal 28 Januari 2000 yang
ditujukan kepada Sesjam Pidum. Dalam surat bernomor S-
03/PM.3.3/2000 yang diterima Kejaksaan Agung RI pada tanggal 3
Februari 2000 itu, pényidik Bapepam antara lain menyatakan bahwa
berkas perkara atas nama tersangka Rudy Ramii dan Rusli Surjadi
telah disempurnakan, melalui tindakan pemeriksaan ulang para saksi,
saksi ahli dan tersangka sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Selain
itu, penyidik Bapepam juga telah melakukan tindakan-tindakan
penyitaan atas beberapa dokumen guna melengkapi bukti-bukti yang
tefah ditemukan oleh tim penyidik. Berdasarkan hal tersebut, maka
pihak Bapepam berpendapat bahwa berkas perkara itu harus
dikembalikan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Setelah menerima kembali pelimpahan dari penyidik Bapepam,

tim jaksa melakukan penefitian terhadap berkas perkara atas nama
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tersangka Rudy Ramli dan Rusli Surjadi. Dari hasil penelitian yang
dilakukannya, tim jaksa berpendapat bahwa berkas perkara tersebut
masih belum lengkap. Untuk itu, pihak Kejaksaan kembali mengirim
surat (P-18) kepada Ketua Bapepam melalui Kabag PZKEP. Surat (P-
18) yéng ditandatangani oleh Sesjam Pidum Masfar Ismail, SH., dan
diterima oleh Monang Situmeang, SH dari Bapepam pada tanggal 3
Februari 2000.

Menurut tim jaksa, ketidaklengkapan berkas perkara tersebut
antara lain dikarenakan penyidik Bapepam belum melaksanakan
seluruh petunjuk yvang telah disampaikan jaksa. Hal itu nampak dari
petunjuk-petunjuic jaksa (F-13) dari kejaksaan, dengan surat nomor!
B-84/E.1/Epl.1/02/2000 tanggal 9 Februari 2000. Dalam surat (P-i9}

yang diterima oleh Monang Situmeang itu, antara lain memuat: '

1. Petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan jaksa dalam Surat
Nomor: 1258/E.1/Epl.1/12/1999 tanggal 30 Desember 1999
belum dipenuhi, yaitu:

a. Petunjuk nomor 3.
h. Petunjuk nomor 5.
¢. Petunjuk nomar 6.
d. Petunjuk nomor 8.
e. Petunjuk nomor ¢ huruf a.2 dan a.3.

2. Petunjuk vyang mengarah kepada pengungkapan fakta
mengenai unsur merugikan pihak lain, jika tidak terungkap
agar dikembalikan ke arah pengungkapan fakta tentang
adanya akibat lain yaitu telah menyesatkan Bapepam. Untuk
itu agar saksi dari Bapepam diperiksa kembali dan ditambah
dengan saksi lain, yaitu pegawai Bapepam yang khusus

U4K eterangan tersebut diperoleh dari arsip yang ada pada tim jaksa peneliti, dalam rangkaian
wawancara pribadi dengan Ketua Tim Jeksa Peneliti Suwarsono, SH. di Gedung JAM Pidum
Kejaksaan Agung R, pada tanggal 21 September 2000, Dalam kegiatan wawancara itu hadir pula
anggota tim jaksa peneliti, yaitu: Roskanedy, SH. dan Risma H. Lada, SH.
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menangani laporan dari PT Bank Bali Tbk. bak untuk
kepentingan intern Bapepam maupun untuk kepentingan
pihak lain {umum/publik/investor).

. Sehubungan dengan pertanyaan “apakah ada kerugian pihak

lain?” dalam pemeriksaan lanjutan, saksi Poerbo Irawan

menjawab: “saya tidak tahu karena hal itu bukan tugas dan

wewenang saya”. Atas jawaban ini, agar saksi diperiksa
kembali dan selanjutnya ditanyakan:

- Siapa yang berwenang menentukan adanya kerugian pada
pihak lain (kalau disebutkan namanya agar dijadikan
saksi}, '

- Apakah atas perbuatan Rudy Ramli dan Rusli Surjadi telah
menyesatkan Bapepam, kalau ya, agar diuraikan secara
jelas dan rinci mengenai menyesatkan Bapepam dimaksud
(menyesatkan Bapepam apakah sudah nyata atau bary
kemungkinan). Di samping kepada saksi Poerbo Irawan,
pertanyaan ini agar ditanyakan pula kepada saksi ahli dan
terutama yang menguasai Pasar Modal.

. Untuk melengkapi fakta bahwa para tersangka telah

mefakukan perbuatan menyembunyikan catatan, saksi ahfi
diperiksa kembali selanjutnya ditanyakan mengenai on
balances dan off balances.

. Saksi shli dari BI atau saksi ahli lain harus benar-benar

menguasai mengenai ketentuan Pasar Modal dan Perbankan
sehingga tidak terjadi kekeliruan penafsiran unsur-unsur Pasal
107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal yang tidak terlepas
dari ketentuan tentang Perbankan {(UU No. 18/1999).

. Sesuai dengan jawaban saksi Mo Jiun Tju alias Novita dalam

BAP tanggal 18 Januari 2000 yaitu menerima surat masuk,
mengagendaka: surat masuk maupun dokumen yang akan
didistribusikan, yang bersangkutan agar diperiksa kembali dan
ditanyakan mengenai:

- Apakah perjanjian pengalihan tagihan/cessie tanggal 11
Januari 1999 juga dicatat/diagendakan? Kalau dicatat,
kapan pencatatan dilakukan dan dicatat di mana (buku
apa}?.

- Apakah tersangka baik Rudy Ramli maupun Rusli Surjadi
memberikan perintah/pesan khusus kepada saksi tentang
perjanjian cessie tersebut? Kalau ada, apa perintah/pesan
dimaksud.

. Dalam pemeriksaan lanjutan saksi Hartati menjelaskan

*Realisasi perjanjian cessie antara PT Era Giat Prima dengan
PT Bank Bali Thk. diselesaikan dengan perjanjian penyelesaian
antara PT EGP dengan PT BB Tbk. sudah tercermin pada
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laporan keuangan per 30 Juni 1999 yaitu dapat dilihat pada

laporan keuangan nomor 5... dan seterusnya”.

Atas jawaban ini; saksi Hartati agar diperiksa kembali dan

tanyakan:

- Apa isi laporan keuangan nomor 5 tersebut, dan apakah
laparan sudah dikirimkan? Kalau sudah diterima, ke mana
saja laporan tersebut dikirimkan, selanjutnya kalau belum
dikirim, mengapa belum dikirim?

- Apakah saksi dapat menunjukkan bukti bahwa laporan
benar sudah dibuat dan sudah diterima?

'8, Setiap tindakan penyitaan agar dilengkapi dengan ijin/
persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Surat petunjuk (P-19) dari jaksa tersebut, diterima oleh LB.P

Sinarbawa sebagai Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Bapepam.

Melihat mekanisme penanganan perkara tindak pidana pasar
modal seperti itu, di mana berkas perkara bolak balik dari penyidik
Bapepam ke Kejaksaan, maka setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat
penulis cermati. Pertama, bahwa penanganan perkara tindak pidana
pasar modal melalui mekanisme peradilan pidana dengan
menggunakan ancaman saksi pidana yang dilakukan oleh penyidik
Bapepam merupakan sesuatu yang relatif baru, bahkan merupakan
hal yang pertama kali. Akibat belum terbiasanya PPNS Bapepam
dalam penanganan perkara tindak pidana pasar modal, sehingga
banyak tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai denganﬁ
tata cara dan prosedur administrasi penanganan perkara.

Hal itu antara fain, dalam melakukan penyitaan terhadap

barang bukti yang dilakukan oleh PPNS Bapepam, seringkali tidak
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didahului dengan permohonan ijin kepada Ketua PN Jakarta Selatan
serts tindakzn penyitaan itu tidak diserfai dengan persetujuan
penyitaan dari Ketua PN Jakarta Selatan. Padahal mekanisme
penyitaan seperti itu merupakan prosedur baku yang seharusnya
dilakukan oleh penyidik, karena telah diatur secara jelas dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP}.'"

Kedua, bahwa pelimpahan berkas perkara tindak pidana
pasar madal agak berbeda dengan pelimpahan perkara dalam tindak
pidana umum lainnya. Perbedaan itu terfihat dari surat pelimpahan
berkas perkara yang langsung ke Kejagung (#af Surat Pelimpaharn
Berkas Perkara No. §-02/ PM.3.3/1999), tidak ditujukan kepada
Kejaksaan Negeri sebagaimana tindak pidana umum lainnya,

Perbedaan lain juga terlihat dari penyerahan berkas perkara
dari PPNS Bapepam langsung kepada Kejaksaan, tidak melalui
penyidik Polri sebagaimana tindak pidana umum lainnya. Padzhal di
dalam Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/114/

1V/1990 pada bulan April 1990, telah ditegaskan bahwa:'®

USg etentuan dan tata cara mengenal penyitaan telah dirmuat dalam Bab ¥V KUHAP, | khususnya. .
bagian keempat tentang penyitaan yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP.
Pahkan dalern Pasal 38 ayzat (1) KULIAP secara tegas disebutkan bahwa: “Penyitaan harya dapat
dilakuduan oleh penyidik dengan suraf §fin dari Ketua Pengadian Negeri sefempat’. Selanjutnya lihat
dalam R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bandung, 1997, hal. 27.
H6patwa Mahkamah Agung RI tentang penyerahan hasil Penyidikan PPNS kepada Penuntut Umum
yang ditandatangani oleh Ketua MA Ali Said itu, merupakan penegasan dari Keputusan Menteri
Kehakiman No. M.14 PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan
Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 6 mengatur tentang penyershan berkas perkara hasil
PPNS. Baca Januar, Yurisprudensi Pidana-Perdata, BP Dharma Bakti, Jakarta, 1997, hal, 651-652.



157

Dalam hal melakukan penyidikan Pegawai Negeri Sipil mulai
melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga
merupakan tindak pidana, Ia harus melaporkan hal tersebut
kepada Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat
{2) dan setelah selesai melakukan penyidikannya, la segera
menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Polri.
Dengan fatwa MA ini, maka baik terhadap tindak pidana umum
maupun terhadap tindak pidana khusus yang disidik oleh PPNS, maka
hasil penyidikannya harus diserahkan kepada Penyidik Polri. Setelah
itu, barulah Penyidik Polri menyerahkan hasil penyidikan PPNS yang
berupa berkas perkara kepada Penuntut Umum.
Ketiga, masih adanya perbedaan persepsi antara PPNS
Bapepam dengan Jaksa/Penuntut Umum dalam memandang suatu

delik pasar modat.

Perbedaan persepsi i antara lain dé%;arenakaﬁ
oleh ruang lingkup tugas dan wewenang masing-masing pihak.
Personil-personil PPNS Bapepam lebih banyak bergelut dengan
aktivitas bursa efek maupun kegiatan ekonomi lainnya, sedangkan
pihak Jaksa/Penuntut Umum hanya terlibat dalam penanganan
perkara hukum semata.

Perbedaan lainnya adélah menyangkut latar belakang
pendidikan. Personii PPNS Bapepam lebih banyak berlatar belakang

pendidikan ekonomi, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum mempunyai

latar belakang pendidikan hukum.
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Kedua hal tersebut, dalam banyak hal ikut mempengaruhi
sikap dan persepsi masing-masing pihak, ketika menghadapi suatu
perkara maupun kasus pasar modal. Seringkali penyidik Bapepam
melihat suatu kasus maupun perkara yang terjadi di pasar modal
dengan menggunakan praduga atau asumsi,'” yang bertolak dari
logika ekonomi. Sementara itu, Jaksa/Penuntut Umum lebih banyak
menggunakan pendekatan yuridis formal,'® yang bertolak dari logika
normatif-positivistis.

Perbedaan persepsi antara PPNS Bapepam dengan Jaksa
Peneliti terfihat jelas ketika menangani perkara atas nama tersangka
Rudy Ramli dan Rusli Surjadi, yang disangka melanggar Pasal 107 UU
No. 8/1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini, jaksa
peneliti berpendapat bahwa rumusan Pasal 107 UU No. 8/1995
sebagai delik materiil, yang mengharuskan adanya akibat dari tindak
pidana tersebut. Sebaliknya pihak PPNS Bapepam memandang

bahwa rumusan Pasal 107 UU No. 8/1995 merupakan delik formii,

"7 pdanya penggunaan asurnsi-asumsi oleh penyidik Bapepam dalam menangani tindak pidana pasar
modal atas nama tersangka Rudy Ramli dan Rusli Surjadi, diungkapkan pula oleh Ketua Tim Jaksa
Peneliti Suwarsono, SH., dalam wawancara pribadi pada tanggal 21 Septernber 2000.

180y ipakeinya pendekatan tersebut oleh para jaksa, merupaken konsekuensi dari program pendidikan
hukum di fakultas-fakultas hukum (program S-1) di Indonesia, yang lebih menekanksn pada
pengembangan keterempilan (crgffsmansip). Dalamn penedekatan normatif, hukum diterima dan
dipahami sebagai peraturan atau institvsi formal. Dengan demikian, suatu latihan hukumn pada
hakekatnya merupakan pelajaran mengenai keterampilan (atau pekerjaan) dengan cara melakuken
studi terhadap perundang-undangan den keputusan pengadilan. Mengenai perbedasn pendekatan
normatif dan pendekatan sosiologis terhadap hukum, selanjutnya dapat dibaca antara iain dalam
Satjipte Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkesa, Bandung, Cetakan Pertama, 1980, hal. 55-60.
Satjipto Rahardjo, *Konstitusional, dari Sudut Dus Pandang”, Kompas, 7 September 1998, hal. 4.
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yang tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana yang
terjadi, '

Akibat dari adanya perbedaan persepsi antara penyidik
Bapepam dengan jaksa peneliti, mengakibatkan penanganan
perkarafkasus tindak pidana pasar modal atas nama tersangka Ramii
dan Rusli Surjadi menjadi terkatung-katung. Hal ini dikarenakan
sampai kapanpun pthak penyidik tidak akan dapat memenuhi seluruh
petunjuk yang diberikan oleh jaksa, sebagai akibat dari cara pandang
yang berbeda tersebut. Dalam hal ini, pihak penyidik Bapepam tidak
akan bisa dan mampu menunjukkan akibat langsung dari tindak
pidana yang dilakukan oleh Rudy Ramli dan Rusli Surjadi, karena
menurut mereka terjadinya akibat bukan merupakan syarat dari delik
yang dituduhkan pada tersangka Rudy Ramii dan Rusii Surjadi.

Begitu pula halnya dengan jaksa akan tetap mengembalikan
berkas perkara kepada penyidik Bapepam, sepanjang penyidik tidak
melakukan upaya untuk memenuhi petunjuk yang diberikan jaksa.
Karena tim jaksa berpendaﬁat bahwa akibat yang ditimbulkan,
merupakan syarat krusial dari terjadinya tindak pidana yang

disangkakan kepada tersangka Rudy Ramli dan Rusli Surjadi.

¥pandangan penyidik Bapepam terhadap rumusan Pasal 107 UU No. 8/1995 sebagai delik formil
dikemukakan oleh Kabag Pemneriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi (P3I) Biro PP
Bapepam Sutrisno Hadl, SH. dalam wawancara pribadi pada tanggal 22 September 2000 di Gedung
Bapepam Departemen Keuangan RI, Jakarta Menurutnya, behwa perbedaan pandangen seperti
inilah yeng antara lain menimbulkan kendala dalam penanganan perkara tindak pidana pasar modal.
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Akibat yang di maksud di sini sebagai konsekuensi dari unsur-
unsur delik, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 107 UU No.
8/1995 vyaitu unsur “berfujuan merugikan pihak lain® atau
*menyesatkan Bapepam”. Berkaitan dengan unsur Pasal 107 UU No.
8/1995, maka yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan yang
dilakukan oleh tersangka Rudy Ramli dan Rusli Surjadi itu benar-
benar telah *merugikan pihak lain” atau “telah merugikan Bapepam”.

Kalau memang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Rudy
Ramii dan Rusli Surjadi telah “merugikan pihak lain”, maka
pertanyaan selanjuinya adalah: siapa atau pihak mana yang telah
dirugikan oleh tersangka, dalam bentuk apa kerugian yang diderita
pihak lain (korban}, berapa besar (jumlah) kerugian yang dialami
pihak lain itu, dan seterusnya. Begitu pula halnya kalau perbuatan
vang dilakukan tersangka itu telah “menyesatkan Bapepam”, maka
hal-hal yang harus dibuktikan oleh jaksa di sidang pengadilan

120

nantinya juga akan seperti itu.

12yalam wawancara pribadi tanggal 21 September 2000, Ketua Tim Jaksa Peneliti Suwarsono, SH.
mengetakan bahwa secara umum berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Bapepam kepada
Kejaksaan belun lengkap, Hal ini dikarenakan dalam berkas perkara tersebut, baru mengungkapkan
fakta-Fakta mengensi peristiwa yang terjadi, siapa pelakunya dan bagaimana perbuatan itu dilakukan,
Warmnun dari fakta-fakta itu belum dapat disirnpulken bahwa perbusten tersangka Rudy Ramnli dan
Rusli Surjadi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 107 UU No. 8/1995. Terlebih lagi untuk
menyirmpulkan bahwa telah cukup bukti bahwa tersangka bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana. Pendapat seperti itu didasarkan oleh kenyatean dimana penyidik antara lain belum
dapat menunjukkan: (1) apakah cessi termasuk “catatan” sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 107 UT No. 8/1995; (2) Klasifikasi perbuatan tersangka, apakah termasuk kategori perbuatan
yang harus segera dilaporkan, karena menurut tersangka perjanjian cessi itu belum tuntas, (3) batas
waktu waiib melaporkan tindakan membuat dan menandatangeni perjanjian pengalihen hutang; dem
(4) akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
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Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah vyang tidak dapat
ditunjukkan oleh penyidik Bapepam dalam melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Rudy Ramli dan
Rusli Surjadi. Hal itu tampak dari tidak dipenuhinya petunjuk jaksa
(P-19) point 8 huruf e, sebagaimana tertuang dalam Surat dari
Kejaksaan Nomor: B-1258/E.1/Epl.1/12/1999 tanggal 30 Desember
1999. Bahkan ketika penyidik Bapepam mengembalikan berkas
perkara yang sudah dilengkapi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu
diutangi kembali oleh jaksa dalam petunjuk (P-1%} point 2 dan point
3 sebagaimana tertuang dalem Surat dari Kejaksaan Nomor: B-

84/E.1/Epl.1/02/2000 tanggal 9 Februari 2000.

Melihat fenomena yang demikian itu, maka penanganan kasus/
perkara tindak pidana pasar modal tidak pernah tuntas. Dalam hal ini,
menjadi sulit untuk mengharapkan bahwa tindak pidana yang terjadi di
Pasar Modal akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan
dikenai sanksi pidana.

Dengan kata lain, sarana penal sebagaimana dimuat dalam Bab
XV UU No. 8/1995 sulit untuk dapat digunakan terhadap tindak pidana
yang terjadi di Pasar Modal. Oleh sebab itu, fungsionalisasi sarana penal
terhadap tindak pidana di Pasar Modal menjadi sesuatu yang absurd,
selama persoalan-persoalan tersebut di atas tidak diupayakan jalan

keluarnya.
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Di samping itu, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang memperkuat
sinyalemen tidak digunakannya sarana penal terhadap setiap bentuk
tindak pidana vang terjadi di Pasar Modal. Pertama, adanya kekha-
watiran pelaku pasar terhadap kelambanan proses pidana, sehingga
barang bukti berupa saham-saham tidak dapat ditransaksikan dalam
waktu yang cukup lama. Padahal proses perdagangan saham melibatkan
transaksi yang berlangsung cepat, dengan mempertaruhkan nilai harga.

Kedua, flosophy pengawasan di Pasar Modal menekankan
bahwa sanksi baru diterapkan apabila langkah-langkah korektif tidak
dapat lagi menyelesaikan masalah.'?! Dengan demikian, meskipun
Bapepam mempunyai kewenangan untuk mélakukan pemeriksaan,
penyidikan, dan mengenakan sanksi kepada pelanggar, akan tetapi
Bapepam juga harus mempertimbangkan konsekuensinya apabila
pelanggaran tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pertimbangan
tersebut didasarkan pada suatu prinsip, bahwa tidak semua pelanggaran
di Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan, karena hal itu
justru akan dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau

perdagangan efek secara keseluruhan.

12!3etidaknya mekanisme pengawasan di Pasar Modal adaleh: (1) Bapepam mengawasi terhadap
semua pihak yang memperoleh perijinan, persetujuan dan pendaftaran; (2) Bursa Efek mengawasi
kegiatan perdagangan, melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya, sekaligus menindak mereka
bila melakukan pelanggaran; den (3) Perusahsan Efek menerapkan SOP, internal cortrols,
mengawasi pegawainya, sekaligus menindak mereka bila melakukan pelanggaran. I Nyoman
Tjager, “Masalah Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal”, Mskalah,
Seminar Nasional Kewenangan Penyidikan dalam Sistern Peradilan Pidana di Indonesia, FH-Undip,
Semarang, 20 Desember 1997,
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Ketiga, karakteristik kejahatan pasar modal biasanya berkaitan
dengan keuntungan yang didapat. Oleh karenanya apabila seorang
pelaku tertangkap tidak harus dipenjara, namun adakalanya kepentingan

pasar menghukum mereka untuk membagi keuntungan yang didapat.

Berbagai hal vang menyebabkan tidak digunakannya sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana pasar modal sebagaimana telah
disebutkan di atas, tidak sepenuhnya dianut dan diakui dalam praktek-
praktek hukum bisnis di negara lain. Sebagai bahan perbandingan, di
Amerika justru terjadi hal yang sebaliknya dimana penggunaan sanksi-
sanksi pidana dalam perundang-undangan perniagaan bukanlah
merupakan hal yang baru. Meskipun dalam prakteknya sarana penal
yang berupa penjara, baru digunakan setelah lebth dari 59 tahun
berlakunya Sheiman Aniilust Act (Undang-Undang Anti Penggabungan
Industri), yang sebelumnya lebih banyak mengunakan sanksi
administratif bagi pelanggarnya.’®

Digunakannya sarana penal dalam aktivitas bisnis itu sekaligué
untuk menepis anggapan, bahwa pelanggaran yang disengaja hukalnlah

elemen penting dalam kejahatan bisnis. Sebagaimana terlihat dari sikap

(Bwpy Uinited Stotes v. McDonough Co. one president and three vice presidents of severd
compatevively small garden-tool marmgacturing firms received ninety day jail sentences an a fine of
$ 5,000 for deliberate price fixing and market rigging ”. Demikian pula hainya terhadap kasus-kasus
pelangaran terhadap penggabungan perusahaan elektronik, hakim menghukum dengan penjara dan
denda. Selanjutnya baca dalam Gilbert Geis & Robert F. Meier, White-Collar Crime, The Free
Press, New York, 1977, page 318-319,
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Pénuntut Umum di Aherika yang raeminta pada hakim, agar menolak
pembelaan dari mereka yang melakukan kejahatan bisnis. Dengan
mengabulkan pembelaan mereka terhadap, para penuntut menganggap
hakim tidak membantu pekembangan mengenai penghormatan
terhadap hukum, mengingat pelanggaran atas kecurangan dan
penentuan stabilitas harga sama pentingnya dengan hal-hal lain dari
undang-undang.'?®
Dalam pandangan Sanford H. Kadish:'**

g key factor in any propriety and effectiveness ;# the use of criminal

sanctions i enforcing business regulations Is the relationship

between prevailing morality and the norms of the criminal law. Are

economic crimes morally wrong? If they are, should mern be sent fo

jail for commiting them?
Terhadap persoalan itu, Harry V. Balland & Lawrence M. Friedman
dalam artikelnya * 7he Use of Criminal Sanctions in The Enforcement of
Feonomic Legiskation: A Sociological View”, menjelaskannya dalam dua
pokok persoalan. Pertama, mengenal penggunaan sanksi-sanksi
kejahatan akan menunjuk pada pembedaan antara: otoritas pembuat
undang-undang dalam sanksi-sanksi kejahatan, dengan (2} penerapan
sanksi-sanksi tersebut oleh para penyelenggara. Kedua, yang termasuk

sanksi-sanksi kriminal vaitu beberapa klasifikasi denda, hukuman

penjara langsung, hukuman percobaan dengan jaminan uang atau

3hid, page 319,
1241b_i'id"pagea
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hukuman penjara untuk pelanggaran kondisi masa percabaan secara
umum.

Berkaitan dengan kedua masalah itu, hukum baru diterapkan
dalam suatu aktivitas bisnis apabila undang-undang yang mengatur
untuk ity telah mengijinkan penggunaannya. Demikian hainya dengan
sanksi yang baru digunakan ketika sanksi itu diterapkan secara jelas.

Mengenai penggunaan sanksi pidana, tentunya bagi pihak yang
diuntungkan akan menentang setiap sanksi yang dikenakan terhadap
kejahatan bisnis. Namun sebaliknya bagi mereka yang dirugikan,
menganggap bahwa dengan tidak dihukumnya para palanggar
menunjukkan adanya semacam ‘pilih kasih” perlakuan terhadap
kejahatan bisnis, termasuk didalamnya tindak pidana pasar modal.
Pandangan dari mereka yang dirugikan itu ada benarnya, mengingat
dalam kejahatan konvensional begitu terbukti perbuatan itu dilakukan
pelaku, maka sanksi pidana diterapkan tanpa adanya “tawar-menawar”.

Tidak digunakannya sarana penal dalam aktivitas pasar modal,
dikarenakan Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana halnya dengan
Undang-Undaﬁg Ekonomi lainnya lebih banyak berisi sanksi-sanksi

i

alternatif yang beragam'®, seperti perintah penghentian, perintah

125hid., page 319-320.

128n samping itu, umunya peraturan-perundangan dalamn bidang bisnis, seperti halnya Sherman
Antitrnest Act, lebih banyak mengatur perilaku usahawan, dan yang lainya seperti pengontrolan harga,
pengaturan transeksi bisnis, serta mengatur perileku konsumen misalnya. Kesemuanya itu yang
antara lain kurang mendukung terhadap penggunaan sarana penal dalam berbagai pelanggaran dan
kejahatan di Pasar Modal,
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pembembasan, ganti rugi, denda uang, penyitaan barang-barang,

pencabutan ijin bisnis atau jabatan. Kalaupun digunakan sanksi pidana

seringkali terbatas pada pidana denda, padahal denda sendiri secara
luas digunakan secara resmi dalam pengadilan perdata.

Bertolak dari kondisi tersebut serta mengingat akibat dari
Tindak Pidana Pasar modal yang berdampak luas, maka menurut hemat
penulis perlu segera dipikirkan untuk memformulasikan penggunaan
sarana perial, Dalam hal mereka yang dengan sengaja melakukan
kejahatan  dan mendapatkan keuntungan daripadanya, maka
seharusnya segera dipikirkan untuk:

(1) Menggunakan sanksi pidana, sama halnya seperti yang dilakukan
terhadap pelaku kejahatan-kejahatan konvensional lainnya. Adapun
jenis pidana yang digunakan seharusnya disesuaikan dengan
kondisi dan keadaan pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan kata
lain, apabila Tindak Pidana Pasar Modal itu semata-mata dilakukan
korporasi maka pidana denda akan lebih tepat untuk diterapkan.

(2) Ferdakwa dan usahanya dipublikasikan sebagai perbuatan kriminal.
Dalam hal ini, cost pengumuman keputusan hakim (adverse
publicityy merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan yang
dimaksudkan agar pubfic mengetahui tindak pidana yang dilakukan

dan hukuman yang dijstuhkan terhadap pelakunya.
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C. Reorientasi dan Reformuiasi Sistern Ancaman Pidapa
Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal

Di samping perumusan tentang perbuatan yang dianggap sebagai
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, bersoaian yang penting
dalam “sistem hukum pidana yaitu menyangkut stelsel atau susunan
pidana. Dikatakan sebagai bagian penting, karena stelsel sanksi
seringkali dapat merefleksikan nilai-nilai sosial budaya, yang tidak lepas
pula dari format politik bangsa yang bersangkutan.

Dalam hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada

pelaku dan perbuatan (daad-daderstrafrecht), perscalan sanksi ini tidak
hanya menyangkut pidana {straf, punishment) saja yang bersifat
penderitaan. Akan tetapi didalamnya juga meliputi tindakan tata tertib
(maatregel, trealtrnent) yang secara relatif lebih bermuatan pembinaan
dan pendidikan. Hukum pidana modern yang berorientasikan pada
pelaku dan perbuatan (daad-daderstrafiechi}, sesungguhnya merupakan

pengejawantahan dari aliran neo-klasik.**’

127 elebihan aliran klasik adalah konsistensinya pada kepastian hukum yang berkaitan dengan asas
legalitas, baik yeng menyangkut definisi yuridis tentang tindak pidana maupun kepastian tentang
pidananya (defbiite sentence). Sedangkan kelemahan yang menonjol, yaitu pidana yang berorientasi
pada perbuatan (dead-sirafiecht). Hal ini antara lain ditandai dengan dianutnya “equed juséice”,,
falsafeh pembalasan atas dasar pidana harus cocok dengan perbuatan (pumishment fifs the crime),
larangan melakukan kebijakan peradilan dan penerapan pidana mati tanpa dasar kuat. Sedangkan
kelebihen dari aliran modern: adalah penerapan asas individualisasi pidana yang bertumpu pada orang
(dader-strafrech?), dimane pidana harus bersifat mendidik, dan aparat koreksi diberi wewenang luas
untuk menilai pelaksanaan pidana (indeterminate senfence). Kelemahannyu terlihat dari adenya
kesan memanjakan pelaku tindak pidana dan kurang meraperhatikan korban kejahatan.
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Penjatuhan  pidana  yang  disesuaikan  dengan  orang
(geinnviduahiserre), dimana hakim harus memperhitungkan jenis
hukuman yang sesuai dengan sifat-sifat atau ciri-ciri terdakwa. Menurut
Satochid Kartanegara, ada dua tujuan mengapa hukuman itu harus
disesuaikan dengan sifat atau keadaan si pelakut.

Pertama, agar hukuman yang dijatuhkan itu tidak saja
merupakan “beocga feed” {dengan maksud supaya menyesal), akan
tetapi juga merupakan “verdiand leed” sedih sebagai akibat yang
diperbuat. Kedua, setelah selesai menjalankan hukuman,r terpidana
dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai arang baik.'®

Aliran neo-kalsik berupaya untuk memanfaatkan kelebihan dari
aliran klasik dan aliran modern, serta mengeliminir atau satidaknya
menghindari berbagai kelemahan dan kekurangan da_ri aliran kiasik dan
aliran modern. Dalam aliran neo-klasik ini, antara lain berupaya untuk
memperbaiki asas refributif {pembalasan) dengan teori kesalahan yang
berorientasi pada usia, pafologi dan pengaruh lingkungan. Di samping
itu, dikembangkannya alasan-alasan yang memperingan dan memper-
berat pemidanaan, kesaksian ahli (expert festinmony), serta
pengemba-ngan sistem dua jalur (double frack-systermi} dalam

pemidanaan, dimana pidana dan tindakan diatur sekaligus.

128gatochid Kartanegara (Bagion II), Op. Cit., hal. 323,
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Dalam hal penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana
pasar modal, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang semestinya diperhatikan
dari penerapan stelsel sanksi. Ketiga hal tersebut menyangkut: (1)

upaya untuk mengembangkan sanksi alternatif (a/temnative sanction);, (2)

mengembangkan perumusan sanksi minimum khusus untuk tindak-
tindak pidana tertentu; dan (3) mencari pidana yang tepat terhadap

korporasi.'?®

1. Perumusan sanksi alternatif (alfermative sanction)

Salah satu kebijakan legislatif dalam UU No. 8/1995 yang
terutama perlu dipertimbangkan dan disusun kembali, adalah mengenai
perumusan pidama secara kumulatif. Sebagaimana telah disinggung
pada point B di atas, kebijakan perumusan pidana secara kumulatif
seperti halnya perumusan tunggal, setidaknya mempunyai 2 (dua)
kelemahan yang mencnjol.

Pertama, terletak pada sifatnya yang sangat kaku. Sistem
perumusan kumulatif ini, seolah-olah tidak memberikan kesempatan
atau kelonggaran kepada hakim uniuk menentukan jenis pidana yang
paling sesuai untuk terdakwa. Dengan kata lain, hakim tidak diberikan
kesempatan untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang

beorientasi pada orang, khususnya dalam menentukan jenis pidana.

129I«Iengenai berbagai hul yang harus diperhitungkan dalam penegakan hukum pidana, dapat
dibandingkan dengan Muladi (Hal Asasi...), Op. Cit, hal. 154.
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Salah satu ciri yang menonjol dari alivan klasik, terletak pada
kecenderungan untuk mengobyektifkan hukum pidana. Dilihat dari sudut

penetapan jenis pidana, perumusan pidana secara kumulatif merupakan

. definitite sentence. Hal ini mengakibatkan hakim dihadapkan pada suatu

sistem yang sangat mekanis, dan seolah-olah dihadapkan pada suatu
jenis yang mau tidak mau secara otomatis harus menjatuhkan pidana
penjara dan denda sekaligus.

Kedua, terletak pada batasan atau ukuran yang digunakan. Di
dalam sistem perumusan yang bersifat kumulatif itu, sulit untuk menen-
tukan ukuran yang rasional mengapa suatu tindak pidana harus diancam
dengan pidana dan denda sekaligus, sementara yang lainhya tidak.

‘Dari berbagai kelemahan sebagaimana dirumuskan di atas, maka
sebaiknya tidak melakukan perumusan pidana secara kumulatif. Hal ini
dikarenakan perumusan pidana secara kumulatif, tidak mendukung
kebijakan yang selektif dan fleksibel dalam penggunaan pidana.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengeliminir
berbagai akibat negatif atau setidaknya memperkecil kelemahan dari
perumusan pidana secara kumulatif tersebut, vyaitu dengan
mereformulasi perumusan pidana secara kumulatif dengan perumusan
yang bersifat alternatif. Dengan perumusan alternatif itu, antara lain
dapat memberikan kesempatan kepada hakim untuk memilih jenis

pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.
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Menurut  hemat peinulis, dalam mengembangkan sistem
perumusan alternatif hendaknya didasarkan pada 2 (dua) hal. Pertama,
bahwa perumusan alternatif jangan diartikan semata-mata hakim harus
memilih salah satu dari dua sanksi pidana yang ada. Dengan kata lain,
hakim tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan kedua-duanya
(penjara/kurungan dan denda) dalam menjatuhkan sanksi pidana
terha‘c-iap. pe!ak&n‘tindal< pidana pasar modal.

Untule dapat memberikan kesempatan yang demikian itu, maka
antara kedua jenis pidana diberikan kualitas atau bobot tertentu.
Misalnya saja terhadap pidana penjara 1 (satu) tahun diekwivalerkan
dengan pidana denda Rp. 1 Milyar, sehingga dengan mencantumkan
ancaman pidana penjara yang lebih tinggi otomatis akan memperbasar

pidana denda yang dialternatifkan itu, seperti tergambar dalam tabel

berikut ini:
Tindak Pidana Ancaman Pidana
Penjara/Kurtingan Denda
Sl
Kejahatan:
1. Perijinan 2 tahun Rp. 2 milyar
2. Penipuan 3 tahun Rp. 3 milyar
3. Manipulasi Pasar 4 tahun Rp. 4 milyar
4. Insider Trading 5 tahun Rp. 5 milyar
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Dengan adanya kualitas atau bobot antara dua jenis pidana
tersebut, maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan kedua jenis
pidana sekaligus terhadap pelaku findak pidana pasar modal. Tentu saja
penggunaan kedua jenis pidana itu, harus disertai pula dengan
memberikan batasan terhadap besarnya masing-masing jenis tersebut.

Ditetapkannya bobot dan batasan masing-masing jenis pidana itu,
dimaksudkan agar pengenaan pidana sesuai dengan kondisi atau
keadaan pefaku tindak pidana. Apabila hakim memandang bahwa
terhadap pelaku tindak pidana perlu dijatuhkan kedua-duanya, maka
hakim dapat sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda.
Misalnya saja terhadap tindak pidana pasar modal yang diancam dengan
pidana penjara 3 tahun atau pidana denda Rp. 3 Milyar, maka hakim
dapat menjatuhkan pidana penjara selama 1,5 tahun dan pidana denda
sebesar Rp. 1,5 Milyar.

Kedua, bahwa penggunaan sanksi pidana itu hendaknya tetap
memperhatikan prinsip subsidaiitas. Dalam menjatuhkan sanksi pidana,
maka hakim harus mempertimbangkan bahwa pidana pokok yang lebih
ringan saja yang sebaiknya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.
Dengan kata lain, apabila dengan pidana denda saja telah sesuai dan
dapat menunjang tujuan pemidanaan, maka hakim harus menjatuhkan

pidana denda saja yang besarnya disesuaikan dengan kondisi atau

keadaan si pelaku.
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Pemikiran unfuk tetap memperhatikan prinsip subsidaiitas

.. tersebuit, didasari cleh pendapat para pakar hukum pidana modern yang
memandang petiunya “penggunaan pidana minimal secara optimafl.
Menurut Roeslan Saleh, salah satu penyebab yang mendorong para
pemikir huk.u_m pidana kembali menggunakan asas subsidairitas
dikarenakan mereka berkeyakinan, bahwa penghukuman yang keras
tidak mutlak merupakan suatu upaya terbaik untuk mengendalikan

kejahatan,

2. Mengembangkan sanksi minimum khusus untuk tindak
pidana tertentu

Seiring dengan dikembangkannva sistem perumusan alternatif
yang memungkinkan hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana
sekaligus, maka perlu juga diikuti dengan penentuan sanksi minimum
khusus terhadap tindak pidana tertentu di bidang pasar modal.
Penentuan sanksi minimum khusus tersebut dimakﬁudkan agar dalam
penefﬁapénnyé-.ti_dak terjadi perbedaan yang mencolok, antara ancaman
maksimum yang tertera dalam Undang-Undang Pasar Modal dengan
penjatuhan pidana oleh hakim. Apabila terdapat perbedaan vyang
mencolok, dikhawatirkan dapat menjadi salah satu faktor kriminogen

dalam bidang pasar modal,

%R 0es1am Saleh, Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalern Pergpelctif, Akgara Baru, Jakarts, 1951,
Cetakan Pertama, hal. 50.
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Oleh karena itu terhadap tindak pidana tertentu dalam bidang
pasar modai, sebaiknya ancaman sanksi pidananya dibuat dalam
ketentuan minimurn khusus. Termasuk tindak pidana tertentu yang
dimakwdkan d; sini, misalnya tindak pidana pasar modal yvang
membawa implikasi negatif terhadap aktivitas di.Bursa Efek.

Di sarnping itu, ketentuan pidana minimum khusus juga dapat
diterapkar: terhadap delik-delik pasar modal, vang dikualifisic atau
diperberat karena akibatnya. Misalnya saja tinda'k pidana pasar modal,
yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat maupun
yang dapat merusak sisfem perekonomian nasional,

Memang selama ini dalam rumusan KUHP masih menggunakan
pendekatan tradisional,™ dimana minimum pidana penjara ditentukan
selama satu hari. Ini berarti, bahwa hakim dapat menjatuhkan lamanya
pidana penjara antara satu hari sampai dengan batasan maksimum,
yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan pendekatan seperti itu, maka hakim dapat menjatuhkan
pidana pendek maupun pidana denda yang amat ringan, vang justru

menjadi konfra-produktif dengan tujuan pemidanaan itu  sendiri.

BID] dalam menetapkan larmanya ancaman pidana penjara, terdapat tiga sistem atau pendekatar,
yaitu: (1) pendekatan tradisional dengan sistem indefinite stau sistem maksimum, vaitu dengan
menetapkan maksimum umum dan maksimum khusus untuk tiep tindak pidana; (2) pedelaian
Imaginatyf stau pendekaton relaty, yaitu dengan melakukan penyederhanaan pengolongan tindak
pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana uatuk tiap kelompok
tindak pidana itw; dan (¢} pendzkatan praktis, yeitu dengan menetapkan malsimum pidana yang
disesuaikan dengan maksimum pidana yang pada umumnya sering dijatuhkan datam praktel

pengadilan secara nyata. Selanjutnya baca dalam Barda Nawawi Arlel (Bunga Rampai ...}, Op. Cit.,
hal, 198,



175

Misalnya saja terhadap tindak pidana yang oleh Undang-Undang Pasar
Modal diancam dengan pidana denda maksirﬁai Rp. 6 Milyar, sementara
dalam prakteknya oleh hakim hanya dijatuhkan pidana denda sebesar
Rp. 300 ribu. Perbedaan yang mencolok itu, menjadikan tingginya
ancaman pidana denda yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
tindak pidana pasar modal, tidak akan tercapai.

Mencermati KUHP di berbagai negara, terlihat bahwa ketentuan
pidana -khususnya pidana penjara-- minimum umumnya bervariatif. Di
dalam KUHP Jepang dan KUHP Korea menetapkan minimum umum
selama satu bulan,™ sedangkan dalam KUHP Norwegia'® selama 21

. hari dan KUHP Polandia minimum umumnya selama tiga bulan.

Adapun dasar pemikiran ditetapkannya minimum umum lebih dari
satu hari, seperti halnya dalam KUHP Polandia, dikarenakan adanya
kegagalan dalam menjatuhkan pidana penjara yang pendek. Hal ini
sejalan dengan Kongres PEB kedua di London {1960) tentang Prevertion

of Crime and The Treatment of Offenders, yang merekomendasikan agar

D alam KUHP Jepang dan Korea dikenal tiga jenis pidana yang berhubungan dengan kernerdekaan
seseorang, yeitu: penal servitude, imprisonment, dan detention. Ketiga jenis pidana tersebut,
diterjemahkan oleh 8.R. Sianturi menjadi pidanc penjara, pidena fenngan dan penchoran. SR
Sianturi, Hukum Pidana Perbandingan, Alumni AFIM-PTEHM, Jakarta, 1983, hal. 35 dan 203
Ketentuan mengenai KUHP Korea dan Jepang telah diterjemahkan ke datarn bahasa Indonesia: Andi
Hamzah (Editor), KUEP Republik Korea Sebagai Perbandingan, Ghalia Indonesia, Jakarts, 1987,
Cetakan Pertarna. Andi Hamzah (Editor), KUHP Jepang Sebagai Perbandingan, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1987, Cetakan Pertama.

IB¥gUuHP W arwegia (1902) yang mulai berlaku tahun 1905 den telah mengalani beberapa perubahan
sampai tahun 1961, membedakan pidana pokok perampasan kemerdekaan menjadi; imprisonment
dan jailing. Kedua jenis pidana tersebut diancamkan terhadap tindal pidana kejahatan (fziony)
maupun pelanggaralan (wisdemeanor), namun perbedaannya hanya terletak pade jumlah lamanya

pidana. Harald Schjoldager (Translated), The Norwegia Penal Code, Fred B. Rothrnan & Co.,
New York, 1561,
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sejath mungkin mengurangi penggunaan pidana penjara pendek.
Sebaliknya yang perlu dikembangkan adalah penggunaan bentuk-bentuk
alternatif, seperti pidana bersyarat, pengawasan (probafion), denda dan
tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.™

Dengan adanya ketentuan minimum pidana penjara seperti itu,
maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara minimal tiga
bulan. Dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara kurang dari
tiga bulan, maka sebaiknya digunakan jenis pidana yang lain, seperti
pidana denda.

Apabila Undang-Undang Pasar Modal hendak mengakomodir
kebijakan formulatif yang demikian itu, maka terhadap tindak pidana
terfentu di bidang pasar modal juga akan dijatuhi pidana_penjara dengan
batasan .terfentu. Menurut hemat penulis, sebaikya batasan minimal
khusus pidana penjara selama 7 {tujuh} bulan,” dengan asumsi bahwa
lamanya minimum pidana penjara itu sesuai dengan wakiu yang
dibutuhkan dalam penanganan perkara. Meskipun Pasal 33 ayat (1)
KUHP tidak mengharuskan kepada hakim untuk memotong pidana

penjara yang dijatuhkannya dengan waktu selama terpidana ada dalam

1P dward M. Wise and Gerhard O.W. Mueller (Editor). Studies in Comparative Criminal Law,
Charles C. Thomas Publishers, Springfield, USA, 1975, page 90,

¥ penctapan waktu tujuh bulan tersebut, sejalan dengan kewenangun yang diberikan KUHAP
kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penshanan terhadap tersangka/terdabwa selama
dalam proses peradilan pidana dilakul:an, Dalam hal ini, tenggang wakiu penshanan deri mulai
penyidikan sampai persidangan di Pengadilan Wegerl (FN) adalah selarna 200 heri atau sekitar 7
(tujuh) bulan, dengan cetatan bahwa putusan Hakim PN tersebut tidak difakukan upaya hukum.
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tahanan sementara, namun dalam prakteknya hal itu telah lajim
di!aksa;nakan ojél“1 para hakim.

Seandainya ketentuan pidana penjara itu diaiternatifkan dengan
pidana denda, dimana pidana penjara dapat dikonversikan dengan
pidana denda yang tidak lebih dari setengahnya, maka lamanya
minimum penjara yang dijatuhkan hakim adalah selama 3,5 bulan.
Artinya vonis minimal yang dijatuhkan oleh hakim, tidak akan
menimbulkan tuntutan d%ari' pihak terdakwa/terpidana terhadap penyidik
maupun Jaksa Penuntut Umum sebagai akibat dari kelebihan penahanan
vang dilakukannya.

Pemikiran untuk mengimplementasikan ketentuan minimal khusus
terhadap tindak pidana tertentu di bidang pasar modal, sejalan dengan
dapat diperberatnya maksimum umum maupun maksimum umum dalam
hal-hal tertentu. Dengan kata lain, apabila terhadap maksimum umum
dapat diperberat, mengapa terhadap minimum umum juga tidak
diperberat, Konstruksi berpikir seperti itu, diharapkan tidak terjadinya
disparitas pidana yang sangat mencolok, terutama terhadap delik-delik
yang secara hakiki berbeda kualitasnya,

Mengingat KUHP yang sekarang ini berlaku tidak menentukan
adanya minimum khusus, maka untuk menetapkan minimal khusus
terhadap tindak pidana pasar modal seharusnya dicantumkan dalam

ketentuan Umum Undang-Undang Pasar Modal. Dengan demikian
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tehadap delik-defik tertentu, khususnya delik-delik pasar pasar modal
yang dikualifisir atau diperberat akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte),

diharapkan dapat mengurangi adanya disparitas pidana.

3. Pidana terhadap korporasi
Sebagaimana yang telah disebutkan pada point sebelumnya,
bahwa pelaku tindak pidana pasar modal bukan hanya merupakan
orang-perorangan semata, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi
" atau badan hukum. Meskipun badan hukum (rec/rt-person) merupakan
subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan
manusia (naturijke-person)* akan tetapi secara naluriah terdapat hai-
hal yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi, seperti seperti perkosaan
ataupun perbuatan cabul, Senada dengan hal itu, Rupert Cress dan P,

Asterley Jones, menyatakan:'¥
The general rule is that a corporation is criminally liable fo the same
extent as a natural person; but there are said to be exceptions in the
case of an offenice such as perjury or bigamy, which, "from its very
nature”’, cannot be commited by a corporation, and in the case of
crime, stich as murder, where the ondy punishment the cout can

impose s corporal,

Demikian pula halnya dalam hal pemidanaan, bahwa tidak setiap

jenis pidana yang dikenakan terhadap individu cocok atau sesuai

3¢1stilah naturiike persoon dan recht-person bersandar pada teori hukum alam, yang berpendapat

‘bahwa manusia itu merurut kodratnya (alamiah) adalah pendukung hal, Sedangkan badan hukurn
- memperoleh kekuasaan hukumnya, dari hukum positif. Achmad Roestandi dan Ibrahim Bachtiar,

Pengantar Teori Hukum, Multi Karya Iimu, Bandung, 1983, Cetakan Pertama, hal. 54.
"*"Rupert Cross & P. Asterley Jones, An Introduction To Criminal Law, Butterworth & Co
(Publishers) Ltd., London, 1953, Third Edition, page 69-70.




179

diterapkan terhadap korporasi. Ada jenis pidana yang secara naluriah
tidak cocok untuk diterapkan terhadap korporasi, seperti: pidana
penjara, pidana mati dan pidana kerja sosial.

Dalam konteks dan lingkup persoalan pertanggungjawaban
pidana korporasi, yang menjadi permasalahan bukan pada keterbatasan
sanksi pidana. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah memilih dan
menetapkan pidana yang tepat, yang akan digunakan dalam upaya
pengendalian tindak pidana pasar modal oleh korporasi. Oleh karena itu
perumusan ancaman pidana secara kumulatif seperti halnys perumusan
tunggal, sangat tidak tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang
kemungkinan dilakukan oleh orang (individu) maupun oleh korporasi.

Berkaitan dengan masalah pemidanaan terhadap korporasi, Peter
Gillies antara lain mengemukakan:®

There are some Mmits upon the offences it can commit. One
consideration of relevance is the question of penaity. The only
penalty wich may be inposed upon a company, normally, is a fine,
and thus, if ar offence is punishable only by a term of imprisonment
it would be futile to proceed against the company. For a court to try
a comparty for an offence of this class would be to stultify itseff,

Agar pidana dapat diterapkan terhadap kerporasi yang melakukan

tindak pidana pasar modal, maka dapat dilakukan dengan jalan

mengintegrasikan sanksi administratif ke dalam ketentuan pidana yang

% pster Gillies, “The Criminal Liability of Corporations”, Crimipal Law, 1990, page 127, dalam

Barda Nawswi Arief (Penyunting), Pertanggunejawaban Pidana Korporasi (Bahan Bacaan Kapita
Selekta Fukurn Pidana), Program 52 (Magister) limu Hukurn Pasca Serjans Uriversitas Diporegoro,
Semarang, 1999,



180

tercantum di dalam Bab XV UU No. 8/1995. Adapun sanksi administratif

sebagaimana tercantum dalam Pasal 102 ayat (2) UU No. 8/1995,

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu;

pembatasan kegiatan usaha;

. pembekuan kegiatan usaha;

nencabutan ijin usaha;

pembatalan persetujuan; dan

. pembatalan pendaftaran.

Qe oo

Selama ini dalam UU No. 8/1995, antara sanksi administratif
dengan sanksi pidana dipisahkan dalam bab tersendiri. Sanksi
administratif dimuat dalam Bab XIV yang terdiri dari satu pasal, yaitu
Pasal 102, sedangkan ketentuan pidana dimuat dalam Bab XV yang
terdiri dari 8 {delapan} pasal, yaitu Pasal 103 sampai dengan Pasal 110.

Dengan tidak diintegrasikannya sanksi administratif ke dalam
ketentuan pidana, telah menimbulkan kejanggalan dalam implementasi-
nya. Menurut hemat penulis, dengan mengintegrasikan sanksi
administratif ke dalam ketentuan pidana dalam UU No. 8/1995
- setidaknya ada dua tujuan yang hendak dicapai. |

Pertama, agar tindak pidana yang dilakukan oleh kofporasi
dapat dikenakan sanksi administratif. Menurut ketentuan pidana yang
terdapat dalam UU No. 8/1995, terhadap tindak pidana yang dilakukan

oleh korporasi hanya dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.
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Padahal bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 102 UU No. 8/1995, lebih cocok atau sesuai
dikenakan terhadap korporasi.

Kedua, agar pengenaan sanksi administratif terhadap korporési
menjadi wewenang hakim. Selama ini, kewenangan untuk menjatuhkan
sanksi _administratif berada pada tangan Bapepam, seperti yang

h tercantum dalam Pasal 102 ayat {1) UU No. 8/1995, bahwa:
Bapepam mengenakan sanksf administratif atas pelanggaran undang-
undang i dan atau peraturan pelaksanaannya yang diakukan ofeh
setfap Pihak yang memperolelr ffin, persetujuan, atau pendaftaran
dari Bapepam.

Dengan adanya ketentuan Pasal 102 ayat (1) tersebut, maka
Bapepam bukan berwenang untuk mengenakan sanksi administratif saja,
tetapi juga mengakibatkan banyak tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi hanya dikenakan sanksi administratif. Kebiasaan Bapepam
dalam mengenakan sanksi administratif, sesuai dengan fungsi Bapepam
sebagai institusi pengawas dan pembina di Pasar Modal. **®

Seringnya digunakan sanksi administratif diterapkan Bapepam,

mengakibatkan banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

tanpa melalui proses peradilan. Padahal dalam hal ferjadinya tindak

¥ Penjelasan Pagal 102 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 “Dalam menerapkan sonksi admsnistratil
sebogainiara dimaksiue dalam ayat ing, Bapepam periu memperrativan aspek pentian e
Pihak dimaksud” , Keventuan tersebub menunjukken behwa Bapeparn merupakan lembaga korektif,
yang lebih menekankan pada aspek pembinaan.
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pidana, maka kewenangan untuk menerapkan sanksi berada pada badan
peradilan, sebagai pelaksana dari kebijakan aplikatif.

Di samping itu, seringnya digunakan sanksi administratif oleh
Bapepam mengakibatkan juga ketentuan pidana yang dimuat dalam Bab
XV menjadi kontra produktif. Perumusan ketentuan pidana yang
diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana pasar modal, tidak
akan tercapai, karena tidak pernah digunakan terhadap pelaku tindak
pidana.

-Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan sanksi administratif ke
dalam ketentuan pidana dapat mengefektifkan ketentuan pidana yang
terdapat dalam UU No. 8/1995. Sebab bukan hanya bentuk-bentuk
sanksi pidana sesuai diterapkan‘untuk kerporasi yang melakukan tindak
pidana, tetapi jélga menjadikan setiap tindak pidana dapat diproses dan
diadili melalui badan peradilan sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan itu, Steven Bex mengajukan prinsip-prinsip
pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam
hal ini, Pengadifan antara llain diharapkan: (1) Aines could at least be
raised to a leve/ comparable pro rata to a parking fine; (2) The court
could impose a community service order; (3) fhe cowrt could act directly

i1 the interests of the victims and instruct the corporation to compensate

them 10

W0gt aven Bex, Power, Crime, and Mystification, Tavistock Publications, London, 1983, page 71-73.
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Mengingat masalah pemidanaan korporasi dalam tindak pidana
pasar modal termasuk dalam bidang (hukum) perekonomian, maka
pemikiran untuk mengintegrasikan sanksi administratif dalam UU No.
§/1995, sesuai dengan hasil Kongres Keenam PBB. Rekomendasi
kongres itu antara lain menyatakan bahwa untuk mengefektifkan
penanggulangan kejahatan ekonomi, perlu digunakan pidana penjara
(imprisonment), denda yang tinggi {increased fine), serta tindakan-
tindakan yang bersifat keperdataan dan administratif (ovid and
admnistra ff;'e measures)

Sanksi atau tindakan yang bersifat ekonomis dan keperdataan itu,
tercantum pula dalam Pasal 7 ayat (1} mengenai Aukuman tambatan,
dan Pasal 8 mengenai tindakan lata tertib yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Fkonomi.l*?
Dengan demikian, terhadap korporasi yang meiakukan tindak pidana
pasar modal, di samping pidana denda dapat pula dikenakan:

(a) Hukuman taembahan seperti penutupan sefuruh atau sebagian

perusahaan, pengumuman putusan hakim, perampasan barang-

barang tidak tetap, baik yang berwujud dan tidak berwujud; atau

"1 Uraian lebih lanjut dapat dilihat Sict UV Congress on The Preverntion of Crime and The Treatment

%
142

Gffemders, Report, 1981,
Ketentuan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dapat

ditihat entara lain dalam Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta,
Jakarta, 1991, Cetakan Pertamna, hal. 83-106. Sedangkan komentar lebih lanjut mengenai tindak
pidana ekonorni depat dibaca dalam Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan
Komentar Jilid 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Cetakan Kedelapan,
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{(b) Tindakan tata tertib seperti penempatan perusahaan di bawah
pengampuan alau pengawasan, kewajiban membayar uang jaminan,
ldan kewajiban membayar sejumiah uang sebagai pencabutan
keuntungan.

Selain sanksi tersebut di atas, perlu pula dipertimbangkan untuk
menerapkan pengumumam keputusan hakim (adverse pubficity) sebagai
sanksi terhadap korporasi. Sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya
financial impact, tetapi juga yang bersifat nonr financial impact. Biaya
pengumuman putusan hakim ini, merupakan salah satu bentuk hukuman
tambahan, yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan
apa dan pidana bagaimana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang

melakukan tindak pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap 3 (tiga)
permasalahan pokok yang diajulan dalam tesis ini, diperoleh kesimpulan

sebag-ai berikll.iAtV:?

1. Sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan tindak pidana,
ketentuan pidana tentang pasar modal yang selama ini
diformulasikan adalah:

2. Belum nampak adanya suatu pembahasan yang mendalam
mengenai 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal
dengan menggunakan sarana penal, vaitu: (1) perbuatan apa
yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan tidak adanya suatu
pedoman {pola/patron) yang permanen mengenai (2) sanksi apa

yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar,

b. Kebijakan legislatif tentang ketentuan pidana di bidang pasar
modal, vang dirumuskan secara kumulatif antara pidana pokok

penjara/kurungan dengan pidana pokok denda, berakibat:
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o Hakim tidak mempunyai kesempatan atau kebebasan untuk
menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan pelaku,

o Adanya kesulitan dalam menjatuhkan pidana terhadap
korporasi yang melakukan tindak pidana, karena UU No.
8/1995 sendiri tidak memberikan semacam "pedoman” di
dalam ketentuan umumnya, khususnya mengenai dapat-
tidaknya ancaman pidana penjara/kurungan dikonversikan
atau diganti dengan pidana denda. Permasalahan tersebut
semakin nampak, disebabkan oleh tidak adanya suatu
perbandingan tertentu antara pidana penjara/kurungan
dengan pidana denda. Dalam hal ukuran pemidanaan
(strafmaat) tersebut, menunjukkan bahwa meningkatnya
waktu atau lamanya pidana penjara/kurungan tidak serta

merta memperbesar  jumlah  pidana- denda  yang

dikumulasikannya.

2. Sarana penal yang terdapat dalam UU No. 8/1995 selama ini, jarang
dan bahkan hampir tidak pernah digunakan terhadap pelaku tindak

pidana pasar modal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

diantaranya:
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Bahwa Bapepam yang berfungsi sebagai institusi pengawas
terhadap berbagai kegiatan dan aktivitas di bidang pasar modal,
lebih banyak berperan sebagai lembaga korektif yang
meminimalisic berbagai tindakan atau hukuman terhadap para
pelanggar. Kecenderungan untuk menjadikan Bapepam sebagai
institusi korektif tersebut, tidak lain sebagai amanat dari UU No.
8/1995 sendiri dimana sanksi baru diterapkan apabila langkah-
langkah korektif tidak dapat lagi rnenyelesaikan masalah. Oleh
karena itu, dalam hal terjadinya pelanggaran ataupun tindak
pidana di Pasar Modal, Bapepam lebih banyak menggunakan
sanksi administratif daripada mendayagunakan PPNS Bapepan

untuk memprosesnya melalui peradilan pidana.

Ada kekhawatiran dari sementara pihak, hahwa penanganan
melalui mekanisme peradilan pidana sangat menyita waktu dan

tenaga dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut, baik

” pihak yang dirugikan (korban} maupun terhadap pihak yang

diduga melakukan tindak pidana. Padahal efisiensi waktu dan
tenaga (biava) sangat penting bagi para pelaku pasar, terlebih lagi
terhadap barang bukti berupa saham dengan transaksi yang

berlangsung cepat.
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¢. Masih belum adanya kesamaan persepsi dan sudut pandang
antara aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana
pasar modal, baik dalam hal tata cara prosedur penanganannya
maupun pemahaman terhadap delik-delik pasar modal itu sendiri.
“Akibatnya~ perkara tindak pidana pasar modal yang diproses
melalui mekanisme peradilan pidana selama ini, menjadi

terkatung-katung dan tidak ada penyelesaian yang tuntas.

3. Kebijakan penal yang diformulasikan secara kumulasi antara dua
pidana pokok penjara/kurungan dengan pidana denda, mehjadikan
ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 8/1995 tidak dapat
dioperasionalkan terhadap pelaku tindak pidana pasar modal. Hal ini
diakibatkan oleh karena:

o Bahwa kebijakan formulasi tentang ketentuan pidana di bidang
pasar modal selama ini, belum diorientasikan kepada tercapainya
tuju;an yaitu: agar ketentuan pidana tersebut dapat
dioperasionalkan dalam praktek.

o Bahwa kebijakan formulasi tentang katentuan pidana pasar madal
tidak sejalan dengan kebutuhan maupun kenyataan dalam
prakteknya di lapangan, yang dengan sendirinya menimbulkan

berbagai kelemahan dan kejanggalan dalam aplikasinya.
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B. Saran

Mencermati hasil-hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana
yang telah dikernukeken di atas, maka beberapa saran yang layaknya
mulai dipikirkan untuk ditindaklanjuti adalah:

1. Bahwa Ul No. 8/1955 yang merupakan bagian dari kebijakan
legislatif di bidang pasar modal, dirasakan sudah tidak dapat
dipertahankan lagi. Oleh karena itu agar UU N:S. 8/1995 segera
direvisi, sehingga ketentuan pidana yang ada di dalamnya dapat
dioperasionalkan terhadap para pelaku tindak pidana pasar modal.
Dalam rangka melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pasar
Modal, maka yang perlu diperhatikan adalah:

o -Agar terlebih dahulu disiapkan draft academic terhadap revisi
Undang-Undang Pasar Modal dimaksud, yaﬁg d_i dalamnya tidak
hanya menampung aspirasi kepakaran {(scientisf) melainkan juga
merupakan akomodasi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama
para pelaku pasar modal. Sebaiknya penyiapan draft acadenmik
tersebut dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi, yang mempunyai
pakar dari berbagai disiplin ilmu serta memiliki kemampuan untuk
menyerap aspirasi dari berbagai kalangan melalui serangkaian
penelitian dan penelaahan ilmiah.

‘g Dalam hal perumusén ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,

maka sebaiknya para pembuat undang-undang mempunyai
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semacam pedoman atau pola (pafron} terutama dalam
merumuskan 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal
dengan menggunakan sarana penal. Dengan demikian akan
diperoleh suatu perumusan yang tepat mengenai: {1} perbuatan
apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan (2) terdapat
suatu pedoman atau pola yang permanen mengenai sanksi apa
yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar,
baik mengenai jenis pidana (sfrafsoort) maupun ukuran
pemidanaan {sfrafimaal).

o Agar dihindari kebiasaan mengadopsi ketentuan perundangr-
undangan dari negara lain, dengan maksud untuk memenuhi
kehutuhan sesaat, Harus disadari bahwa kebiasaan mengadopsi
dengan jalan "menterjemabkan® suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara lain, tidak secara otomatis

- d'apat berlaku efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Agar sarana penal dapat digunakan/diterapkan terhadap pelaku

tindak pidana pasar modal, maka yang perlu diperhatikan adalah:

a. Bapepam yang berfungsi sebagai institusi pengawas terhadap
berhagai kegiatan dan aktivitas di bidang pasar modal, maka

sebaiknya Bapepam memposisikan dirinya selaku “polisi pasar
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modal” yang dapat melakukan penegakan hukum  (faw
enforcement) secara tegas terhadap pelaku tindak pidana pasar

modal.

. Bahwa kebijakan Bapepam selama ini dalam menggunakan
sarana penal hanya sebagai upaya Eerakhir, perlu dirubah
orientasinya ke arah penggunaan sarana penal sehagai primum
remedium terhadap findalk pidana yang terjadi di Pasar Modal.
Untuk itu perlu lebih didayagunakan eksistensi PPNS Bapepam

secara nptimal, dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai

berikut:

o Merumuskan suatu pedoman atau parameter yang konkret,
untuk menentukan mengenai dapat atau tidaknya suatu
perbuatan terlarang dilanjutkan ke tahap penyidikan atau
diproses meialui mekanisme peradilan pidana.

o Menyiapkan aparat penyidik dengan standar kualitas tertentu
melalui pendidikan dan pelatihan, studi banding ke berbagai
negara yang institusi otoritas pasar modalnya sudah mapan,
maupun dengan memberikan tunjangan khusus bagi aparat

penyidik.
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o Menyediakan anggaran operasional khusus yang memadai
terhadap tindakan dan kepentingan penyidikan, sehingga
operagionalisasi penyidikan tidak dibiayai oleh pihak lain di luar

institusi Bapepam.

¢. Membuat “target tertentu” dalam penanganan tindak pidana pasar

modal yang dilakukan oleh PPNS Bapepam, sehingga dapat
memberikan suatu gambaran terhadap penanganan suatu perkara
tindak pidana. Hal ini untuk menepis kesan, bahwa penanganan
perkara tindak pidana pasar modal melalui mekanisme peradilan
éidéna, dapat menyita waktu yang lama dan tenaga (biaya) yang

hesar,

. Perlu diciptakan adanya kesamaan persepsi dan sudut pandang

antara aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana

pasar modal, baik dalam hal tata cara prosedur penanganannya

maupun pemahaman terhadap delik-delik pasar modal itu sendiri.

Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

o Melakukan sosialisasi tentang aktivitas dan berbagai hal
tentang pasar modal, khususnya mengenai tindak pidana

pasar modal, kepada segenap jajaran aparat penegak hukum.
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Menvelenggarakan pendidikan dan pelatian terpadu  aniar
aparat penegak hukum, terutama mengenai penanganan
perkara tindak pidana pasar modal.

Mengintensifkan pertemuan antar aparat yang terkait, baik
meléi.L—Jli kegiatan informal (coffee morning, /lobby) mapun

kegiatan formal (rapat koordinasi, forum terpadu).
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